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Sanksi pelanggaran Pasal 71;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) atau Pasal 49 ayai (1)
dan ayat (2) dipidana masing-masing paling singkat 1 {satu) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juia rupiah),
atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/aiau denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedar-
kan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil
pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
ruplah).
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PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
limpahan nikmat dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai
kami di manapun kami berada. Berkat taufiq dan hidayah-Nya lah
kami dapat menyusun buku Pendidikan Pancasila ini. Buku ini
diberi judul “Menempatkan Pancasila dalam Konteks Ke-Islaman
dan Ke-Indonesiaan” dengan maksud agar Pendidikan Pancasila di
UII sesuai dengan nafas dan jiwa UII yaitu pendidikan yang ingin
memadukan wawasan ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan sekaligus
yang dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila.

Buku ini disusun sebagaibahanatau materi dalam memberikan
kuliah Pendidikan Pancasila di lingkungan Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, Isinya mengacu pada Silabus dan Kurikulum
Pendidikan Pancasila yang disusun oleh Dirjen Dikti dengan
inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan visi pendidikan di UIL
Bahan-bahan penyusunan buku ini merujuk pada buku-buku
acuan wajib dan penunjang Pendidikan Pancasila dan disesuaikan
dengan perkembangan yang terjadi dewasa ini.

Buku yang sederhana ini mudah-mudahan dapat memberikan
manfaat, baik bagi kami sendiri maupun bagi para mahasiswa
yang mengikuti kuliah Pendidikan Pancasila di lingkungan UII
Yogyakarta. Tentunya buku ini banyak sekali kekurangannya, oleh
karena itu saran dan kritik kami harapkan dari para pembaca buku
ini,

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu tersusunnya buku ini, terutama kepada Rektor Ull dan
jajaran yang terkait yang telah mendorong kami untuk menyusun




dan menerbitkan buku ini dan juga kepada para reviewer/
penelaah yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk
memberikan kritik, koreksi dan masukannya sehingga materi buku
tni menjadi lebih baik. Semoga Allah membalas amal baik semua
pthak yang telah berjasa atas terbitnya buku ini, Amin. [}

Yogyakarta, Agustus 2009

Penyusun

SAMBUTAN REI('I'_OR

Saya menyambut baik dan gembira terbitnya Buku Pendidikan
Pancasila yangdiberi tema: Menempatkan Pancasila dalam Konteks
Keislamandan Keindonesiaan ini. Temainisenafas dengan jiwadan
nama UIl sendiri, yang merupakan kepanjangan dari Universitas
Islam Indonesia. Wawasan Keislaman dan Keindonesiaan inilah
yang menjadi spirit dalam menanamkan nilai-nilai Pendidikan
Pancasila di lingkungan UIL. Dengan memadukan nilai Keislaman
dan Keindonesiaan inilah kedudukan Pancasila menjadi semakin
kuat sebagai dasar pengikat kebangsaan Indonesia yang mayoritas
penduduknya beragama Islam.

Universitas Islam Indonesia (UH) sebagai salah satu lembaga
pendidikan tinggi yang berada di tengah-tengah masyarakat
Indonesia, sangat berkepentingan untuk melaksanakan Pendidikan
Pancasila. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa berdirinya
Ul (dulu Sekolah Tinggi Islam) dibidani cleh para pendiri negara
RI yang notabene adalah para perumus Pancasila, seperti Moh.
Hatta, Kahar Mudzakir, Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusuma.
Para pendiri UII sekaligus pendiri negara tersebut berharap agar
negara Indonesia merdeka yang berdasar pada Pancasila it
dapat diwariskan kepada generasi bangsa berikutnya (terutama
Islam} agar kelak dapat mengisi kemerdekaan dengan tetap
dapat mengembangkan dua wawasan sekaligus yakni wawasan
Ke-Islaman sebagai dasar agama yang dipeluknya juga wawasan
ke-Indonesiaan sebagai dasar kebangsaannya. Inilah kekhasan
Pendidikan Pancasila yang ingin dikembangkan di Ull, wawasan
Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan yang terintegrasi.



Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih
kepada Saudara. M.Syamsudin, yang telah berupaya dengan
sungguh-sungguh menyiapkan materi buku ajar ini sehingga
dapat diterbitkan dalam bentuk buku teks Pendidikan Pancasila.
Keberhasilan Pendidikan Pancasila di lingkungan UII akan sangat
bergantung pada materi yang disampaikan dosen, penguasaan
dosen terhadap materi ajar dan metode mengajar yang diterapkan.
Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh dosen
pengampu matakuliah Pendidikan Pancasila di lingkungan UI]
untuk menguasai ketiga hal tersebul agar proses Pendidikan
Pancasila dapat berjalan secara efekiif. Terimakasih. [}

Rektor UI,
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid
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PENJELASAN TEMA

MENEMPATKAN PaNcasiLa Dalam KONTEKS KerstAmaN panN KEINDO-
NESIAAN o

Dalam Islam, agama dan negara tidak dapat dipisahkan,
namun tidak berarti bahwa antara keduanya itu identik. Karena
itu agama dan negara dalam Islam, meskipun tidak terpisahkan,
namun tetap dapat dibedakan: tidak terpisah, namun berbeda!
Karena itu, dari sudut pandangan Islam, pernyataan bahwa
Indonesta bukanlah negara sekuler, artinya bukan negara yang
menganut sekularisme berupa pemisahan negara dari agama, dan
bhukan negara teokrasi, artinya bukan negara yang kekuasannya
dipegang oleh para pendeta, rohaniawan, dan yang sejenis, dapat
dibenarkan.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang lahir
tahun 1945, adalah hasil perenungan dan pemikiran manusia
Indonesia yang mendalam, sementara agama (Islam) berasal
dan bersumber dari Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi
pedoman hidup manusia. Dengan Sila [, Ketuhanan Yang Maha
Esa bukan berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi
atau negara yang hanya berdasarkan pada agama tertentu.
indonesia juga bukan negara sekuler, yaitu agama sama sekali
terpisah dari negara sehingga negara tidak turut campur dalam
masalah agama.

Dalam negara Pancasila, agama mempunyal peran yang
sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara serta
untuk melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila
itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar agama dapat benar-benar
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dalam konteks realitas politik. Hal ini dimaksudkan agar terjadi
hubungan yang horisontal antara berbagai kepentingan nasional
vang diwakili oleh konstituante. Periode 1960-1965, ideologi
pancasila menjadi demokrasi terpimpin dan nasakomisasi politik.
Integrasi horisontal berupa kesepakatan kepentingan nasional
berbagai daerah yang dikalahkan dengan integrasi vertikal antara
rakyat dan pemerintah. Sesudah 1965 sampai 1999 merupakan
periode yang baru dari evolusi politik yang panjang, pertemuan
politik diadakan lebih rasional dan ilmiah serta terbuka, seperti
diadakannya penataran P-4. Periode 1999 sampai sekarang
merupakan periode reformasi, yaitu era untuk menata kembali

elemen-elemen masyarakat yang mengalami pembusukan di era
rezim orde baru.

Peranan pemimpin agama dalam pemantapan ideologi
nasional adalah mengisi subtansi ideologi murni dengan perilaku
kolektif yang mendorong ke arah pendekatan integrasi nasional
melalui ideologi yang lebih diarahkan pada integrasi horisontal.
Pancasila merupakan mekanisme yang mengintegrasikan dan
memasukkan kepentingan semua golongan. Agama berperan
dalam membendung kemungkinan timbulnya kesadaran kelas
yang menuntut kepuasan kepentingan kelas terientu. Gagalnya
G.30-3/PKl setidaknya dapat dilihat sebagai contohnya.

Sumbangan agama dalam integrasi horisontal harus
merangkum kepentingan sosial ekonomi dari yang tertindas.
Pancasila semakin dikokohkan kedudukannya sebagai sosio
kultural dan persepsi politik bangsa ketimbang dikhawatirkan
melunturkan nilai agama, misalnya bahwa Pancasila sangat anti
kapitalisme,

Hubungan Islam dan Pancasila adalah serasi dan tidak saling
bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Islam diharapkan
dapat diamalkan sebaik-baiknya dan sebaliknya umat Islam
merupakan tulang punggung ideclogi nasional Pancasila. Untuk
itz perlu upaya pemantapan ideologi negara dengan seksama dan
dengan keterbukaan hati berbagai pihak.

Pancasila menspakan pemersatu yang menghubungkan semua
agama dan pzham dalam kerangka kehidupan bermasyarakat,
maka Pancasila hendaknya mendorong dinamisasi dan pe nyegaran
intern di kalangan agama dan paham yang tidak dilarang oleh

undang-undang, sehingga Pancasila dihar.apkar} dapat n?englkal_
seluruh warga masyarakat yang semula lebih terikat pada ideologi
universal yang berbeda-beda.

Unniversitas Islam Indonesia (UII) sebagai salah satu lembaga

pendidikan tinggi yang berada di tengah-tengah masy_:g:akat
Indonesia, sangat berkepentinganuntuk mela ksanakan‘ Pendidikan
{'ancasila. Hal ini antara lain didasarkan pada fgk.ta. sejarah bahwa
berdirinya Ull (dulu Sekolah Tinggi Islam) didirikan oleh p'alra
pendiri negara RI yang notabene adalah para perumus Paljncas: a,
seperti Moh. Hatta, Kahar Mudzakir, Wahid Hafyllm, dan Ki Bagus
| ladikusuma. Para pendiri UII sekaligus pendiri negara terseb.tln
perharap agar negara Indonesia merdeka yang b_rerdasar Pancasila
itu dapat diwariskan kepada genera‘si bangsa berikutnya {ierutama
Islam) agar kelak dapat mengisi kemerde.kaan der}gan tetap
dapat mengembangkan dua wawasan s.:ekahgus ya:km wawasan
Ke-Islaman sebagai dasar agama yang dipeluknya juga wawasan
ke-Indonesiaan sebagai dasar kebangsaannya. Iqllah kekhasan
pendidikan Pancasila yang ingin dikembangkan .dl ull, ?vawasan
Ke-Islaman dan Ke-Indonesiaan yang terintegrasi. Sesual dengan
namanya; UNIVERSITAS ISLAM INDON ESIA{]



LANDASAN, TUJUAN, DAN KOMPETENS! PENDIDIKAN
PANCASILA

Bab ini dirancang menjadi tiga sub pokok bahasan yang terdiri
dari landasan, tujuan dan kompetensi pendidikan Pancasila.
scwelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat
memahami dan menjelaskan:

I. Landasan Pendidikan Pancasila yaitu landasan historis,
kultural, yuridis dan filosofis.

2. Tujuan pendidkan Pancasila, yang dimulai dari tujuan nasional
bangsa Indonesia, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan
pendidikan Pancasila,

3. Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Pancasila untuk
mahasiswa

1.1 LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA

1.1.1 Landasan Historis

Secara historis, Pancasila dirumnuskan dengan tujuan untuk
dipakai sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pancasila yang
akan dijadikan dasar negara tersebut, dalam proses perumusannya
digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat
Indonesta. Pandangan hidup masyarakat ini kemudian dituangkan
dandilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa, Lebih lanjut,
pandangan hidup bangsa itu dituangkan dan dilembagakan pula
menjadi pandangan hidup negara atau dasar negara.



Bukti atau fenomena historis yang menjadi landasan bahwa
Pancasila akan dijadikan Dasar Negara dapat disimak dari
peristiwa-peristiwa, ungkapan, atau pernyataan berikut ini:

a. Dalam pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Jumbi Choosakai] tanggal
29 Mei 1945, DR. KRT. Radjiman Wedyodiningrat sebagai
Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan
dasar Indonesia Merdeka (Philosofische grondslag).

b. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin pada
permulaan pidato dalam Sidang Badan Penyelidik, antara
lain mengatakan sebagai berikut: ”...Kewajiban untuk ikut
menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan
negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang
telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan

korban darah daging sejak beratus-ratus tahun...” (Naskah
Persiapan UUD 1945).

¢. RI. Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr.
Muhammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945, antara
lain mengatakan: *..Sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan
Radjiman tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasar Indonesia
Merdeka...” (Naskah Persiapan UUD 1945},

d. Prof. Mr. Scepomo dalam pidato sidang | Badan Penyelidik
ta}nggal 31 Mei 1945, antara lain mengatakan: “...soal yang
kita bicarakan ialah bagaimanakah akan membentuk dasar-

dasar Negara Indonesia Merdeka...” (Naskah Persiapan UUD
1945).

e. Ir. Soekarno dalam pidato (anggal ! Juni 1945 dalam sidang
Badan Penyelidikantaralain menyebutkan bahwa yangdiminta
oleh Ketua Badan Penyelidik agar sidang mengemukakan
dasar Indonesia Merdeka yaitu Philosofische Grondslag dari
Indonesia Merdeka. Selanjutnya beliau memberi nama

Philosofische Grondslag atau Dasar Falsafah Negara Indonesia
tersebut “Pancasila”. '

f. Di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tercantum
kalimat sebagai berikut: ”...maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indenesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada : Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan [Indonesia dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permmusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...” (Naskah
Persiapan UUID 1945).

g. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat: *
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-undang Dasar Negara indonesia, yang
berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.”

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia,
tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia {PPKI} menetapkan Undang-undang Dasar bagi negara
Republik Indonesia. Dengan menetapkan UUD 1945 itu, maka
Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 secara
resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik indonesia
dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ternyata
tidak secara otomatis Pancasila dapat dilaksanakan secara
benar dan konsekuen. Di beberapa tempat terjadi berbagai
macam pemberontakan dan penyelewengan terhadap Pancasila
tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan hidup lain
yang secara bebas hidup dan berkembang di negara Indonesia.
Pandangan hidup lain itu berkembang menjadi sikap yang
sangat mengutamakan kepentingan golongan atau daerah di atas
kepentingan nasional. Peristiwa G.30 S/PKI Lubang Buaya pada
tahun 1965, misalnya merupakan salah satu bukti pemberontakan
yang ingin menyelewengkan Pancasila dan mengganti dengan
ideologi lain yaitu paham komunis. Sebab utama terjadinya
penyelewengan ialah karena Pancasila yang merupakan Dasar



Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum dihayati
dan diamalkan dalam kehidupan bernegara.

Memperhatikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang
mengikat seluruh warga negara dan memperhatikan peristiwa
historis terjadinya pemberontakan dan penyelewengan terhadap
Pancasila, maka ada kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia
untuk memahami, mangamalkan, dan mengamankan Pancasila,
Salah satu upaya untuk itu semua Pancasila harus disebarluaskan
melalui Pendidikan Pancasila itu sendiri.

1.1.2 Landasan Kultural

Pancasila dasar negaradan pandangan hidup bangsa Indoneisa
adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh
karena itu, Pancasila-pun harus diwariskan kepada generasi muda
bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha
mewariskan Pancasila ini, negara dan bangsa akan kehilangan hasil
budaya atau kultur yang amat penting, Bangsa yang besar adalah
bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur
bangsanya.

Untuk memahami landasan kultural pendidikan Pancasila
tersebut, dapat dilihat dari asal mula unsur-unsur Pancasila itu.
Meskipun secara formal Pancasila baru menjadi Dasar negara
Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh
sebelumitu bangsaIndonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila
dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Secara
kultural unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan,
bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan
pada umumnya (Sunoto, 1982:1). Untuk lebih mendapatkan
kejelasan bahwa secara kultural unsur-unsur Pancasila berasal dari
bangsa Indonesia dapat disimak Matriks berikut ini {disarikan dari
Sunoto, 1982:1-8).
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Dari berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa
unsur-unsur Pancasila memang telah dimiliki dan dijalankan
oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Contoh-contoh tersebut
baru sebagian bukti kultural yang kiranya perlu dikaji lagi secara
mendalam agar maknayangada didalamnya dapat dipahami secara
lebih seksama. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan
atau pewarisan budaya dari generasi tua kepada generasi muda,

1.1.Y lLandasan Yuridis .

Dengan ditvangkannya ramusan Pancasila dalam Pembukaan
LD 1945, mengandung konsekuensi bahwa Pancasila secara
yuridis konstitusional telah secara formal menjadi Dasar Negara
Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai
kekuatan-kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan
hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai
kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan
harus dicabut. ’

Kirdi Dipoyudo menyatakan {1984:52) bahwa dengan
penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa
moral bangsa telah menjadi moral negara. Hal itu berarti bahwa
moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber
tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala
bidang kehidupan. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar
negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam
tertib hukum Indonesia atau sumber dasar nasional, yaitu menjadi
sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-
aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti Undang-undang
Dasar RI Tahun 1945, Undang-undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
residen, dan Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat (1) UU RI No.
10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Lindangan).

Apabila aturan-aturan itu dibuat berdasar ketentuan yang ada
dan Pancasila atau UUD 1945 sebagai dasarnya, maka selain hal
ilu menjamin sifatnya yang resmi, dapat pula diharapkan bahwa
segala sesuatunya akan menjadi lebih jelas, pelaksanaannya teratur
dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kongkritisasi
fandasan yuridis pendidikan Pancasila dapat dijelaskan berikut
ini:

a. Pembukaan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea ke-4
Pembukaan UUD 1945. Konsekuensinya maka Pancasila
merupakan pokok kaidah vang fundamental; peraturan
hikum tertinggi; merupakan rangka, suasana, dasar, dan
tujuan pendidikan



b, lindang-undang Dasar 1945
Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa (1) Tiap-tiap

warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional yang diatur dengan Undang-undang, Ketentuan
tersebut merupakan realisasi dari salah satu tojuan negara
yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945. Penyelenggaraan
pendidikan Pancasila merupakan usaha dari pemerintah
Indonesia, agar setiap warga negara dapat mengembangkan
kecerdasan yang tinggi disetai budi pekerti yang. luhur
sehingga mampu dan siap menjadi manusia pembangunan
yang berjiwa Pancasila. _

¢. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisitem
Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian din, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 1999 (tentang Pendidikan
Tinggi)
Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Penyelenggaraan
kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat{1) berpedoman pada: tujuan pendidikan nasional;
kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan; kepentingan
masyarakat; serta memperhatikan minat, kemampuan dan
prakarsa pribadi. Lebih lanjut, dari PP ini dijabarkan dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta
Direktorat yang terkait.

Memperhatikan berbagai uraian di atas, jelaslah bahwa secara
yuridis formal terdapat kewajiban yang mengikat yang bersifat
imperatif untuk mempelajari Pancasila, Sebab Pancasila telah
menjadi kesepakatan atau konsensus nasional yang didudukkan
sebagai asas kerohanian atau dasar filsafat negara Indonesia.
Dilaksanakannya pendidikan Pancasila merupakan pelaksanaan

amanat Pokok-pokok Pikiran keempat pembukaan yang intinya
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk
memelibara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang
teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Seperti diketahui bahwa Pancasila tidak lain adalah asas-asas
moral atau budi pekerti rakyat yang dijadikan pandangan hidup
dan kemudian dimurnikan dan dipadatkan menjadi Dasar Negara
Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Sebagai warga negara,
kita wajib tunduk kepada hukum yang mengikat kita termasuk
mempelajari Pancasila yang merupakan Dasar Filsafat Negara.

‘l'entunya ada keharusan untuk mengakuualisasikan dalam sikap

dan perbuatan yang nyata dalam hidup sebagai bangsa yang
bernegara. Pendidikan Pancasila adalah upaya membekali peserta
diclik untuk dapat mengaktualisasikan Pancasila Dasar Filsafat
Negara dalam sikap dan perbuatannya.

1.1.4 Landasan Filosoh

Secara intrinsik nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat
filosofis dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan
hidup (filsafat hidup) bangsa Indonesia. Nilai-nilai {tata nilai) itu
tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai
segi/bidang kehidupan suatu masyarakat/bangsa dalam hal ini
bangsa Indonesia.

Tata nilai suatu bangsa dipengaruhi oleh potensi, kondisi
bangsa, kondisi alam, dan cita-cita manusianya. Oleh karena 1tu,
lebih lanjut ajaran filsafat itu sedemikian kuat mempengaruhi
alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika,
logika dan sebagainya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diakui bahwa
nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup (flsafat hidup)
yang berkembang dalam sosio-budaya Indonesia. Nilai Pancasila
dianggap nilai dasar dan puncak budaya bangsa sebagai hasil
perenungan/pemikiran yang sangat mendalam. Oleh karenanya
nilai tersebut diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.
Sedemikianmendasarnyanilaiitudalam menjiwaidan memberikan
watak (kepribadian, identitas) bangsa sehingga pengakuan atas
kedudukan Pancasila sebagai filsafat adalah wajar.




Pemikiran berikutnya adalah bagaimana membudayakan,
melestarikan hasil puncak perenungan dan pemikiran mendalam
itu agar lestari di bumi Indonesia. Sementara it, kondisi
alam, kondisi bangsa terus berubah dan berkembang. Jawaban
filosofisnya adalah perlu ada pemikiran/kajian yang terus menerus
terhadap puncak budaya itu, khususnya melalui pendidikan
Pancasila. Konsekuensinya, pendidikan Pancasila secara filosofis
sangatlah logis dan sirategis sebagai landasan untuk mengkaji,
mengembangkan, melaksanakan dan mengamankan Pancasila.
Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak
akan lebih memungkinkan dan memiliki peluang unwk dapat
dikongkritkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia.

1.2 TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

1.2.1 Tujuan Nasional Bangsa Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia berarti
mengumumkan kepada dunia dan bangsa Indonesia bahwa
bangsa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan
berdaulat. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak berarti bahwa
bangsa Indonesia tidak memiliki tujuan, bahkan sebaliknya
dengan kemerdekaan bangsa Indonesia ingin melaksanakan
tujuan nasional yang diemban oleh kemerdekaan itu.

Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas
dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional
tersebut adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan
umum (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (4) melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

1.2.2 Tujuan Pendidikan Nasional

Untuk merealisasikan tujuan nasional, tujuan tersebut perlu
dijabarkan ke dalam berbagai bidang pembangunan termasuk
dalam bidang pendidikan. Penjabaran tujuan nasional khususnya
dalam bidang pendidikan nasional tertuang pada Undang-
undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(SISDIKNAS). Dalam Bab 11 tentang dasar, fungsi dan tujuan
ditentukan sebagai berikut:

Pasal 2:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945

Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan
kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

1.2.3 Tujuan Pendidikan Pancasila

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari
suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara. Tujuannya
adalah menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi
penerusnya selaku warga masyarakat bangsa dan negara, agar
berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna
(berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik)
serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa
berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,
bangsa, negara dan hubungan internasionalnya, Pendidikan tinggi
lidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang
digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan
paradoksal dan ketakterdugaan.

Komampuan-werga ncgara agamemtiiit Fildup yang berguna
dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan,
perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan
nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai
dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai
keyakinan serta pegangan hidup warga negara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa,
sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan
bangsa perlu diberikan pengetahuan tentang Pancasila kepada
para mahasiswa calon ilmuwan warga negara Republik Indonesia
yang akan mengkaji dan menguasai iptek dan seni, menjadi tujuan
utama pendidikan Pancasila. Kualitas warga negaraakanditentukan
terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan IPTEKS
vang dipelajarinya.

Pendidikan lptek dan Seni di Perguruan Tinggi Indonesia
dirancang dalam kurikulum svatu bidang studi yang memuat
dasar-dasar keilmuan dan ketrampilan, mata kuliah keahlian
dan perilaku berkarya, sesuai denga disiplin ilmu yang diasuh.
Isi kurikulum seperti itu perlu dibekali dengan dasar-dasar sikap,
perilaku dan kepribadian peserta didik untuk menyempurnakan
pengetahuan, ketrampilan serta efek turutan dari iptek dan seni
yang didapatnya.

Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan
dengan pemupukan nilai-nilai, sikap, dan kepribadian seperti
tersebut di atas, diandalkan pada Pendidikan Pancasila, Pendidikan
Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan bahasa
yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
(MKPK) dalam komponen kurikulum Perguruan Tinggi.

Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang
bersendikan nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara
Republik Indonesia yang menguasai iptek dan seni tersebut
merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Pancasila.
Kualitas warga negara tergantung terutama kepada keyakinan dan
pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara di samping pada tingkat serta mutu penguasaannya
tentang iptek dan seni. Pancasila sebagai dasar negara dan
pegangan hidup warga negara harus benar-benar dapat dirasakan

bahwa Pancasila adalah yang paling sesuai dengan kehidupan
kesehariaannya.

Pendidikan Pancasila sebagaisalahsatu komponen matakuliah
Pengembangan kepribadian (MPK) memegang peranan penting

-dalam membentuk kepribadian mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Setelah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi, diharapkan pada

mathusiswa tidak sekedar berkembang daya intelektualitasnya
pamun juga sikap dan perilakunya.

Sikap dan perilaku tersebut diharapkan m?njadi dae';a.r
keilmuan yang dimiliki agar bermanfaat bagi dirinya sepdlrf,
kelsarga dan masyarakat. Pendidikan Pacasila di Perguruan Tinggi,
wecara khusus bertujuan sebagai berikut:
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masalah dasar khidupan bermasyarakat, berbangsa' fjan
bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran
yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ‘
¢, Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai

dan norma Pancasila (Dirjen Dikti, 1995:3)

Tujuan sebagaimana disebutkan di atas secara te_oritis dapat
dikclompokkan menjadi tujuan jangka pendek (bu_t]r a‘dan b)
dan tujuan jangka panjang (butir c). Endang Daroent Asdi (1985
6) menyatakan bahwa mempelajari sesuatu. tentu fnempunyal
tujuan, demikian halnya dengan mempelaian. Panc_asﬂa. Ada dua
tujuan dalam mempelajari Pancasila, yaitu tujuan }aqgka pendek
dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya tentang 11:1}u_an ]ang'ka
pendek dan tujuan jangka panjang dalam mempelajari Pancasila
rersebut dijelaskan sebagi berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek

Manusia selalu mempunyai keinginan untuk tal?u ‘dan
keinginaninimempakansifatmanusiayangkodrati._Kc?m'glnan
inilah yang mendorong manusia untuk mempelajari dan
meneliti sesuatu, sehingga mendapatkan kebenar:fn. Dengan
mengetahui yang benar, maka ia dapat merf'npe:'rpmbangke.u?
apakah sesuatu itu berguna atau tidak bagi dlr_lnya sendiri
ataupun untuk orang lain. Mempelajari Pancasila pertama-
tama bertujuan untuk mengetahui Pancasila secara benar.
Hal ini dapat dicapai dengan mempelajar Panc?ml.a secara
ilmiah, sebab pengetahuan ilmiah mempunyal tingkatan
yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengetahuan
biasa. Pengetahuan ilmiah memberikan pengetahuan yang



obyekitif, sistematis dan rasional serta terlepas dari pendapat
pribadi. Kecuali mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila
secara ilmiah, dengan mempelajari Pancasila diharapkan
juga mempunyai kesadaran tentang dasar filsafat negara yang
menuju kepada kesadaran bernegara. Kesadaran bernegara
dapat menumbuhkan pengertian tentang hak wajib sebagai
warga negara.
b. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka pendek yang tersebut di atas, yaitu unwuk
mendapatkan pengertian ilmiah tentang Pancasila serta dapat
mengetahui kebenaran Pancasila menumbuhkan adanya
kesadaran bernegara. Bagi tujuan jangka panjang sangat
berguna sekali, sebab dengan apa yang telah dimiliki dan
disadari akan kebenaran dan kegunaannya, maka seocrang
akan mengerjakan suatu perbuatan yang sesuai dengan
Pancasila. Mengamalkan Pancasila karena sudah menghayati,
akan merupakan suatu perintah yang datang dari dirinya
sendiri, dan merupakan suatu Imperativ Kategorisch, Kemudian
penghayatan dan pengamalan Pancasila akanmenjadi suatu
kebiasaan karena tanpa ada paksaan. Apabila seseorang sudah
insaf akan manfaat, guna sesuatu, karena benar dan baik maka
dengan sendirinya orang tersebut akan mempertahankannya.
Jadi apabila seseorang sudah tahu guna/manfaat, kebaikan dan
kebenaran Pancasila, maka tentu ia akan mempertahankannya.
Dapat dikatakan bahwa tujuan jangka pendek menunjang
tujuan jangka panjang yang secara umum dapat diambil
kesimpulan bahwa dengan mempelajari Pancasila dapat
diharapkan keinsyafan untuk menghayati, mengamalkan dan
kemudian mempertahankan Pancasila. Ini karena Pancasila
diakui kebenaran dan kebaikan nilainya.

Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang
telah berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai
dasar negara yang mengatur hidup ketatatnegaraan. Pancasila
selalu dituangkan dalam Undang-undang Dasar yang pernah
dimiliki oleh bangsa Indonesia baik dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945, Pembukaan Mukadimah Konstitusi Republik
Indonesia Serikat dan dalam Mukadimah Undang-tindang Dasar

Sementara Republik [ndonesia tahun 1950 walaupun dalam
rumusan yang berbeda-beda.

Menurut Notonagoro bangsa Indonesia ber Pancasila dalam
tri-prakara, yaitu:
a. Pancasila Negara ( Sejak 18 Agustus 1945 )
b. Pancasila adat kebudayaan
¢. Pancasila religius

Dengan demikian setelah dipelajari dengan seksama,
Pancasila pada akhirnya harus benar-benar dilaksanakan secara
nyata. Pelaksanaan secara nyata dari Pancasila itu dapat dibedakan
sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pancasila secara Subyektif

Yaitu pelaksanaan Pancasila dalam pribadi perseorangan baik
sebagai warga negara (masyarakat), para penguasa negara
maupun pemimpin rakyat. Pancasila sebagai dasar filsafat
negara mengandung nilai intrinsik yaitu nilai kebenaran dan
kebaikan serta keindahan. Oleh karena itu Pancasila itu harus
diyakini dan harus merupakan pedoman dan jalan hidup bagi
bangsa dan negara. Di dalam pelaksanaan Pancasila secara
subyektif ini, pengertian Pancasila sudah menjadi kongkrit
singulir, sehingga menjadi sangat komgkrit dan sangat
lengkap tetapi ruang lingkup berlakunya hanya terbatas pada
subyek yang bersangkutan. Berhubung dengan itu maka
sering terjadi kesalahpahaman, hal ini sering disebabkan
karena kurang difahaminya pengertian-pengertian Pancasila
secara kefilsafatan yang mengandung pengertian umum yang
abstrak universal yang setelah ditransformasikan menjadi
pengertian yang singular. Agar dapat melaksanakan Pancasila
dalam kehidupan kita sehari-hari maka selain harus memiliki
suatu pengertian mengenai Pancasila sebagai suatu pegangan
juga harus memiliki suatu sikap mental, pola berpikir dan
tingkah laku maupun amal perbuatan yang dijiwai oleh
sila-sila Pancasila, secara bulat dan utub, bersumber kepada
Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945
serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada.
Pelaksanaan Pancasila secara subyektif itu akan berhasil
jika dilakukan secara sistematik dan konsisten dalam usaha



untuk membudayakan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila
secara subyektif ini meliputi segala bidang kehidupan antara
lain bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan,
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga
dilaksanakan dalam lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga
dan hidup kemasyarakatan.

b. Pelaksanaan Pancasila secara Obyektif

* Yaitu pelaksanaan Pancasila dalam lapangan kehidupan
bernegara dan penyelenggaraan negara yang meliputi seluruh
sifat dan keadaan negara. Di dalam pasal 27 ayat (1) UUD
1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”. Dengan UUD 1945 itu dan Pancasila
sebagai sumber hukum negara Republik Indonesia maka
melaksanakan Pancasila merupakan suatu ketaatan hukum
bagi semua subjek yang bersangkutan dengan negara Republik
Indonesia dalam lingkungan kenegaraan dan hukum. Selain
ketzatan hukum di dalam melaksanakan Pancasila juga harus
ada ketaatan religius yang tersimpul dalam Pasal 29 UUD
1945 yaitu bahwa: "Negara berdasar atas KeTuhanan Yang
Maha Esa” juga ketaatan etis atau susila yang tercermin dalam

- sila kedua Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab,
dan ketaatan kodrat yang tersimpul dalam Pembukaan UUD
1945. Jadi seluruh hidup kenegaraan dan hukum di Indonesia
harus didasarkan atau ditujukan dan diliputi oleh Pancasila,
yaitu seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,
Pengertian di dalam pelaksanaan yang obyektif merupakan
pengertian yangumumkolektif. Pengertianyangumumkolektif
ini di dalam logika disebut sebagai pengertian yang partikulir,
yaitu suatu pengertian yang ruang lingkupnya dibatasi oleh
partikularitas, misalnya bidang hukum saja. Pancasila dalam
pengertian yang umum kolektif dan pelaksanaan Pancasila
secara obyektif dapat dijabarkan dan diperinci dalam
bentuk Peraturan perundangan Republik Indonesia, yaitu:
Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. (Pasal

7 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan).

Pelaksanaan Pancasila itu akan terwujud dengan baik apabila
setiap warga negara itu telah mencapai suatu suasana batin yang
mampu menumbuhkan sikap mental untuk melaksanakan
Pancasila yang harus dirasakan sebagai suatu kewajiban moral etis
yang timbul dari hati nurani, jadi tidak dengan paksaan.

1.3 KOMPETENS) YANG DIHARAPKAN DARI PENDIDIKAN
PANCASILA

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas,
penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki seseorang sebagai
syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas
dalam bidang pekerjaan tertentu.Kompetensi lulusan Pendidikan
Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung
jawab warga negara dalam memecahkan berbagai masalah hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan
pemikiran yang berlandaskan falsafah bangsa. Sifat cerdas yang
dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan
bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan
sebagaj kebenaran tindakan yang ditilik dari iptek, etika maupun -
kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan Pancasila yang berhasil, akan membuahkan sikap
mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik
dengan perilaku yang:

a. &MMM&a

an g

vlagpentingan

Melalul pendldlkan Pancasila, warga negara Republik
Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa dan
menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat
bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-
cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan



LILID 1945. Pada saatnya dapat menghayati Filsafat dan Ideologi
Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara
Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya.

Diharapkan melalui Pendidikan Pancasila peserta didik
akan memanusiakan manusia Indonesia terlebih dahulu,
sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya.
Di dambakan bahwa warga negara Indonesia unggul dalam
penguasaan iptek dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya
dan apa}agi tercabut dari akar budaya bangsa.

1.5; CONTOH-CONOTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUS] ATAU
Tes

1. Jelaskan dan berikan argument, apa urgensi mempelajari
Pancasila bagi mahasiswa?

2. Sebutkan dan jelaskan landasan pendidikan Pancasila !

3. Sebutkan dan jelaskan tujuan pendidikan Pancasila bagi
mahasiswal

4. Sikap seperti apakah yang harus dikembangkan setelah
mempelajari Pancasila?[)

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA INDONESIA "

Setelah mempelajari muatan bab ini, mahasiswa diharapkan
mampu memahami dan menjelaskan secara berturut-turut, yaitu:

i. Unsur-unsur pembentuk nilai-nilai Pancasila pada zaman
pengaruh kebudayaan aslifawal, zaman pengaruh kebudayaan
Hindu dan Budha, zaman Pengaruh budaya Islam, zaman
pengaruh budaya Barat / kolonialisme, zaman pencarian
bentuk Kebudayaan Nasional Indonesia

2. Melakukan telaah kritis terhadap pengaruh paham
Individualisme, Maxisme, Islamisme dan Nasionalisme.

3. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, menjelang
Pembentukan BPUPKI, Masa Sidang-Sidang BPUPKI, Masa
Proklamasi dan Sidang PPKI

4. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
meredeka.

5. Dinamika Pelaksanaan Pancasila sebagai Dasar Negara pada
Awal Proklamasi, Masa Orde Lama, masa Orde Baru dan Masa
Reformasi.

2.4 PERKEMBANGAN UNSUR-UNSUR PEMBENTUK NILAI-NILAI
PANCASILA !

Dalam berbagai kesempatan sering terdengar bahwa nilai-
niai Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri atau dari budaya
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antar bangsa. Orang dari daerah bahkan negeri lain dapat diterima
menjadi raja, misalnya pada kisah Ajisaka.

Pengaruh Hindu menyebabkan timbulnya ikatan masyarakat
baruyaitu kerajaan. Ikatan warga mesayarakat diperluas sedangkan
ikatan dengan tanah diperkuat. Batas wilayah kerajaan lebih nyata
daripada batas wilayah kesukuan pada masa sebelumnya. Sikap
mempertahankan daerah sendiri yang disebut dengan tanah air
senng diperlihatkan dalam peperangan.

Meskipun kedudukan orang yang satu dibatasi oleh aturan
sosial tertentu yaitu Kasta, akan tetapi musyawarah masih
dijalankan. Raja memiliki dewan penasihat, sementara di
kalangan masyarakat yang jauh dari istana, kebiasaan lama dalam
masyatakat komunal masih hidup. Namun demikian pengaruh
Hindu tidak tersebar rata di Indonesia.

Meskiberkembang sikap mengabdi kepada raja, yang dianggap
dewa atau keturunannya, kesejahteraan umum nampak tetap
mendapat perhatian, bahkan juga dari para raja. Ini nampak dari
kegiatan pembangunan bendungan, tanggul, pembebasan desa
tertentu dari pajak karena memberi jasa penyeberangan di sungai
terteritu. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang menjadi
embrio Pancasila tetap bertahan.

KeberadaanorangIndonesiabersamna orangdari luarkhususnya
Cina, penganut agama Hindu dan Budha memperlihatkan sikap
persaudaran mereka. Begitu juga yang terjadi di daerah yang
berdekatan atau malah dalam satu daerah (negara). Mereka
memperlihatkan adanya toleransi antar penduduk. Ini terlihat
dari letak bangunan Hindu dan Budha yang berdekatan, juga
terlihat arah sintkretisme antara kedua agama tersebut seperti yang
tergambar dalam relief candi Borobudur dan Mendut, perkawinan
raja dengan putri beragama lain, pemberian gelar raja Kertagama
sebagai Batara Syiwa-Budha. Yang mungkin menandai puncak
sinkretisme adalah gambaran Tantular dalam Sutasoma (+1360)
yang menyatakan bahwa zaman Majapahit hiduplah suasana
Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa (meskipun berbeda
tetapi tetap satu tiada perpecahan dalam agama).

2.1.3 Unsur Nilai Pancasila Pada Zaman Pengaruh Budayl'_
Islam

Pengaruh 1slam di Indonesia nampak nyata pada ahir abad
X1l seperti tertulis pada nisan Sultan Malik Al Saleh dari Pasai.
Akan tetapi pengenalan agama Islam ke Indonesia sudah lebih
awal (abad ke-6). Meskipun demikian perkembangan lslam di
Indonesia baru menjadi luas setelah runtuhnya Majapahit pada
abad XV,

Pengaruh pertama dari penyebaran Islam di Indonesia adalah
berkembangnya agama baru, yang mengubah pemujaan dewa
menjadi pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (ajaran tauhid).
Agama Islam memang telah menyebar ke seluruh Indonesia dan
orang yang dulu beragama Hindu atau Budha telah menjadi
[slam. Namun sebagian penganut Hindu atau Budha masih ada
yang bertahan. Mereka mengundurkan diri ke daerah masyarakat
Tengger di Jawa Timur atav pindah ke daerah lain seperti Bali.

Meski agama Islam telah tersebar, tetapi taraf keislaman orang
berbeda-beda. H.M.S. Mintaredja pernah mengemukakan bahwa
sampai masa Orde Baru dari jumlah orang Indonesiayang mangaku
beragama Islam hanya 20% saja yang taat. Muhammadiyah
menyebutkan 25% pada tahun 1985.

Orang Indonesia yang telah beragama Islam sanggup bekerja
sama dengan orang yang menganut agama lain. Sejauh yang
menganutagama tidak ada halangan untuk bekerjasama khususnya
dalam perdagangan antar bangsa. Misalnya VOC dengan Sultan
Haji dari Banten, VOC dengan Sultan Mataram. Dalam urusan
pemberangkatan haji oleh VOC dan EIC.

Kecintaan terhadap kelompok sosial dan daerah (negara) terus
berkembang. Pada masa perkembangan agama Islam muncul
juga kekuatan dari Barat yang sering mengancam kebebasan maka
semangat cinta kelompok dan daerah bertambah dengan semangat
mempertahankan kebebasan.

Pengaruh Islam terhadap sifat kerakyatan, disatu pihak Islam
mengangkat derajat orang bawahan dengan ajaran Ukhuwah
fslamiyah. Di sisi lain terdapat berkembangnya kerajaan feodal
yang rajanya berkuasa secara absolut seperti yang terjadi pada
kerajaan Islam di Jawa.
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Islam memang mengajarkan perbuatan amal (kebaikan) dan
zakat fitrah {pemberian yang diwajibkan). Akan tetapi politik raja-
raja Islam sering menjauhkan rakyat dari kemungkinan beramal
dan berzakat, karena banyak peperangan yang dilakukan, sering
dijumpai desa yang dihuni keluarga miskin, tanah pertanian yang
terlantar karena ditinggal ikut perang.

2.1.4 Unsur Nilai Pancasila pada Zaman Pengaruh Budaya
Barat / Kolonialisme

Orang Barat mulai memasuki Indonesia pada abad XVI meski
pada abad sebelumnya sudah ada yang datang ke Indonesia,
seperti Marcopolo. Abad XV dan XVI memang dikenal sebagai
abad penjajahan karena orang Barat dengan keberanian dan
kecerdikannya menjelajah berbagai samudra untuk menemukan
negeri baru.

Penjajahan ini dilatarbelakangi berbagai faktor seperti
perdagangan, penyebaran agama maupun sekedar petualangan.
Nafsu menjajah merupakan efek sampingan dari penjajahan itu.

Sikap bersahabat selalu diperlihatkan oleh orang Indonesia
dalam menghadapi kedatangan orang asing. Namun, karena
kemudian mereka melakukan tindakan untuk menguasai negara,
maka sikap bersahabat berubah menjadi memusuhi. Terbukti
dengan adanya peperangan sejak abad XVI sampai awal abad XX.

Meskipun demikian bukan berarti kedatangan orang Barat
hanya membawa kesulitan bagi bangsa Indonesia, orang Barat
kemudian juga menjadi perantara berkembangan agama Kristen
(Katolik dan Protestan) yang sebenarnya agama itu lahir di dunia
timur. Dari segi budaya berkembangnya agama Kristen dianggap
memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia.

Di lain pihak orang Barat juga memperkenalkan unsur budaya
yang lebih konkret misalnya macam pakaian, cara bertani, alat
transportasi modern atau teknologi pada umumnya. Secara abstrak
terdapat betbagai ide kenegaraan dan kemasyarakatan. Tak kalah
pentingnya adalah pengenalan pendidikan Barat yang dipandang
sebagai pendidikan modern.

Suka atau tidak, kesawan nasional yang ada sekarang ini
dirintis dari kesatuan kolonial. Situasi dan kondisi penjajahan
memberi peluang juga bagi integrasi nasional yang secara bertahap

dan pasti memberi jalan bagi pembentukan bangsa Indonesia
dalam pengertian politik seperti sekarang.

Pembentukan bangsa Indonesia memang melewati tahap
perjuangan, mereka sadar bahwa perubahan status dari orang
jijahan menjadi merdeka hanya dapat dicapai dengan bangsa
yang satu. Hanya dengan perjuanganlah nasib ekonomi rakyat
dapat diperbaiki. Menuju pembentukan masyarakat baru yang
adil dan makmur,

Pergerakan kebangsaan bukan saja bertujuan merebut
kemerdekaan tetapi bertujuan juga untuk menciptakan suasana
kehidupan baru yang demokratis seperti di negara Eropa. Sema’ngat
keprivayian dan feodalisme merupakan hal yangditolak. Meskipun
pemerintah jajahan berusaha menindas pergerakan kebangs:aanf
namun pergerakan itu tetap tumbuh dan sanggup mempersenjatat
diri dengan berbagai ide (pemikiran) yang berasal dari Barat
seperti halnya kesamaan dan kebebasan, demokrasi, nasionalisme
Jan sosialisme dalam konsep yang modern.

2.1.5 Unsur Nilai Pancasila pada Zaman Pencarian Bentuk
Kebudayaan Nasional Indonesia (Pemgaruh Paham
Maxisme, Islamisme dan Nasionalisme}

Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo
yang mempelopori berdirinya organisasi lain seperti:

a. Yang bercorak Nasionalis: Indische Partij (1912), Ind?sche
Vereeniging (1908) yang kemudian menjadi Indonesische
Vereeniging (1922) dan Perhimpunan indonesia (192'5).
PNI {1927), Partindo dan PNI baru (1931} yang kernudiaq
berfusi dengan BU menjadi Parindra (1935). Semua partai
ini menghendaki negara kebangsaan yang bercorak sekuler
(memisahkan agama dari urusan negara).

b. Vang bercorak Islam: Sarekat Dagang Islam (1911) yang
kemudian menjadi Sarekat Islam (1912} dan Partai Sarikat
Islam Indonesia (1930), Mohammadiyah (1912}, Partai Islam
indonesia (1931). Mereka menghendaki negara merdeka
berdasarkan Islam.

c. Yang bercorak Marxis: ISDV (1914) yang pada tahun }920
menjadi PKi atau 1SDP (Indische Sociaal Democratische




Partij, 1918), PK! menghendaki negara komunis, sementara

SDAP menghendaki negara sosialis yang demokratik.

Dari uraian di atas nampak bahwa pada zaman penjajahan
Belanda berkembang 3 (tiga) paham politik, yaitu Nasionalisme
murni, Islamisme dan Marxisme. Pada tahun 1923 muncul
satu partai lagi PPKD (Perkumpulan Politik Katolik Djawi atau
Perkumpulan Politik Katolik Indonesia). Asas Katolik memang
menjiwai perkumpulan ini tapi ia dapat digelongkan dalam
paham kebangsaan murni karena memang memperjuangkan
negara kebangsaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara
Indonesia memang bhinneka tetapi pengalaman sejarah telah
menjadikan tunggal dalam kebangsaan seperti yang dinyatakan
oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda tahun 1928,

Masing-masing pergerakan tersebut menemukan sifat
kebangsaan merekayangberkemanusiaan, sehinggaberbagaiunsur
kesukuan dan ras tidak menjadi faktor penghalang. Dan tujuan
yang hendak dicapai dapat ditemukan perjuangan mereka untuk
membentuk masyarakat yang sejahtera bagi seluruh anggotanya
untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, mereka
menginginkan bentuk yang demokratis, yang menyertakan rakyat
di dalam pemerintahan. Ini menunjukkan pandangan politik
vang modern. Dengan demikian jiwa keagamaan tidaklah lenyap,
sehingga sampai pada kesimpulan dirumuskan menjadi Ketuhanan
Yang Maha Esa. Dengan kata lain semangat modernisasi ini tidak
mengesampingkan kehidupan rohani,

2.2 PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI Dasar NEGARA

2.2.1 Suasana Menjelang Pembentukan BPUPKI

Padatanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour
(Hawaii) pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Lautan
Teduh. Peristiwa ini merupakan awal terjadinya perang Pasifik
atau Perang Asia Timur Raya. Belanda (termasuk jajahan Hindia
Belanda) vang bersekutu dengan Amerika Serikat, menyatakan
perang terhadap Jepang. Dalam waktu relatif singkat Jepang dapat
menguasai Indocina, Muangthai, Birma, Malaysia, Filiphina dan
Indonesia.

Dalam penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia, 1ernyaia
Belanda tidak ada kemampuan sama sekali untuk menghadapi
“Bala Tentara Dainippon”. Kota demi kota jatuh ke tangan Jepang
antara lain: Tarakan, jatuh pada tanggal 11 Januari 1942; Manado,
jatuh pada tanggal 17 Januari 1942; Balikpapan, jatuh pada tanggal
22 Januari 1942; Pontianak, jatuh pada tanggal 1 Februari 1942;
Palembang, jatuh pada tanggal 14 Januari 1942; Bali, jatuh pada
tanggal 26 Februari 1942

Pada tanggal 23 Februari 1942 bala tentara Jepang mendarat
di Pulau Jawa pada tiga tempat: Banten, Indramayu dan Rembang.
Pada tanggal 9 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten, panglima tertinggi
Angkatan Darat Sekutu di Jawa bersama Gubernur Jenderal Hindia
Belanda Mr. AW.L. Tjarda Starkenborgh Stachouwer menyerah
kepada tentara Jepang di bawah pimpinan Imamura, panglima
tentara Jepang di Kalijati, Bandung. Sejak saat itu Hindia Belanda
(Indonesia) secara resmi sepenuhnya berada di bawah kekuasaan
tentara Jepang dan sejak saat itu habislah riwayat penjajahan
Belanda di tanah air kita yang hampir setengah abad itu.

Dalam melaksanakan penjajahannyadi Indonesia, Pemerintah
Militer Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3, yaitu:

a. Pulau Jawa dan Madura, dengan pusatnya di Batavia (Jakarta)
di bawah kekuasaan Angkatan Darat (Rikungun)

b. Pulau Sumatera, dengan pusat di Bukit Tinggi yang kemudian
digabungkan dengan Singapura, dibawah kekuasaan Angkatan
Darat (Rikugun})

¢ Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian
dengan pusat Makasar di bawah kekuasaan Angkatan Laut
(Kaigun).

Ketiga wilayah tersebut di atas semuanya berada langsung di-
bawah garis komando Panglima Besar untuk Asia Tenggara yang
berpusat di Saigon.

Bagi rakyat Indonesia sebenarnya kedatangan Jepang dan
jatuhnya Hindia Belanda merupakan satu kesempatan yang
baik untuk meningkatkan perjuangannya mencapai Indonesia
merdeka. Namun ternyata harapan tinggal harapan belaka.
Kegembiraan berubah menjadi kekecewaan. Berbagai macam
larangan digariskan oleh Jepang, termasuk larangan menyanyikan




~ lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan mengibarkan bendera Sang
Saka Merah Putih.

Nampaknya memang penderitaan bangsa Indonesia silih
berganti. Kepergian penjajah berkulit bule berganti dengan
datangnya orang-orang Jepang yang tidak kalah bengisnya.
NDengan licik mereka membawa propaganda semboyan dengan
semangat "Tiga A” yang berbunyi: “Nippon cahaya Asia”,
"Nippon pelindung Asia”, dan "Nippon pemimpin Asia”. Dimana
propagandis Jepang Hirosyi Syimizu turut aktif menyebarluaskan
slogan tersebut. Di samping praktek-praktek kekuasaan fasis
Jepang lainnya yang menindas rakyat. Namun demikian suasana
tersebut tidak berlangsung lama karena jalannya peperangan
tidak lagi menguntungkan Jepang. Hampir dis emua front Sekutu

dapat mendesak Jepang. Menyadari kedudukan mereka terdesak,

Jepang mengubah siasat dan merangkul rakyat Indonesia dengan
menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari.

Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang
Jenderal Kuniaki Koiso (Pengganti Perdana MenteriTojo} atasnama
pemerintah Jepang mengeluarkan janji “kemerdekaan Indonesia di
kemudian hari” di dalam sidang Teikuku Gikoi (Parlemen Jepang).
Menumut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada
Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945, Untuk melaksanakan
janji politik tersebut pada tanggal 29 April 1945 pemerintah
militer Jepang di Jawa telah membentuk sebuah badan yang diberi
nama Dokuritzu Zyumbi Troosakas, atau dalam Bahasa Indonesia:
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan [ndonesia
(BPUPKI). Dari kesyahannya, menurut Ilmu Hukum Tata Negara
tidak perlu dipersoalkan. Mulai hari itu bendera Sang Saka Merah
Putih boleh dikibarkan di samping bendera Jepang {(Hinomaru)
di depan gedung Pejambon I (sekarang gedung Pancasila).

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI dilantik oleh
GUNSEIKAN (kepala pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa)
dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Dr, KRT. Radjiman Wedyodiningrat
Ketua Muda : Ichibangase (anggota luar biasa, bangsa Jepang)
Ketua Muda : R.P. Soeroso {merangkap Kepala Tata Usaha)

: NEReLa

. sejumlah 60 orang tidak termasuk Ketua dan

Ketua Muda _
Nama para anggota itu menurut nomer tempat duduknya

iadalah sebagai berikut:

Ir. Sukarno

Mr. Muhammad Yamin

Dr. R. Kusumah Atmadja

R. Abdulrahim Pratalykrama
R. Aris

K.H. Dewantara

K. Bagus Hadikusumo
B.P.H. Bintoro

A X Muzakkir

. B.PH. Purbojo
. RAA. Wiranatakusuma

Ir. R. Ashar Sutedjo Munandar

. Oeij Tjang Tjoel

Drs. Moh. Yamin

. Oei Tiong Hauw

. H. Agus Salim

. M. Sutardjo Kartohadikusumo

. RM. Margono Djojohadikusumo
. K.H. Abdul Halim

. K.H. Masykur

. R. Sudirman

. Prof. Dr. P. A. Djajadiningrat

. Prof. Dr. Soepomo

. Prof. Dr. Rooseno

. Mr, R. Pandji Singgih

. Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso

. RM.T.A. Surjo

. R. Ruslan Wongsokusumo

. Mr. R. Susanto Tirtoprodjo

. Ny. R.$.S. Sunarjo Mangunpuspito
. Dr. R. Buntaran Martoadmodjo

. Liem Koen Hian

. Mr. |. Latuharhary

. Mr. R. Hindromartono




3%. R. Sukardjo Wirjopranoto

36. Haji Ah. Sanusi

37. A M. Dasaat

38. Mr. Tan Eng Hoa

39. Ir. R,M.P. Surachman Tjokroadisurio
40. RA.A. Sumitro Kolopaking Purbonegoro
41. KR M.T.H. Wuryadiningrat

42, Mr. A, Subardjo

43. Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakusuma
44. Abikusni Tjokrosujoso

45. Parada Harahap

46. Mr. R M. Sartono

47. K.H.M. Mansoer

48, Drs. K.R.M.A. Surodiningrat

49, Mr. R. Suwandi

50. K.H.A. Wachid Hasyim

51. P.E Dahler

52. Dr. Sukiman

53. Mr. KR M.T. Wongsonegoro

54. R. Otto Iskandar Dinata

55. A. Baswedan

56. Abdul Kadir

57. Dr. Samsi

58. Mr. A A Maramis

59. Mr. R. Samsudin

60. Mr. R. Sastromuljono

Di sampinganggota-anggota BPUIPKI yang jumlahnya 60 orang
(semuanya orang Indonesia}, terdapat juga 7 orang Jepang sebagai
anggota di samping seorang wakil ketua yaitu Ichibangase.

Sekalipun belum menemukan kepastiannya dalam tulisan-
tulisan resmi, namun ada pendapat bahwa kehadiran orang-
orang Jepang sebagai amnggota Badan Penyelidik merupakan
salah satu alasan mengapa rumusan mengenai presiden dalam
UUD 1945 pasal 6-nya berbunyi: Presiden ialah orang Indonesia
asli. Pembentukan BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hai-
hal yang penting tentang dan sekitar kemerdekaan Indonesia
serta menyusun pelbagai rencana yang berhubungan dengan
kemerdekaan tersebut.

Badan ini kemudian akan mempersiapkan serta memberikan
sepala sesmatu sebagai bahan untuk diperbincangkan dalam
badan yang akan dibentuk, yaitu Dokuritsu Zyumbi linkai atau
Panitia Persiapan Kemerdekaan sebagai badan yang secara hukum
herkompeten atau berwenang mengambil keputusan-keputusan
ientang bahan-bahan yang berhubungan dengan kemerdekaan
Indonesia.

2.2.2 Masa Sidang BPUPKI
Sebagaimana telah diuraikan di depan bahwa BPUPKI
merupakan badan yang mempersiapkan hal-hal yang berkenaan
dengan kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari. Antara lain
tentang Rancangan Dasar Negara dan Rancangan Undang-undang
Iasar Negara. Setelah dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 Badan
Penyelidik mengadakan 2 kali sidang, yaitu:
I. Sidang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan
tanggal 1 Juni 1945
2. Sidang kedua, pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17
Juli 1945
Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin adalah
orang pertama yang berbicara dan mengajukan usul tentang asas
dan dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu:
I. Peri kebangsaan
11. Peri kemanusiaan
INT. Peri KeTuhanan
V. Peri Kerakyatan
V. Kesejahteraan Rakyat
Kelima asas tersebut di atas oleh Mr. Muh. Yamin belumn diberi
nama, namun demikian bahwa pokok-pokok pikiran Mr. Muh.
Yamin itu cukup jelas.
Pada hari ketiga Sidang BPUPKI yaitu tepatnya pada tanggal
31 Mei 1945 Prof. Mr. Soepomo mengemukakan lima dasar Negara
sebagai berikut:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan bathin




4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Apabila dikaji konsepsi lima dasar yang diajukan Prot.
Soepomo untuk Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945 telah memberikan tempat terhadap hal itu. Bahkan
dalam pidato awalnya Prof Soepomo juga menegaskan: ”..jika
kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan
keistimnéwaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara
kita harus berdasar atas pikiran-pikiran (Staats idee) negara
INTEGRALISTIK, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya,
yang mengatasi seluruh golongan dalam lapangan apapun.

Seterusnya Prof. Soepomo menggaris bawahi lebih jelas
lagi tentang pengertian NEGARA INTEGRALISTIK, di dalamnya
bangsa selalu teratur, persatuan rakyat tersusun, hingga tak akan
ada dualisme antara “Staat” dan "Individu.” Antara susunan staat
dan susunan hukum Individu, tiada dualisme antara “Staat und
staats freie Geseeschaft” tidak membutuhkan jaminan Grund-Und
Freiheitsrechte dari individu kontra Staat, oleh karena individu tidak
lain adalah bagian organik dari staat, yang mempunyai kedudukan
dan kewajiban tersendiri untuk menyelenggarakan kemuliaan
Staat. Sebaliknya Staat bukan badan kekuasaan atau raksasa politik
yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.
Demikian pokok-pokok pikiran Prof. Soepomo di dalam sidang
BPUPKI tanggal 31 Mei 1945.

‘langgal 1 Juni 1945 pada hari keempat sidang BPUPKI
tampillah [r. Sukarno mengemukakan pendapatnya tentang calon
rumusan dasar Negara Indonesia. Beliau mengusulkan 5 prinsip,
yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau Perikemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi

Kesejahteraan sosial

KeTuhanan Yang Maha Esa

e e N

Keistimewaan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu
adalah bahwa kecuali berisi pandangan atau usul mengenai Dasar

Negara Indonesia Merdeka, juga berisi usul mengenai nama dasar
negara, yakni Pancasila.

Dengan mempelajari rumusan-rumusan tentang Dasar Negara
Indonesia dari Mr. Muh Yamin, Prof Scepomo dan Ir. Sukarno,
kiranya sejarah telah membuktikan bahwa ketiganya mempunyai
andil besar dalam menggali Pancasila Dasar Negara.

Dengan selesainya rapat tanggal 1 Juni 1945, maka selesailah
scluruh masa sidang pertama BPUPKIL Selanjutnya untuk
nenampung perumusan-perumusan yang bersifat perseorangan
atau individual, dibentuklah sebuah panitia kecil yang disebut
"Panitia Sembilan” karena anggotanya terdiri dari 9 orang. Anggota
tersebut adalah sebagai berikut:

t. Ir. Sukarno, ketua merangkap anggota
2. Drs. Moh. Hatta, anggota
i. Mr. A A Maramis, anggota
4. KH. wachid Hasyim, anggota
5 AK. Mudzakkir, anggota
b. Abikusno Tjokrosujoso, anggota
H. Agus Salim, anggota

. Mr. Ahmad Subardjo, anggota
9. Mr. Muh, Yamin, anggota

Panitia sembilan dibentuk karena kebutuhan untuk mencari
modus antara apa yang disebut “Golongan Islam” dengan apa
yang disebut "Golongan Kebangsaan” mengenai soal agama dan
negara, Panitia berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk
suaiu Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Inilah yang dikenal
dengan nama yang diberikan oleh Muh, Yamin, yaitu Piagam
Jakarta.

Hasil karya “panitia sembilan” yang disebut Piagam }akarta
(22 Juni 1945) di dalamnya terdapat perumusan Pancasila yang

L berbunyi:
E 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari‘at Islam bagi

pemeluk-pemeluknya

} 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
¢ 3. Persatuan Indonesia

;



4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tanggal 14 Tuli 1945 dalam masa sidangnya yang kedua,
BPUPKI secara bulat menerima hasil karya Panitia Sembilan
menjadi rancangan Mukadimah hukum dasar negara Indonesia
Merdeka. Kemudian dalam sidang vang terakhir pada tanggal 16
Juli 1945 akhirnya BPUPKI dapat menyetujui suatu rancangan
hukum dasar negara Indonesia terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap

3. Batang tubuh Undang-undang Dasar yang tersusun atas pasal-
pasal

4. Hari terakhir yaitu tanggal 17 Juli 1945 hanya merupakan
Sidang Penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia secara resmi.

Kalau diperhatikan sejak tanggal 29 Mei 1945 BPUPKI
bersidang pertama dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 sidang
kedua, maka dalam waktu yang relatif singkat sejak 29 Mei sampai
dengan 17 Juli 1945 {49 hari) BPUPKI telah berhasil menyiapkan
rancangan mengenai suatu naskah Dasar Negara dan Undang-

undang Dasar Negara yang akan merdeka {(hanya menunggu
waktu kemerdekaan saja)

2.2.3 Proklamasi dan Masa Sidang PPK]

Pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang
dan kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 it pula dibentuk
sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia {PPKI) atau
Dokuritzu Zumbi linkai, dengan beranggotakan sebagai berikut:

Ketua - Ir. Sukarno
Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta
Anggota

Supomo

Radjiman

Suroso

Sutardjo

W. Iasyim

Ki Bagus Hadikusumo
Oto Iskandardinata
Abdul Kadir
Surjoharmidjojo
Purubojo

Yap Tjwan Bing
Latuharhary

Drt. Amir

Abd. Abbas

Moh. Hasan
Hamdhani

Ratulangi
Andipangeran

I Gusti Ktut Pradja
Wiranatakusuma

Ki Hadjar Dewantoro
Mr. Kasman

‘Tambahan :

Sajuti
Kusuma Sumantri
Subardjo

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Sukarno, Dts. Moh Hatta dan
Radjiman Widyodiningrat diundang Marsal Terautji, Panglima
lertinggi Angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara di
Saigon-Vietnam, untuk menerima petunjuk-petunjuk tentang
penyelenggaraan kemerdekaan bagi Indonesia (sebelumnya pada
tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terautji sekali lagi mengeluarkan
pernyataan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia).

Tanggal 6 Agustus 1945 Amerika serikat menjatuhkan bom
atom di Hirosima dan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki.
Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal
14 Agusius 1945. Akibat penyerahan Jepang kepada sekutu maka
menurut teori hukum internasional, pihak yang kalah {dalam hal
ini Jepang) harus mempertahankan keadan status quo pada saat
ia menyerah. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan keadaan
politik maupun militer dilarang. Dengan demikian berarti janji-




janji Jepang kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan
tidak ada artinya lagi. Sebelum itu negara-negara Asia lainnya yang
sempat diberi kemerdekaan oleh Jepang ialah Birma (tanggat 1
Agustus 1943), dan Filipina {tanggal 14 Okiober 1943)

Apabila diuraikan rencana Jepang untuk memerdekakan
Indonesia mengalami proses antara lain sebagai berikut:

Waktu Kegiatan

PM. Koiso mengelvarkan janji ‘Kemerdekaan

Lo 7-9-1944 kepada Indonesia di kemudian har”

Jepang membentuk Dokuritzu Zyumbi Tyoosakai
{(BPUPKI)

Pelantikan BPUPKI oleh Gunseikan {Kepala Bala
Pemetintahan Jepang di Jawa.

2, | 29-4-19%45

3. ] 28-5-1945

4 2_§. ]“9 45 Tenderal Terautji mengulangi kembali pemyataan
' akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia

5. | 9-8-1945 Pembentukan Dokuritzu Zywmbi linkai (PPKI}

Ir. Sukarno, Drs. Moh Hatta dan Dr. Radjiman
Weriodiningrat datang ke Saigon - Vietnam
6. | 9-8-1945 uniuk menerima pewnjuk-pemnjuk  tentang
penyelenggara-an  kemerdekaan dari  Jenderal
Terautiji

Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada
Indonesia

7. 24 - §-1945

Sebagian terbesar darn rencana Jepang memang terlaksana,
tinggal rencana terakhir yang tidak dapat dilaksanakan yaitu
memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan tidak
terlaksananya rencana terakhir Jepang merupakan kehendak
rahmat dari Alloh Yang Maha Kuasa.

Kiranyasangatmenarikapabiladikorelasikanketidakberhasilan
Jepang menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia dengan
jiwa dari rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang telah
disetujui oleh BPUPKI yang menyatakan : “Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segalabangsa ...” (alineal), “atas berkah
Rahmat Allah Yang Maha Kuasa ... rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya” (alinea III).

Akhimya Alhamdulillah pada jam 10.00 pagi, hari Jum’at
tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dengan di dampingi oleh

Kung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Naskah
(moklamasi kemerdekaan selengkapnya sebagai berikut :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia: Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-
singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45
Atas nama bangsa Indonesia
Sukarno/Hatta

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu pada
hakekatnya adalah cetusan “jiwa” Pancasila yang didorong oleh
amanat penderitaan rakyat (ampera). Untuk merealisasikan
tnjuan perjuangan bangsa, kita membentuk negara Nasional yang
Isehas, merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta ikut
mclaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum
berdirinya Negara Republik Indonesia. Pada waktu dicetuskan
'roklamasi tersebut sebenarnya Indonesia sudah memenuhi syarat
sebagai sebuah Negara, yaitu:

1. Ada rakyatnya yaitu bangsa Indonesia

2. Adadaerahnya, yaitu tanah air Indonesia, yangdulu dinamakan
Hindia Belanda

3. Ada kedaulatannya, vaitu sejak diucapkannya Proklamasi
Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

4. Ada pemerintahannya yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia
Proklamasi kemerdekaan itu adalah detik penjebolan tertib

hukum kolonial dan sekaligus merupakan detik pembangunan
hukum nasional atau tertib hukum Indonesia. Proklamasi

‘kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari

perjuangan bangsa Indonesia berabad-abad untuk mewujudkan
cita-citanya, yang secara eksplisit dinyatakan dalam alinea kedua



Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut: “dan
perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantar
rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.”

Untuk merealisir tujuan proklamasi kemerdekaan tanggal
18 Agustus 1945 berlangsunglah sidang-sidang Panitia Persiapan
- Kemerdekaan Indonesia. Sebelum sampai pada sidang PPKI
tanggal 18 Agustus 1945 ada baiknya apabila dikemukakan
kejadian penting pada sore hari setelah- proklamasi kemerdekaan
Indonesia, sebagaimana dituturkan oleh Drs. Moh. Hatta sebagai
berikut: “Pada sore harinya saya menerima telepon dari Tuan
Nisjidjima, pembantu admiral Mayeda menanyakan dapatkah
saya menerima opsir kaigun (angkatan laut), karena ia mau
mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia.
Nisjidjima sendiri akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan
mereka datang. Opsir itu yang saya lupa namanya datang sebagai
utusan kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh
bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang
dikuasai angkatan lautJepangsangat berkeberatan tethadap bagian
kalimat dalam pembukaan Undang-undang dasar yang berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya. Mereka mengetahui bahwa bagian kalimat
itu tidak mengikat mereka, melainkan hanya mengenai rakyat
yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu
di dalam suatu dasar yang menjadi pokok undang-undang dasar
berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan
- minoritas, Jika “diskriminasi” ditetapkan juga, mereka lebih suka
berdisi di luar Republik Indonesia” Hatta mengakui bahwa kata-
kata opsir tersebut mempengaruhi pendiriannya.

Sebagaimana telah diuraikan di depan, sebenarnya rumusan
ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syari‘at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya dalam pembukaan Undang-undang dasar
1945 merupakan kesepakatan panitia sembilan (konsep piagam
jakarta). Salah seoranganggota panitiayaitu A.A. Maramis mewakili
Kuisten Katolik yang turut membubuhkan tanda tangannya pada
tanggal 22 juni 1945, Rumusan piagam jakarta merupakan hasil
kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.

Dengan adanya penolakan .tersebut akhirnya Drs. Moh.
Hatta menempuh upaya sebagai berikut: .. karena begitu serius
rupanya. Esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang
Panitia Persiapan bermula, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo,
Wachid Hasyim, Mr, Kasman Singodimejo dan Mr, Teuku Hasan
dari Sumatera mengadakan suawu rapat pendahuluan untuk
membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai
hangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat
yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan
"Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perubahan tersebut menunjukkan
ketulusan dan kebesaran jiwaumatIslam yanglebih mementingkan
persatuan dan kesatuan bangsa dari pada kepentingan golongan.

Apabila diperhatikan “Pembukaan” yang telah disahkan oleh
I'PKI tanggal 18 Agustus 1945 dan dibandingkan dengan “Piagam
Jakarta” maka pokoknya hampir sama hanya terdapat beberapa
perbedaan di sana sini, yaitu:

Piagam Jakarta Pembukaan UUD 1945

Di gantif di ubah dengan

| Kata “mukaddimah *nembukaan”

... dalam svatu Hukum Dasar Di ganti/ di ubah ; dalam suaw

2 Negara Indonesia ... Undangjundang Dasar Negara
Indenesia ...

... Dengan berdasarkan Ketuhanan | Digantifdi ubah ;... dengan

3 dengan menjalan-kan syari‘at Islam | berdasarkan Ketuhanan Yang
bagi pemeluk-pemeluknya ... Maha Esa

q Menurut dasar kemanusiaan yang Di ganti/ di ubah : kemanusiaan
adil dan beradab yang adil dan beradab
Alinea Il : ... pintu gerbang Negara Di ganti/ diubah : ... pinta

]

gerbang kemerdekaan Negara

Indonesia .
Indenesia

Akhirnya Sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah dapat
menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai berikut;

I. Pengesahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari
Pembukaan dan Batang Tubuh (Pasal-pasal) setelah melalui
penyempurnaan-penyempurnaan, khususnya  Rumusan
Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang
termuat dalam Pembukaan UUD yang disahkan/ditetapkan




pada wakuwu itu sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia

2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama atas usul

Oto Iskandardinata, salah seorang anggota PPKI, maka Ir
Sukamo dan Drs Moh, Hatta dipilih secara aklamasi sebagai
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan

Musyawarah darurat
Kiranya perlu juga diketahui bahwa tanggal 18 Agustus

1945 sewaktu disahkan UUD 1945 disamping memuat konsep
Pembukaan yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan, diterima
dengan suatu perubahan yaitu Sila pertama dari dasar negara yang
semula tercantum dalam Pembukaan yaitu “Ketuhanan dengan
menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti
dengan “"Ketuhanan Yang Maha Esa.” Juga beberapa pasal Batang
tubuh ikut diubah/di ganti antara lain:

1.

2.

3.

Pasal 6 ayat 1 semula berbunyi: "Presiden ialah orang Indonesia
asli yang beragama Islam” diganti menjadi “Presiden ialah
orang Indonesia ashi”,

Pasal 29 ayat 1, semula berbunyi “negara berdasar atas
Ketuhanan dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” diganti menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa”.

Pasal 4 ayat 2 semula Wakil Presiden direncanakan dua orang,
ditetapkan menjadi satu, dengan demikian pasal 4 ayat 2
berbunyi sebagai berikut : "dalam melakukan kewajibannya
Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”.

Usuluntuk menambah Babbaru yaitu bab yangmemungkinkan
mengubah atau menyempurnakan Undang-undang Dasar.
Akhirnya disetujui penambahan Bab XVl pasal 37 yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Untuk mengubah
Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir, Putusan

diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 darl
jumlah anggota yang hadir.
Akhirmya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

yang disebut UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang
disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 terdiri dari:

Pembukaan: 4 alinea

Batang wbuh: 16 Bab, 37 pasal yang dilengkapi dengan IV
pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan

Penjelasan

Sidang PPKI yang kedua diselenggarakan pada tanggal 19

Agustus 1945, dan dapat di ambil keputusan sebagai berikut:

Pembagian departemen-departemen atau kementrian-
kementrian pemerintahan yang berjumlah 12 departemen.
Susunan dan pembagiannya sebagai berikut:

Departemen Dalam Negeri
Departemen Luar Negeri
Departemen Kehakiman
Departemen Keuangan
Departemen Kemakmuran
Departemen Kesehatan
Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Sosial
Departemen Pertahanan
Departemen Penerangan
Departemen Perhubungan
Departemen Pekerjaan Umum

Keputusan kedua yang diambil ialah tentang pembagian
wilayah Indonesia dalam 8 propinsi, yaitu:

Propinsi Sumatera
Propinsi Jawa Barat
Propinsi Jawa Tengah
Propinsi Jawa Timur
Propinsi Kalimantan
Propinsi Sulawesi
Propinsi Maluku
Propinsi Sunda Kecil




Pada tanggal 22 Agustus 1945 berlangsung sidang ketiga PPKI
yang membicarakan soal pembenukan Komite Nasional, Partai
Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat. Sebagaimana
ditentukan dalam pasal IV aturan peralihan, keanggotaan Komite
Nasicnalialah PPKlsebagaiintinyadanditambah dengan pimpinan
rakyat dari semua golongan, aliran dan lapisan masyarakat, seperti
pamong praja, alim ulama, kaum cendekiawan, wartawan dan
golongan lain di dalam masyarakat.

Setelah menyelesaikan sidang yang ketiga tersebut maka PPK1
secara tidak langsung bubar dan para anggotanya dilebur menjadi
anggota inti dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang
jumlah anggotanya lebih kurang 150 irang. Para anggota itu
dilantik oleh Presiden Sukarno pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus
1945 dengan mengambil tempat di gedung Kebudayaan (Gedung
Komidi di Pasar Baru).

Dengan demikian jelaslah bahwa sebenarnya yang menjadi
The Frames of the Constitution talah BPUPK] dan PPKL. Sebab tanpa
adanya rancangan konstitusi dari BPUPKI tidak mungkin PPKI
akan berhasil menetapkan Undang-undang dasar hanya dalam
satu temnpo satu hari.

Dengan melihat proses perumusan Dasar Negara dan kiprah
sederetan tokoh Nasional dan putra-putra terbaik Negeri tercinta
ini sebenarnya secara obyektif tidaklan perlu diperpertentangkan
dan pertahankan siapa tokoh utama dalam proses perumusan
Pancasila. Sebab tidaklah mungkin seseorang akan mampu secara
mutlak menyusun konsep dasar negara tanpa adanya partisipasi
pihak lain, baik secara perseorangan maupun kelompok. Kiranya
perlu pemahaman obyektif yang berarti juga pemahaman yuridis
tethadap proses perumusan Pancasila, tanpa itu akan terjebak
dalam pola pikir yang emosional konfrontatif, yang tidak akan
menguntungkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3 DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
Setelah bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti
perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia telah sepenuhnya

tercapai. Masih banyak persoalan yang harus segera diselesaikan,
terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
negara. Di antara persoalan-persoalan yang dipandang paling
mendesak untuk segera diselesaikan berkaitan dengan landasan
iliil dan landasan konstitusional, serta kepala negara atau
pemerintahan. Jika dibandingkan negara lain, seperti Amerika
Serikat, bangsa Indonesia sebenarnya jauh lebih siap untuk
merdeka. Paling tidak, bangsa Indonesia telah memiliki rancangan
kedua landasan tersebut.

Apalagi jika dikaji lebih jauh, bangsa Indonesia telah berhasil
menetapkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang
IYasar 1945 sebagailandasan konstitusional, sertamemilih Presiden
dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Atau satu hari
setelah pernyataan kemerdekaan dimaklumkan. Bandingkan
dengan Amerika Serikat yang membutuhkan waktu 13 tahun
untuk menetapkan ketiga masalah tersebut. Namun, keberhasilan
ini bukan jaminan bagi terselenggaranya pemerintahan negara
yang lancar sesuai dengan UUD 1945,

Dengan kata lain, bangsa Indonesia masih diharapkan
pada persoalan-persoalan yang sangat rumit dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan. Di samping faktor-fakior
internal, kehadiran tentara Sekutu dan NICA telah mengganggu
jalannya pemerintahan Republik Indonesia. Kenyataan ini
membawa dinamika pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang
menarik untuk dikaji.

2.3.1 Awal Proklamasi

Dengan ditetapkannya Pancasila dan UUD 1945 oleh
PPKI merupakan modal berharga bagi terselenggaranya roda
pemerintahan negara RL Paling tidak, bangsa Indonesia telah
memiliki ketentuan-ketentuan yang pasti dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Namun, sebelum semua alat perlengkapan
negara tersusun, bangsa Indonesia dihadapkan persoalan eksternal
vaitu kehadiran tentara Sekutu dan NICA ke wilayah Indonesia.

'E Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 29 September 1945,
. sekutu bersama orang-orang NICA dengan mengatasnamiakan

Palang Merah Internasional mendarat di Surabaya untuk mengurus
orang-orang Belanda bekas tawanan tentara Jepang. Bagi bangsa



dan Pemerintah Indonesia, kehadiran mereka sebenarnya bukan
masalah. Artinya, bangsa dan Pemerintah Indonesia dapat
menerima, bahkan membantunya apabila dipertukan. Namun
dalam perkembangannva, orang-orang NICA terus berusaha
mmenguasai wilayah Indonesia (Nederlands [ndies) secara de fakto.
ltulah sebabnya Wolhoff dalam bukunya “Pengantar lImu Hukum
Tatanegara” mengatakan bahwa sejak 17 Agustus 1945 dalam
sebagian wilayah negara Koninkrijk de Nederlander (wilayah
Hindia Belanda) berkembanglah dua macam pemerintahan, yaitu
sentral dan lokal.

a. Pemerintahan Republik Indonesia mempertahankan hak
kedaulatannya atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda,
baik terhadap dunia internasional berdasarkan hak mutlak
setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

b. Pemerintah Nedertanshe, suatu persekutuan hukurn otonom
dalam ikatan negara Koninkrijk der Nederlander yang
kedaulatannya atas wilayah Hindia Belanda diakui secara
dejure oleh dunia Internasional berdasarkan traktat-traktat
dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain berusaha
menguasai kembali.

Begitulah Konstelasi politik sesudah Proklamasi kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 1945, membawa konsekuensi bagibangsadan
negara Indonesia untuk berjuang dalam rangka mempertahankan
dan menguasai secara de fakto atas seluruh wilayah Indonesia.

Bangsa Indonesia dengan segala kernampuan dan keyakinan
yang ada siap mengusir penjajah yang hendak kembali menginjak-
injak kemerdekaan itu. Dalam masa-masa 1945-1949 segala
perhatian bangsa dan negara Indonesia benar-benar tercurahkan
untuk menuangkan perang kemerdekaan. Oleh karena itu, sistem
pemerintahan dan kelembagaan sebagaimana ditentukan dalam
UUD 1945 belum dapat dilaksanakan. Waktu itu masih terus
diberlakukan ketentuan Aturan Peralihan pasal IV UUD 1945 yang
mengatakan bahwa: Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk
menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden
dengan bantuan Komite Nasional.

Namun karena kuatnya tekanan yang dilakukan orang-orang
NICA, maka dalam rangka mengoptimalkan semua kekuatan .
hangsa, Wakil Presiden Drs. Mochammad Hatta mengeluarkan
Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945.
Maklumat ini pada dasarnya berisi perubahan kedudukan Komite
Nasional Indonesia sebagai pembantu Presiden menjadi lembaga
legislatif. Perubahan ini sebenarnya bukan persoalan karena
memiliki tujuan yang baik. Apakah maklumat tersebut dapat
dikatakan sebagai penyimpangan UUD 1945.

[nilah persoalan yang menarik untuk dikaji. Di sata sisi,
setiap orang berhak menyatakan bahwa Maklumat Wakil Presiden
No.X merupakan penyimpangan dan sisi lain, orang juga berhak
menyatakan sebagai bukan penyimpangan karena bisa dianggap
sebagai amandemen. Lebih-lebih, jika dikaitkan dengan kenyataan
bahwa pada waktu belum ada lembaga legislatif.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, pemerintah
mengeluarkan Maklumat Pemerintah, tanggal 3 Nopember
1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat
ini dikeluarkan atas dasar semakin meluasnya desakan dari
masyarakat agar pemerintah memberi kebebasan masyarakat
untuk membentuk partai politik. kebijaksanaan ini mengandung
arti yang positif, terutama dalam rangka memanfaatkan seluruh
kekuatan bangsa. Partai politik merupakan organisasi yang paling
mampu mengorganisasikan para pengikutnya secara baik.

Sejak saat itu, lahirlah partai-partai politik di wilayah
Indonesia dalam perkembangan baru yaitu munculnya desakan
agar sistem Presidentil Kabinet diganti dengan sistem Parlementer
Kabinet. Untuk itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan Maklumat
I'emerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem
Kabinet Presidentil menjadi Kabinet Parlementer. Perubahan
ini berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
l'usat pada tanggal 11 Nopember 1945. Perubahan ini nyata-nyata
merupakan penyimpangan konstitusional.

Sejak lahirnya Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945,
maka di Indonesia berlangsung sistem pertanggungjawaban
Menteri-menteri kepada parlemen. Ini berarti sejak saat itu kepala
pemerintah (eksekutif) dipegang oleh Perdana Menteri seabagi
pimpinan kabinet. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,



Perdana Menteri dan para Menteri bertanggung jawab kepada
KNIP, tidak bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang
dikehendaki oleh UUD 1945,

Sementara mengusir orang-orang NICA belum juga berhasil.
Bagi Bangsa Indonesia hak untuk menentukan nasib sendiri
merupakan hak yang harus tetap dibela dan dipertahankan
., serta harus diperjuangkan dengan segala konsekuensinya
sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat. Sikap seperti
ini terbukti dengan munculnya perlawanan-perlawanan rakyat
tethadap Inggris dan NICA di setiap daerah yang mereka datangi.
Pertempuran terjadi di mana-mana, seperti Ambarawa, Surabaya,
Bandung dan sebagainya.

Munculnya perlawanan yang sengit dari rakyat Indonesia,
memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan
pemerintah Indonesia. Perundingan-perundingan yang dilakukan
berhasil menghasilkan perjanjian-perjanjian, meskipun oleh
Belanda sering dilanggar dan dikhianati. Sementara, pemerintah
Indonesia (PM Syahrir maupun PM Amir Syarifuddin) tidak
mampu menaksakan isi perjanjian kepada Belanda sehingga
akhirnya kedua Kepala Pemerintahan tidak mendapat kepercayaan
dari rakyat. Akhirnya, Kepala Pemerintah diambil alih oleh wakil
Presiden, Drs. Mochammad Hatta. Dengan sendirinya, sistem
Kabinet Presidentil.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Belanda
mengakui kedaulatan Indonesia, namun bangsa Indonesia
terpaksa harus menerima berdirinya negara yang tidak sesuai
dengan kehendak UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia
terpaksa berubah menjadi Negara indonesia Serikat (Republik
Indonesia Serikat) berdasarkan Konstitusi RIS,

Apakah penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas dapat
dijadikan sebagai indikator bahwa pemerintah pada periode 1945-
1949 tergolong pemerintahan orde lama? Persoalan inilah yang
perlu dicermati dan didiskusikan sehingga diperoleh pengertian
logis dan kritis. Di sinilah dinamika pelaksanaan UUD 1945 dapat
dipahami dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.

2.3.2 Masa Orde Lama R

Orde lama merupakan konsep yang biasa ‘dipergunakan
nntuk menyebut suatu periode pemerintahan. yang ditandai
dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD
1945. mengapa terjadi penyimpangan? Faktor-fakior apa yang
menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan
secara murni dan konsekuen?

Kegagalan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang
Iasar baru dan ketidakmampuan menembus jalan buntu untuk
kembali ke Undang-undang Dasar 1945, telah mendorong
I'residen Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan “Dekrit
pPresiden”. Dekrit ini ternyata mendapat dukungan dari seluruh
rakyat Indonesia. DPR hasil Pemilihan Umum 1955 dalam
sidangnya tanggal 22 Juli 1959 telah secara aklamasi bersedia
terus bekerja berdasarkan UUD 1945. Dukungan-dukungan ini
menunjukkan bahwa rakyat telah lama mendambakan stabilitas
politik. Mereka menggantungkan harapannya kepada berlakunya
kembali UUD 1945.

Seiring dengan berlakunya UUD 1945 pada penode 1959-
1965, diterapkan konsepsi demokrasi terpimpin. Dalam
pelaksanaannya, ternyata pengertian “terpimpin” lain dariapayang
dikehendaki oleh UUD 1945, yaitu "kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Kebijaksanaan ini disusun atas dasar pemikiran bahwa sebagian
rakyat Indonesia masih terbatas pengetahuannya sehingga masih
harus dibimbing dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
Namun, dalam prakteknya bukan dipimpin oleh hati nurani
rakyat, melainkan oleh pimpinan nasional.

Tindak lanjut dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 adalah
pembentukan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Karya.
Kehidupan politik disesuaikan dengan norma-norma demokrasi
terpimpin. Sampai pertengahantahun 1960, telah disusunlembaga-
lembaga negara seperti MPR (S), DPA, DPRGR. Keanggotaan dari
lembaga-lembaga tersebut disusun dengan komposisi. ‘gotong-
royong” sebagai pengejawantahan dari demokrasi terpimpin.

Dalam prakteknya (atau masa Orde Lama), lembaga-lembaga
negara yang ada belum dibentuk berdasarkan UUD 1945 sehingga



PR 'U3NYasuoy Uep
juInuw Eaumw GF6T (NI Uep B[ISEdUR UBHEURSHE[2W pExauaq
Sued NYv4 IO eAUIYe| Suolopuaw ye2) (Ul EMNSLI3] ‘JEAqEL
urrenyay. weSunynp ueSusp pigy uedeSisay uep ueepedsemay
uwiuﬂ :mx_mmww:u jedep eAWInpie DId/SOED UBHRIUOIQUII]

5961
unijel E.:woMU ueyeluolaquiad Ye[epe [d Ueleiday enwas Lep
yeound uep ‘yersep 1e8eqI3q 1p yeyldas Ise-1He uep fisy Isye
-Isye -ueBuap. UNSNSIp INQasIZ) ISYe-ISY “lWseqip uep ynungp
sniey Suek ,wiojeu udde ‘ISN|OAII ENUOY 1EDO1Iq sijendey
210y UEIdS ‘BSIp UeIas, Tedeqas exyarow uyrequiedsusw ueduap
Suelasip uep ymopp sni) ueme] deSSue exaw 3ued Yoo
-yoyo surepjar ueded-ueded e11as 193s0d-12150d 2ueduey ‘otpe.
‘siad. ‘wnwn rederqeder mepPW Jisaide upjewss Did Uejepul
uep. QSE G961 Unye) ewepss Uefelraq uep 96T unyel yelsg

o DI ueydumunduaw
Emcma :S::wEuﬂ_ ueyjren[ajip Sued ueeuesyeliqa] enwas
ndurey ‘ewe] 3pIo eseul [e8eqas INqasip ¥88uIY3s cHG1 anNn uep
eiseoue. depeytay ueSueduniiuad uep Sueuamom uedusmappAuad
reSeqiaq Ya[o. IEPUELIP S96T - 6SG1 UNYE} BIRjUE UeyeIuLIawWwad
apouad ‘Eyey apuad ‘eAuye[win| yeAueq N[E|L1 BUIEY EWE|
ap1o esew eped 1pelrs1 Sued ueSuedwifuad Summydusw Ymun
npns 1eSues ‘eAuesey "Epaqiaq jedues eAUBNPOY [BISUBIS(NS BIBIIS
[eYepeJ "e[isedue] NUe NIEI3] WOXESEN DUE Bued eders Suerey
wopeseN ueSuap efisedue] ueewreiudpw ‘13| 1s3unjnqg yeph
yepns eqisedue] efew ‘pofnmm tul esSueq uemesiod yeios
e38uiyas mespuwad je[e 1edeqas ueNEIENID E|ISEDURJ euewl 1p
episedueg 1s3uny uep NIe uRjIEQIEINWS] "SHGT NN Uedusp
ueSueiuauaq seppl dnpy munas uspisald  ueieyqSueduad
Sueuxn  £961/SUAW/III ON SidW uedeisay -Bunsduepreq
s gH61 dNn uep epsesued depeyla ueSueduwiduag

B ‘ueleuaquiad
1esep 1eSeqas Iepaxyes eAuey tut yapsn yeqnst ueeungiuad emyrq

ueSuniapua3y epy ‘(ersauopu] uerpequday uep ‘uidwidia),

jwougyd ‘uiduridia), 1sen{owa@ 'eIsaUOpU] JWSIEISOS ‘ST

dnnN) MFAsn yemst eAuueeundiadip yejepe yureuaw uifed dued

UB[EOS194 BWE| 3p1o esew [eme eped 1pelio Sued ueduedwiivad

nies yejes uejedriow NHED SUelual 0961/SHIW/I ON SHIW
dey, eyew ‘eduist uep sedsqia], yuod 3uepiq weep eweinis)
‘yeyuewed yajo yndwayp ueye Sued ueeuesyel(iqoy Sueius)
uejrequiedduaw ingasia oyepid 1s] ‘0961 unyel eped SYJW Y2[©
(NHE9) e1edsN uenjeH Jesaq suaed-suier) [peluaw ueydeianp yepl
LPpsn [odiuen, uexyeq qapsn jodiuew, ueduap [euaxIp Yiga|
neje _eisauopu] yignday ynijod oisajiuew, 1€deqas ueyelesulp
ye[s) e[ IsnjoAIY 1jequid)] UenwdURJ, (ueSuap [euaqip
Suef oureyng uapisal] ueeredauay ojepid ‘mil eIRIUAWAS
‘S¥GT ANN wepep Sueniz) Suesd uenjunay
-uemuaay ueyoeysdwew eduer yeyuuewrad ueeuesyeliqay
redeqiaq ueyrenjasSuaul yiun Suenpad re8eqas sndieyas ‘oureyng
uapisal] epedsy wip edediad esel ueyIIquIawtl Ye[) eAuyepn
-epnas Ul ueipela] "eAuuejenyay ueye uexpnfunuaw sndijexyas
‘sidajens Sued uedueuawdy ueyednidw YOHJJ eAuCWLANP
uep ¥Yd(I Ueleqnquistl OUIENNS UIPIsal] Ue[ISeylagoy]
{(a0¥da ymuaqrp
eAmnfuepss ymun euew 1p) JYJJ uereqnquuaw 1 npjem eped
u3apIsal] eXew ‘Yyeyutiawad yajo ueynierp 3ued NgJvy Infmaduaw
1edep epn Y4 euarey ‘0961 UNY¥) wejep ueqyeq "ueynyjduesiaq
Bued uereddue unyel edumyepaq wNPRQRs P4 venimoasiad
1edepusw ymun Ng4V Sueptif-3uepup) ueduedsuey un(eBuaw
yepn yewpwad euarey ‘ue[eraq yepn ydd 138pnq jeH
‘(0961) e1e8aN uen[ey Jesaq sixed-sue) pefuatw uedelanp (s)
UdW Ya[o (, eisauopu] qignday ynijod oisajiuep, eweu ueduap
[euaIp Yiga[ uelpnway Sue£) D] ISN[OAY I[EQUI)] UENWIAUS],
[npnl1aq 8ued 561 smsndy 21 [e83ue) eped uapisal] ueeleSauay
oyepid eAmn(uepag ‘yafes [nseyD) I ‘Il UNUIW BUEPI3J [IeAM
yoro dexSuenp (S) daw ey ‘Haludw [peludw jeq3ueip edn(
(s} daw uewmdund eo88uy -uspisalg uederauag ueqleseplaq
yey3uerp mi npem eped epe 3ued (¢) YJW ueeroF3uedy]

(494¥dd uvenfmasiad eduey) uapisalg
uedelpua ymuaq welep (YOuJd uenimasiad uedusp edunie)
SBuepupn-Buepup ymuaqiaq edunsawr Sued Jnepsida) npoad
-ynpoid uexIen28uaw Ye[3) uapisal] eAUNS3WIS yepn ueduap
eAuueeseny2y| UeeUNERuIW Ye[2) (YO UeSusp ewes-eurvsiay)
jne[siSa) ueesenyay SueBawad uep jnnyasya ueesenyay Buedauwad
TR{E]25 [ESBQas UIPISAL ] ‘TUl BSEW WEE(] "EIRIUILIS YISEW BALILJIS




Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, PXI telah dua
kali{tahun 1948 dan 1965) mengkhianati negara, bangsa dan Dasar
Negara Pancasila. Atas dasar itulah rakyat menghendaki agar PKI
dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.
Tuntutan rakyat ini ternyata kurang mendapat tanggapan yang
memuaskan dari pemerintah (Presiden). Akibatnya timbullah apa
yang disebut “situasi konflik”. Sementara itu keadaan ekonomi
dan keamanan makin tidak terkendali. Keadaan semacam ini
menghantarkan tercetusnya "Tri Tuntutap Rakyat” atau Trituca,
yaitu:

Bubarkan PKI

Bersihkan Kabinet dari Unsur-unsur PKI

Turunkan harga/perbaikan ekonomi

Gerakan untuk memperjuangkan Tri Tuntutan Rakyat tersebut
semakin hari semakin meningkat, sehingga pemerintah (Presiden)
pada waktu itu sudah tidak dapat menguasai keadaan lagi. Dalam
keadaan seperti iw, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Sukamno
mengeluarkan Surat Perintah (kemudian dikenal dengan “SUPER
SEMAR"} kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto. Menteri/Panglima
Angkatan Darat, yang intinya memberi wewenang kepadanyauntuk
mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan
keadaan. Lahirnya SUPER SEMAR int menandai lahimya orde
baru.

Dengan berlandaskan kepada Supersemar itu, pengemban
Supersemar telah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya yang
ditanggapi dan disambut dengan penuh kelegaan oleh seluruh
rakyat. Dan dengan Supersemar itu pula, orde baru mengambil
langkah-langkah koreksi dengan cara-cara yang kostitusional,
terutama dalam menegakkan, mengamankan dan mengamalkan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Apakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama
ordelama merupakan konsekuensilogisdaridinamika pelaksanaan
Pancasila dan UUD 1945.

2.3.3 Masa Orde Baru

Orde baru merupakan konsep yang dipergunakan untuk
menyebut suatn kurun waktu pemerintahan yang ditandai

dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Benih-benih lahirnya orde baru
sudah ada pada waktu ABRI bersama-sama rakyat Pancasialis
menumpas pemberontakan G30S3/PKI. Sebagaimana diketahui
bahwa sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah
teriadi penyimpangan-penyimpangan yang mencapai puncaknya
dengan meletusnya G30S/PKI. Dalam waktu relatif singkat untuk
menumpas G30S/PKI telah berhasil. Pada tahun 1965 secara fisik
militer, PXI telah dilumpuhkan oleh ABRI bersama-sama dengan
rakyat, meskipun secara politis PKI masih berdiri sebagai suatu
partai politik. Pada waktu itu berbagai golongan dalam masyarakat
mengeluarkan pemyataan yang pada hakekatnya menuntut agar
I’KI dibubarkan.

Dalam upaya untuk menegakkan kemurnian pelaksanaan
Pancasila dan UUD 1945, maka dibentuklah Front Pancasila oleh
beberapa partai politik dan organisasi massa. Adapun partai politik
dan organisasi massa yang tergabung dalam Front Pancasila yaitu :
NU, PSII, Parkindo, Partai Khatolik, IPKI, Perti, Muhammadiyah,
S$oksi, dan lain-lain. Front Pancasila dimaksudkan sebagai
persatuan dan kesatuan rakyat yang mendukung Pancasila.
Rersama-sama dengan KAMI, Front Pancasila muncul sebagai
pendukung orde baru dan mempelopori tuntutan yang lebih luas
yang menyangkut kembali kehidupan kenegaraan sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945,

Mula-mula wntutan yang dilancarkan oleh berbagai golongan
masyarakat masih bernada lunak. Namun lama kelamaan tuntutan
itu semakin keras. Tuntutan untuk membubarkan PKI kemudian
ditegaskan oleh KAMI dengan Tritura pada tanggal 12 Januari
1966, Ini berarti bahwa tuntutan yang dilancarkan tidak hanya
terbatas dalam bidang politik saja, melainkan sudah meluas ke
bidang pemerintahan dan ekonomi.

Apabila ditelaah, jelaslah bahwa latar belakang dari tuntutan
itu disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaku
G30S/PKI. Orde Baru lahir sebagai jawaban atas krisis yang dialami
bangsa Indonesia yang bertekad untuk:

1. Melaksanakan atau tidak ingin mengubah Pancasila dan UUD

1945.



2. Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. :

3. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Oleh karena itu, orde baru sering disebut sebagai orde
pengoreksi, orde konstitusional dan orde pembaharuan.

a. Orde Pengoreksi

Orde Baru secara resmi lahir pada tanggal 11 Maret 1966
bertekad untuk melakukan koreksi total terhadap penyelewengan-
penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan yangdilakukan
pemerintah orde lama. Sebagaimana diketahui bahwa selama
dekade "50-an telah terjadi instabilitas nasional (pemberontakan
DI/TII, PRRI dan Persemesta, Konstituante gagal menyusun UUD)
sehingga terjadi krisis persatuan dan kesatuan bangsa. Disisi lain,
pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Untuk mencegah terjadinya ekses-ekses yang negatif,
serta demi Keselamatan bangsa dan negara, maka Presiden
mengumumkan adanya Dekrit Presiden, yang berisi ketentuan:
(1) pembubaran Konstituante, (2) berlakunya kembali UUD
1945, dan (3) sekaligus tidak berlakunya UUDS 1950.

Rakyat yang sudah lama mendambakan stabilitas politik,
menguntungkan harapannya kepada UUD 1945. Menurut UUD
1945 Presiden berada di bawah MPR. Namun dalam kenyataannya,
lembaga tertinggi negara (MPRS) dibentuk atas Penetapan
Presiden, dimana anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh
Presiden. Demikian pula dalam pengangkatan pemimpinnya.
Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri Ul dan wakil-
wakilnya diangkat dari pimpinan-pimpinan partai-partai besar,
yang masing-masing diberi kedudukan sebagai Menteri tidak
berportofolio.

Seiring dikeluarkannya Dekrit Presiden, DPR hasil Pemilu
1959 yang telah menyatakan siap bekerja terus berdasarkan
UuD 1945 dibubarkan oleh Presiden pada tanggal 5 Maret
1960, karena persoalan anggaran belanja negara. Selanjutnya
Presiden membentuk DPRGR beserta seluruh anggotanya sebagai
pengganti DPR hasil Pemilu 1955. Sementara, MPRS yang telah
dibentuk oleh Presiden dalam sidang yang pertama menetapkan
Manipol Usdek sebagai GBHN. Dalam sidangnya tahun 1963,

MPRS menghasilkan Ketetapan MPRS No. III/MPRS/ 1463 tentang
pengangkatan Dr. Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
Jelas, langkah dan produk-produk ini tidak sesuai dengan UUID
1945. '

Partai-partai politik yang pada umumnya mendukung
Dekrit Presiden eksistensinya diatur dengan Penetapan Presiden
{Penpres) No. 7 tahun 1957. Penpres itu menyebutkan ketentuan
yang mewajibkan parai politik mencantumkan, baik dalam
anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun programnya:
tidak bertentangan dengan azas dan tujuan negara, menerima
Pancasila dan UUD 1945, menghukum partai-partai yang terlibat
dalam pemberontakan. Sehubungan dengan Penpres itu, maka
Masyumi dan PSI kemudian dibubarkan. Apakah pembubaran ini
memiliki landasan hukum atau alasan yang kuat ? Mengapa PKI
tidak dibubarkan 7

Politik luar negeri berporos, bertentangan dengan prinsip
politik bebas dan aktif. Adanya konfrontasi dengan Malaysia
membawa kerugian-kerugian bagi rakyat dan hubungan
internasional, sehingga Indonesia semakin terasing dari pergaulan
antar bangsa. Sementara PKI berhasil membelokkan politik luar
negeri Indonesia ke blok komunis, sehingga tercipta poros
Jakarta-Peking. Timbulnya gagasan membentuk kekuatan NEFO
sebagai tandingan OLDEFQO semakin menjauhkan Indonesia dari
pergaulan internasional. Atas desakan PKI, akhirnya Indonesia
keluar PBB, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan
yang lain, yang mencapai puncaknya dengan meletusnya G305/
PKIL.

Apabila ditelaah lebih dalam, maka kebijaksanaan-
kebijaksaan selama orde lama tidak berdasarkan kepada hukum
vang berlaku, kepada konstitusi yaitu UUD 1945. Orde Baru
bertekad untuk melakukan koreksi total terhadap penyelewengan-
penyelewengan yvang terjadi selama orde lama. Kita sebagai
generasi penerus wajib bersyukur, karena berkat petunjuk-Nya,
generasi 66 sebagai penerus cita-cita bangsa berhasil melakukan
koreksi terhadap penyimpangan-penvimpangan yang merusak
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecuali itu kita sebagai
generasi muda harus mampu mengembangkan dan melestarikan
cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 secara dinamis
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dan kreatif agar siap menerima estafet tongkat kepémimpinan
nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,

b. Orde Konstitusional

Dalam masa pemerintahan orde lama, Pancasila dan UUD
1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen schingga
merusak kehidupan bangsa dan negara. Pada waktu itu telah
lahir kelompok yang dapat menilai secara obyektif akibat-akibat
negatif yang disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintah yang
tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Kelompok ini bukan
saja dapat melihat keburukan-keburukan yang telah terjadi, tetapi
juga berani mengemukakan apa-apa yang buruk itu. Kelompok
ini bertekad untuk menegakkan tatanan yang didasarkan
atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. '

Bertolak dari tekad itu, maka tema pokok perjuangan orde
baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. Sedangkan landasan orde baru adalah landasan
ideologi, landasan ketatanegaraan dan sikap mental. Adapun yang
menjadi landasan ideologi adalah Pancasila, sedangkan landasan
ketatanegaraan adalah UUD 1945. Sikap mental yang menjadi
landasan orde baru adalah kemurnian pengabdian kepada rakyat.

Dalam  usahanya untuk memperbaiki  kehidupan
ketatanegaraan, maka banyak dilakukan pembahasan-
pembahasan, simposium mengenai bidang politik dalam negara
dengan mengambil tema: “Indonesia Negara Hukum”. Banyak
diperingatkan oleh para pembicara bahwa selama pemerintahan
orde lama banyak penyimpangan dilakukan dalam negara hukam.
Peraturan hukum dan pelaksanaannya tidak mencerminkan jiwa
Pancasila serta tidak sesuai dengan UUD 1945. Menurut UUD
1945, Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman yang
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah,
Namun dalam masa orde lama Ketua Mahkamah Agung diangkat
sebagai Menteri Negara, yang berarti bukan saja Mahkamah Agung
sebagai Lembaga Yudikatif diintegrasikan kedalam Lembaga
Eksekutif, tetapi Keiua Mahkamah Agung dalam kedudukannya
sebagai menteri tunduk kepada Presiden. Berdasarkan kenyataan
itu, maka diajukan saran-saran kepada pemerintah untuk

menegakkan kembali kewibawaan negara Republik Indonesia
schagai negara hukum. Oleh karena itu UUD 1945 harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, pengeluaran
I'enpres-penpres baru harus dihentikan. Penpres-penpres lama
harus ditinjau kembali.

Usaha-usaha untuk menciptakan iklim politik yang sehat
dan stabil mulai dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Perintah
Il Maret 1966 (Supersemar). Surat Perintah yang kemudian
dikukuhkan dengan Tap MPRS No. 1X/MPRS/1966 itu dikeluarkan
oleh Presiden Soekarno yang pada prinsipnya memberi wewenang
kepada Letjen Soeharto selaku Menteri/Panglima AD wuntuk
mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menjamin
keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi.
Berdasarkan Supersemar itu Letjend Suharto mengambil beberapa
tindakan antara lain membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret
1966, dengan demikian sebagian tuntutan rakyat telah dipenuhi.

Pada tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 1966, MPRS
mengadakan Sidang Umum dan dalam sidang itu dikeluarkan
beberapa ketetapan dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan
LIUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ketetapan-ketetapan
itu antara lain: Tap MPRS No. [X/MPRS/1966 tentang Pemilihan
Ulmum. Dalam penetapan itu disebutkan bahwa dalam rangka
melaksanakan Demokrasi Pancasila, maka Pemilihan Umum harus
dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968.

Salah satu Tap MPRS 1966 yang penting dalam rangka
menciptakan stabilitas dalam bidang politik ekonomi adalah
Tap MPRS No. XIlII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet
Ampera. Kabinet Ampera yang pembentukannya diserahkan
kepada Letjen Socharto mengamban tugas yang tidak ringan.
Tugas pokok kabinet adalah menciptakan stabilitas politik dan
ekonomi. Sedangkan programnya antara lain: memperbaiki
kehidupan rakyat, terutama sandang dan pangan, melaksanakan
Pemilihan Umum sesuai dengan Tap MPRS No. XI/MPRS/1966,
melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta meneruskan
perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala
bentuk manifestasinya.

Mengingat tugas Kabinet Ampera sangat berat dimana keadaan
ekonomi sangat buruk, sementara di beberapa daerah keamanan



belum pulih sama sekali. Oleh karena itu untuk menunjang
tugas dan program Kabinet Ampera, pada bulan Agustus 1966
AD (Angkatan Darat) mengadakan seminar yang bertujuan
memberikan sumbangan pikiran kepada Kabinet Ampera. Dalam
bidang politik dan konstitusional, seminar dirumuskan dasat-
dasar Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksudkan oleh
UUD 1945. Demokrasi Pancasila mengandung pengertian bahwa
seluruh rakyat harus dapat merasakan adanya kepastian hukum,
sedangkan penyalahgunaan kekuasaan harus dihindarkan, tata
kerja orde baru harus dilepaskan dari kepentingan-kepentingan
pribadi.

Dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, MPRS
telah menetapkan ketetapan-ketetapan yang sangat penting
seperti:

1. Tap MPR No. XX/MPRS$/1966 tentang Memorandum DPRGR
mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata

Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

2. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai
Komunis Indonesia {PKl), Pernyataan sebagai Organisasi
Terlarang Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Apabila ditelaah kedua ketetapan ini sangat penting karena
dalam Tap MPRS, hal ini berarti semua sumber hukum yang
berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia harus bersumber
pada Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Kecuali itu juga disebutkan sumber-sumber hukum yang
berlaku diseluruh wilayah Indonesia serta tata urutan peraturan
peiundangan Republik Indonesia. Dengan demikian gerak langkah
kita akan semakin mantap, karena senantiasa akan sesuai dengan
konstitusi yang ada. Dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966,
menunjukkan kepada kita bahwa orde baru telah mengambil
langkah yang mantap terhadap PKI sebagai pengkhianat terhadap
Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada
tanggal 7-12 Maret 1967 diadakan Sidang Istimewa MPRS. Dalam
sidang telah mengambil beberapa putusan yang sangat penting
seperti Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/67, Tap MPRS No. XXXI/
MPRS/67, dan Tap MPRS No. XXXV/MPRS/67. Sebagai tindak

lanjut dari Sidang Istimewa tersebut pada tanggal 12 Maret 1967
Letjen Suharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat
Presiden Republik Indonesia. Pelantikan ini pada hakekatnya
merupakan usaha untuk menghapuskan adanya dualisme
kepemimpinan nasional. '

Pada tanggal 21 sampai dengan 30 Maret 1968 MPRS
mengadakan Sidang Umum V di Jakarta. Dalam sidang itu MPRS
telah mengangkat Jenderal Suharto Pengemban Tap MPRS No.
[X/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga
terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum,

¢. Orde Pembaruan

* Sebagaimana diketahut bahwa salah satu tekad Orde Baru
adalah mengisi kemerdekaan dengan pemabngunan. Sedangkan
pemabngunan dapat berjalan dengan baik, jika didukung adanya
stabilitas nasional {stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi).
Untuk itulah maka dibentuk Kabinet Ampera dengan Dwidharma,
yaitu mewujudkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Jika
dianalisis tugas Kabinet Ampera itu pada hakekatnya baru dalam
rangka konsulidasi.

Setelah pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 berhasil
digagalkan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta berkat
kesadaran dan keteguhan rakyat pada landasan falsafah Pancasila,
maka Orde Baru dengan perjuangan yang sungguh-sungguh telah
berhasil menciptakan stabilitas nasional, baikdalam bidang politik
maupun ekonomi. Selanjutnya perlu dilakukan Pembangunan
Nasional secara terus menerus, menyelurul, terarah dan terpadu,
bertahap dan berencana sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi
kemerdekaan dan mencapai tujuan nasional. Agar pelaksanaan
pembangunan nasional berjalan dengan lancar dan benar-
benar mengarah pada pencapaian tujuan nasional, maka perlu
ditentukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang akan
dimulai 1969. Adapun pelaksanaannya dengan Pembangunan
Lima Tahun (Pelita) pertama, kedua, dan seterusnya, sehingga
merupakan serangkaian Pelita yang sambung menyambung dalam
satu kesatuan yang serasi.



Untuk it berdasarkan Tap MPRS 1968 dibentuk Kabinet
Pembangunan. Tugas Pokok Kabinet Pembangunan atau Panca
Krida Pembangunan adalah:

1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai sﬁrarat
mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima
Tahun dan Pemilihan Umum.

2. Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima
Tahun.

3. Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya tanggal
5 Juli 1971.

4, Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan
mengikis habis sisa-sisa G305/PKI dan setiap rongrongan
penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan
UuD 1945,

5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara
- menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah.

Pada tanggal 1 April 1969 dimulai pelaksanan Rencana
Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I}, Orde Baru setelah
tigatahunterakhir sejak 1966 berhasil menyelesaikan fase stabilitas,
sehingga dapat diciptakan keadaan yang stabil khususnya dalam
bidang ekonomi. Sebelumnya orde baru keadaan ekonomi telah
mengalami kemerosotan. Pada tahun 1955 sampai dengan 1960
laju inflasi rata-rata 25% setahun dan dalam periode 1960 sampai
dengan 1965 harga-harga meningkat dan mencapai puncaknya

yaitu sebesar 650% setahun. Inflasi yang menghebat itu diikati |

pula dengan kemrosotan ekonomi di segala bidang kehidupan.
Prinsip-prinsip ekonomiyangrasional diabaikan dan dikerbankan
untuk kepentingan politik.

Atas dasar kenyataan di atas, kiranya wajar ketika semua
komponen bangsa yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945
mendukung Orde Baru, baik sebagai orde pengoreksi, orde
konstitusional, maupun orde pembaharuan, Harapan-harapan
yang diletakkan diatas pundak pemerintah orde baru pada awalnya
menunjukkan adanya harapan yang lebih baik dibandingkan
dengan masa-masa sebelumnya. Siabilitas mulai terwujud, baik

E dalam politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan
F keamanan.

Kehidupan politik mulai ditata sedemikian rupa sehingga
mendorong  terciptanya stabilitas  politik. Keadaan sernacam

| Ini penting karena merupakan modal dasar bagi pelaksanaan

pembangunan. Jika pada masa sebelumnya, jumlah partai sangat

besardankurang menguntungkanmulaiditatadandisederhanakan.

*ada tahun 1971, partai politik yang diakui pemerintah tinggal 10

| partai. Jumlah partai sebanyak ini masih dianggap terlalu besar
 schingga dalam perkembangannya, setelah melalui berbagai
b liskusi dan musyawarah akhimya diperoleh kesepakatan bahwa

junlah partai yang diakui sebagai organisasi peserta pemilu tahun
19?77 tinggal tiga, yaitu PPP, Golkar dan PDI.

Pembangunan ekonomi mendapat perhatian yang serius

| achingga mampu meningkatkan kesejahteraan masvarakat.

I*embangunan dilaksanakan melalui tahapan Repelita. Disamping
i, terdapat berbagai kebijaksanaan guna mengoptimalkan
pelaksanaan pemabnguna secara menyeluruh, adil dan merata.
Misalnya, konsep delapan jalur pemerataan.

Memang harus diakui bahwa pelaksanaan pemerintah
vang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
sccara murni dan konsekuen telah banyak meningkatkan taraf
hidup bangsa Indonesia. Meskipun harus diakui pula bahwa

E masih ada kekurangan-kekurangan yang harus disempurnakan.
- Gerakan reformasi yang muncul di akhir tahun 1998 dan terus
- menggelindingsampaipadasaatini merupakansalahsatuindikator

ketidakpuasan rakyar terhadap kebijaksanaan pemerintah orde
baru,

"~ 2.3.4 Masa Reformasi

Hampir tidak ada orang yang merasa puas terhadap apa yvang
telah diperolehnya. Itulah salah satu sifat manusia yang selalu tidak
pernah akan puas, serakah dan terus memburu apa yang belum
atau ingin diperolehnya. Apa yang terlah dicapai oleh pemerintah
orde baru dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya telah
melahirkan ketidakpuasan rakyat dan seluruh masyarakat
Indonesia. Atas keadaan seperti itu, maka munculnya gerakan
protes, pemogokan, demonstrasi merupakan konsekuensi logis



dari dinamika masyarakat, dimana kesemuanya menuntut adanya
reformasi di segala aspek kehidupan.

Beberapa persoalan menarik yang perlu dikaji sehubungan
dengan gerakan reformasi, diantaranya: Pancasila sebagai Dasar
Negara, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, serta
seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai
kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, pandangan hidup
bangsa Indonesia maupun ideologi nasional, kiranya tidak banyak
mendapat perhatian dari para aktivis gerakan reformasi. Artinya,
kita dapat memahami bahwa kedudukan Pancasila seperti diatas
masih dapat diterima.

Sedangkan kedudukan UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional negara Republik indonesia pada dasarnya masih
dapat diterima. Adanya tuntutan akan amandemen terhadap
UUD 1945 lebih disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi
terthadap setiap pasal UUD 1945. Misalnya “Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatan selarna lima tahun dan sesudahnya
dapat dipilih kembali. Sebagai termaktub dalam pasa 7 UUD
1945, ketentuan ini sebenarnya cukup jelas, tetapi akhirnya
muncul pro dan kontra mengenai beberapa kali seseorang dapat
dipilih kembali. Persoalan ini semakin gencar dipertanyakan,
manakala pemerintah yang berkuasa mulai banyak melakukan
penyimpangan yang sangat mendasar sifatnya. Artinya, jika
mantan Presiden Suharto tidak banyak melakukan KKN mungkin
tidak banyak orang mempermasalahkan.

Namun demikian, beberapa persoalan yang segera ditata
sesuai dengan cita-cita reformasi, di antaiznya menata hubungan
tata kerja antar Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara.
Pertama mengembalikan kedudukan MPR sebagai Lemabga
Tertinggi Negara dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sehingga
tugas-tugas kenegaraan dapat berjalan dengan lebih baik. Belum
semua ketentuan dalam pasal 3 UUD 1945 dilaksanakaan
secara penuh oleh MPR. Selama ini, MPR hanya melaksanakan
tugas sebagai formalitas. Oleh karena itu, tidak mengherankan
apabila MPR tidak mengetahui adanya penyimpangan atau tahu
tetapi membiarkannya. Tentunya, MPR masih banyak memiliki
kesempatan untuk berbuat demi kemajuan dan kejayaan
Indonesia, sekaligus kesejahteraan rakyatnya. Apakah kinerja MPR

yang kurang optimal karena anggota-anggota lembaga dilantik
olch Presiden ? '

Kedua, mengoptimalkan fungsi DPR sesuai dengan UUD
1945. Selamna ini ada kesan bahwa DPR tidak dapat melaksanakan
lungsinya secara baik, terutama fungsi kontrolnya. Hak-hak DPR
neperii hak angket, interpelasi, budget, inisiatif dan sebagainya
tidak pernah dimanfaatkan, DPR hampir tidak pernah memiliki
kekuatan untuk menolak RUU yang diajukan pemerintah,
meskipun RUU it sebenarnya kurang menguntungkan rakyat
dan hanya menguntungkan segelintir orang. Oleh karena iw,
kinerja DPR harus ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Sangat ironis, jika ketentuan yang telah dibuat oleh suatu
lembaga negara tidak dapat dilaksanakan secara baik, termasuk
vleh lembaga yang membuatnya,

Ketiga, kekuasaan Presiden, baik sebagai Kepala Negara
maupun Kepala Pemerintahan perlu diatur secara tegas. Hampir
sernua Lembaga Tertinggi dan lembaga Tinggi telah memiliki
LIU yang mengaturnya, mengapa lembaga kepresidenan tidak
memilikinya ? Ketentuan yang menetapkan : “Kekuasaan kepala
negara tidak tak terbatas” memiliki makna ganda sehingga selalu
diinterpretasikan sesuai dengan keinginan penguasa. Kerancuan
inilah yang perlu diperhatikan. Jika perlu melalui amandemen.

Keempat, kedudukan MA sebagai lembaga yudikatif perlu
ditegakkan agar supremasi hukum dapat dilaksanakan. Jika perlu
setiap peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UU
direview oleh MA sebelum diberlakukan secara resmi. Jika MA
beranggapan bahwa aturan itu tidak menguntungkan rakyat,
maka MA berwewenang membatalkannya. Kita tidak boleh merasa
malu dan berdalih bahwa ini adalah demokrasi Pancasila. Dengan
demikian akan terjadi perimbangan kekuasaan dan akhirnya akan
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, jujur, adil, bersih
dan berwibawa.

Kelima, lembaga-lembaga lain seperti DPA dan Bapeka
harus dikembalikan fungsinya sehingga dapat melaksanakan
tugas sebagai mestinya. Beberapa kasus yang terjadi seringkali
sangat memalukan bangsa yang sering mengaku sebagai bangsa
beradab.

l ML PTTLY T R ¢ |
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BABIIT 7

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Pada bab ini Pancsaila akan dikaji dari pendekatan kefilsafatan.
Oleh karena itu setelah mempelajari bagian-bagian dari bab ini
mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hal-
hal sebagai berikut:

t. Pengertian dan ciri-ciri berfikir kefilsafatan
Pengertian sistem dan unsur-unsurnya
Pendekatan Pancasila dari sudut kefilsafatan

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat

L

Hakekat dan makna dari sila-sila Pancasila

3.1 PENGERTIAN DAN CIRI-CIR] BERFIKIR KEFILSAFATAN

Secara etimologisvistilgh’ﬁlsal’at berasal dari bahasa Yunani
Philo-shophia. Istilah ini merupakan bentukan dari kata asal philo
(philein) yang berarti cinta, dan sophos yang artinya hikmah/
kebijaksanaan. Jadi filsafar artinya mencintai hal-hal yang sifatnya
bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai
hakekat dari segala sesuatu yang mencari sebab-sebabnya yang
terdalam dengan menggunakan rasiofakal budi manusia .

Filsafat merupakan ilmu pengetahuan artinya seperangkat
pengetahuan-pengetahuan tentang suatu obyek tertentu yang
dihimpun oleh manusia secara sistematis dan logis dengan
mempertanggungjawabkan obyek kajiannya dengan menunjukkan



sebab musababnya. Melalui proses belajar mengajar, membaca,

diskusi, penelitian dan sebagainya, pengetahuan (knowledge)
manusia berkembang menjadi ilmu pengetahuan (science). Setiap
ilmu pengetahuan itu pasti mempunyai obyek material tertentu,

llmu botani misalnya berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, ;

ilmu bumi obyek materialnya bumi, ilmu jiwa obyek materialnya
adalah jiwa dsb. Obyek material filsafat adalah jauh lebih luas,
yaitu segala sesuatu yang ada, pernah ada, akan ada, yang kelihatan
maupun yang tidak kelihatan, yang rchani maupun yang jasmani,
yang konkrit maupun yang abstrak.

Filsafat tidak menyelidiki struktur obyeknya dan bagaimana

obyeknya sebagimana ilmu pengetahuan pada umumnya,

melainkan selalu menyelidiki hakekat obyeknya, mencari inti
hakekatnya, dengan berpikir yang sedalam-dalamnya secara
mendasar sampai pada akar-akarnya yang terakhir.

Filsafat bukan agama, karena dalam agama manusia bertitik |}
tolak dari wahyu ilahi, dari ungkapan tohan kepada hambaNya.
Filsafat sama sekali tidak bertitik tolak dari wahyu ilahi, melainkan

senantiasa tetap mempergunakan rasiofakal budi murninya,

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa objek kajian
filsafat meliputi:

1. Objek Material: yaitu kajian filsafat yang meliputi sesuatu

baik berupa material kongkrit seperti: manusia, alam, benda
binatang, dll. maupun sesuatu yang absirak seperti : nilai- |

nilai, ide-ide, ideologi, moral, pandangan hidup, dsb.

2. Objek Formal. merupakan cara pandang seseorang terhadap
objek mmaterial tsb. misalnya dari sudut pandang nilai
(bidang aksiologi), dari sudut pandang pengetahuan (bidang
epistemologi), dari sudut pandang keberadaan (bidang ontologi),
dari sudut pandang tingkah laku baik dan buruk (bidang
etika), dari sudut pandang keindahan (bidang estetika), dsb.
Filsafat khusus misalnya : filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat
bahasa, Filsafat Pancasila dsb. yang membicarakan hal-hal yang
sifatnya khusus.

Dari pengertian tentang filsafat di atas dapat diketahui ciri-ciri

berﬁkir_lﬂcgtj_l_s_g_fgﬁg, yaitu:

1. Bersifat kritis: yaitu selalu mempertanyakan segala sesuatu,
problema-problema, dan hal-hal yang dihadapi manusia.

2. Bersifat terdalam (radikal): yaitu bukan hanya sampai pada
fakta-fakta yang sifatnya khusus dan empiris belaka, namun
sampai pada intinya yang terdalam yaitu hakekat dari sesuatu
objek. (radix : akar-akamya).

1. Bersifat konseptual: yaitu tidak hanya sampai pada persepsi
manusia saja, tapi merupakan kegiatan akal budi dan mental
manusia yang berusaha menyusun konsep-konsep yang
berasal dari generalisasi serta abstraksi dari hal-hal yang
sifatnya khusus,

4. Koheren (runtut): yaitu berpikir secarasistematis, runtut, unsur-
unsurnya tidak saling terpisah, tidak saling bertentangan, tidak
acak-acakan, kacau, dan fragmentaris.

5. Bersifat Rasional: pemikiran-pemikirannya dapat diterima
oleh akal sehat manusia (logis)

6. Bersifat menyeluruh (komprehensif): kesimpulan diambil
berdasarkan banyak pertimbangan dari berbagai sudut
pandang berbeda dengan ilmu pengetahuan .

7. Bersifat Universal: bersifat umum bagi seluruh umat
manusia, tidak terbatas oleh ruang dan waktu,misalnya keadil
an, kebenaran kebaikan.

8. Bersifat spekulatif: yaitu menduga-duga/ memprediksi dengan
kekuatan akal manusia untuk menemukan jawaban dari fakta
yang dihadapi.

9. Bersifat Bebas: tidak terikat pada kekangan-kekangan sosial,
palitik, tradisi, agama dan moral.

10. Implikatif: jawaban dari suatu permasalahan tidak pernah
tuntas, tetapi menimbulkan pertanyaan baru lagi.Misalnya
masalah keadilan.Adil itu apa? Banyak pendapat dan teori
dipakaisebagaiacuan untuk menjawabmasalahitu,jawabannya
selalu tidak pernah tuntas, dan akan menimbulkan persoalan
baru lagi.

11. Reflektif: dalam melihat (berkaca) pada kehidupan di
masyarakat, apa yang sebaiknya dilakukan agar hidup menjadi
lebih baik dan bermakna.Misalnya masalah kemiskinan.Kita




tidak boleh terlalu Jama meratapi nasip mengapa miskin, tetapi
apa yang harus dilakukan supaya tidak miskin.

Pendekatan studi Pancasila dapat secara ilmiah maupun
filsafati. Pendekatan studi Pancasila secara filsafati adalah
pembahasan Pancasila sampai pada hakekatnya yang terdalam
(objek formal), yang merupakan sistem pemikiran yang rasional,
sistematis, terdalam dan menyeluruh tentang hakekat bangsa,
negara dan masyarakat Indonesia (obyek material).

3.2 PENGERTIAN SISTEM DAN l.lusua—l.lllsunmr

Sistemdapatdidefinisi kan sebagal satu keSeluruhanyang terdiri
dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan
yang utuh. Tiap-tiap bagian merupakan tata rakit yang teratur, dan
tata rakit itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan, Tiap-tiap
bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian
yang lain, namun demikian tugas dan fungsi itu demi kemajuan,
memperkuat keseluruhan. Lemahnya satu bagian akan berdampak
negatif terhadap keseluruhan, sebaliknya kuatnya tiap-tiap bagian
akan memperkuat keseluruhan tersebut.

Suatu sistem harus memenuhi lima persyaratan seperti berikut
ini: —a priaydiatan sepIih belixut
1. Merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya

2. Bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung
kontradikdf

3. Ada hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya
Ada keseimbangan dalam kerja sama’
Semuanya mengabdi pada tujuan yang satu yaitu tujuan
bersama (Sri Soeprapto Wirodiningrat 1980: 94)

Pancasila yang telah disahkan secara formal di dalam
Pembukaan UUD 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem
filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari lima sila
itu merupakan satu kesatuan yang utuh.

3.3 PENDEKATAN STUD!I PANCASILA DARI SUDUT PANDANG
FILSAFAT

3.3.1 Ontologi. -+ ,.

Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang “4da”
yang “ada” dibedakan menjadi tiga, yaitu;"ada” dalam realitas/
kenyataan, “ada” dalam kemungkinan, dan “ada” dalam pikiran/
angan-angan. Dalam konteks ontologi, Pancasila “ada” dalam
realitas/kenyataan, sebab “ada” nya Tuhan, manusia, satu, rakyat
ilan adil, yang menjadi landasan sila-sila Pancasila itu “ada” dalam
realitas/kenyataan. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat
istiadat, budaya, dan religi,"ada” pada bangsa Indonesia sejak
dahulu kala, dan masih tetap “ada” sampai sekarang.

3.3.2 Epistemologi; erowe- o oo

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang
ilmu pengetahuan. 1lmu pengetahuan dapat diperoleh melalui:
akat/pembawaan, akal budi, indra khusus dan intuisi atau
ilham. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak
artinya, kalau ditemukan kebenaran baru, maka kebenaran yang
lama tidak berlaku lagi. Misalnya,pada waktu ditemukan teori
(;cosentris di mana yang menjadi pusat dari alam semesta/jagat
raya adalah bumi, teori itu menjadi tumbang setelah ditemukan
teori Heliosentris, di mana yang menjadi pusat dari alam sermnesta/
jagat raya tidak bumi tetapi matahari. Dalam mencari dan
menemukan kebenaran ada beberapa teori, di antaranya:
1. Teori kebenaran koherensi; dikatakan benar apabila ada

keruntutan antara data dan fakta, Misalnya kebenaran sejarah/

historis.

[S+]

. Teori kebenaran korespondent; dikatakan benar apabila antara
data dan fakta cocok,bisa dibuktikan, diuji dan dikaji secara
ilmiah.

3. Teori kebenaran pragmatis; dikatakan benar apabila ada

kegunaannya atau memberikan manfaat.

4, ‘Teori kebenaran konsensus; kebenaran diperoleh atas dasar

kesepakatan bersama.

B )

leori kebenaran empiris; kebenaran dlpero]eh atas dasar
pengalaman.




6. Teori kebenaran intuisi; diperoleh melalui kemampuan untuk
menangkap dan',memahami pengetahuan secara langsung
tentang sesuatu hal ,tanpa menggunakan indra atau akal.

7. Teori kebenaran rasio; dikatakan benar apabila bisa diterima
oleh rasiofakal sehat.

8. Teori kebenaran wahyu; kebenaran didasarkan atas wahyu,
bersifat dogmatis dan kebenarannya mutlak .

Dalam konteks epistemologis yang membahas metode yang
digunakan dalam menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat,
Notonegoro menggunakan metode analitika sintesa atau metode
induksi (penyimpuian dari hal-hal khusus ke umum). Ketika para
pendiri negara menggali dan merumuskan Pancasila, dimulai
dari pengamatan hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat istiadat,
budaya dan religi bangsa Indonesia, Dari pengamatan khusus
diperoleh nilai yang sama dan nilai itu dipakai sebagai dasar untuk
menyusun dan mempersiapkan rancangan dasar negara, sehingga
jiwa/roch yang ada dalam Pancasila itu sama,untuk seluruh bangsa
Indonesia . Dengan adanya metode ilmiah seperti ini menjadikan
Pancasila dapat diperntanggungjawabkan secara ilmiah.

Dilihat dari aspek epistemologi, Pancasila merupakan
pengetahuan ilmiah dan filsafatidan  bisa ditelii dan diuji
kebenarannya.

3.3.3 AkSiOIOgi. P N L L R T e

PR

Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang
nilai. Sesuatu dikatakan bernilai karena bermanfaat, benar, baik,
indats atau religius. Fungsi nilai adalah merupakan landasan atau
motifasi bagi manusia untuk bersikap dan berbuat atau tidak
berbuat sesuatu.

Dalam konteks aksiologis, Pancasila sebagai sistem filsafat
mengandung nilai manfaat yaitu untuk mempersatnkan bangsa
Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa ini, dan mengandung
nilai manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemnegara.Pancacila
merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diangkat dari kehidupan
bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sesuatuhal yang baik benar
dan indah. Notonagore membagi nilai menjadi tiga;

1. Nilai vital adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia
untuk bisa hidup.

2. Nilai material; adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia
agar dapat melakukan aktifitas/kegiatan. '

3. Nilai kerochanian; adalah segalasesuatuyang d_ibU‘Ul}kaﬂ 0?'3*{
jiwa/rochani manusia;yaitu nilai Tfaligius,nilal kebaikan,nilai
kebenaran dan nilai keindahan kejiwaan.

Dilihat dari aspek aksiologis, menurut Notonagoro I ﬂﬂ_‘:a?ﬂa
termasuk nilai kerochanianyang tidak meninggalkan nilai vital
dan nilai material.

3.3.4 Filsafat Manusia (Antropologi).

Dalam konteks antropologis, membahas tq'ex?tang hakekat
manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat bertlt.lk tolal'(‘padaf
hakekat kodrat manusia yang “monopluralis” yaitu terdiri dari
susunan kodrat monodualis jiwa dan raga; kedudukan kod_lrat
monodualis makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan; SlfaF
kodrat monodualis makhtuk individu dan sosial. Manusia (sebagai
warga negara ) yang baik adalah manusia yang bisa menempatkan
diri secara individu maupun kelompok kebangsaan yang sela!u
diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasan yang harmonis.
untuk kebaikan bangsa dan negara..

3.4 KESATUAN S1LA-SILA PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM

FILSAFAT

.Meskipun Pancasita terdiri dari lima sila, tetapi'kelimal‘-.ya
merupakan satu kesatuan yang bulat dan l!t'-lh- Masing-masing
sila tidak dapat berdiri sendiri, maksudnya sila yang satu terlepas
dari sila yang lain. Sila-sila Pancasila mempulyal hubungan yang
erat antara yang satu dengan lainnya. Kelima stlaitu bersama-sama
menyusun pengertian yang satu, bulat dan utuh.

Sebagat sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan
di antaranya sebagai berikut: ‘ o
a. Sebagai satn kesatuan yang utuh, berart? kelin}a Sll‘a Flarl sila

I s.d. V merupakan satu kesatuan yang tidak blsg dlp]sal“lkan‘

Memisahkan satu sila berarti menghilangkan arti Pancasila.



b. Bersifai konsisten dan koheren, berarti lima sila Pancasila
itu urut-urutan sila I s.d. V bersifat runtut tidak kontradiktif,
dan nilai yang lebih esensial didahulukan. Esensi pokok
sila 1 s.d. V : Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Tuhan
menciptakan manusia, manusia butuh interaksi dengan
‘manusia lain (persatuan), setelah bersatu mencapai tujuan
bersama (keadilan) dan perlu musyawarah lebih dahulu.

¢. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian
lain, berarti sila I s.d. V ada hubungan keterkaitan dan
ketergantungan yang menjadi lima sila itu bulat dan utwuh

d. Ada kerjasama, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah
pendukung Pancasila itu yang melakukan kerjasama yaitu
bangsa Indonesia sendiri.

e. Semua mengabdi pada satu tujuan yaitu tujuan bersama,
maksudnya adalah semua pendukung Pancasila (bangsa
indonesia) harus bekerjasama untuk tujuan bersama seperti
yang dimaksud dalam UUD 1945 yaitu kesejahteraan
bersama.

Konsekuensi dari sistern tersebut menyebabkan Pancasila
memiliki susunan hierarkhis dan bentuk piramidal. Hirarkhis
artinya  bertingkat, sedangkan piramidal  dipergunakan
menggambarkan hubungan yang bertingkat dari sila-sila Pancasila
dalam urut-urutan luas cakupan (kuanutas) dan juga dalam hal isi
sifatnya (kualitas). :

Kalau dilihat dari esensinya, urut-urutan lima sila ini
menunjukkan rangkaian tingkat dalam “luas cakupan” dan “isi
sifatnya.” Artinya sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit/
kecil cakupannya atau merupakan pengkhususan atau bentuk
penjelmaan dari sila-sila yang mendahuluinya. Dengan adanya
urut-urutan dari kelima sila Pancasila yang mempunyai hubungan
mengikat satu sama lain, sehingga Pancasila merupakan satu
kesatuan yang bulat dan utuh. Hal inj menjadikan setiap sila dari
Pancasila di dalamnya terkandung sila-sila lainnya, ini berarti :

1. KeTuhanan Yang Maha Esa, adalah KeTuhanan yang

berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan

berkeadilan sosial.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang

berkeTuhanan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan
sosial

3. Persatuan Indonesia adalah peréatuan yang berkeTuhanan,
berkemanusiaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial

4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan adalah kerakyatan
yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan dan
berkeadilan sosial.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalahkeadilan
yang berkeTuhanan, berkemanusianberpersatuan dan
berkerakyatan.

Konsekuensi logis dari hierarkhis piramidal sila-sila Pancasila

tersebut, maka sila ke-Tuhanan yang Maha Esa menjadi puncak o e

dari sila di bawahnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab 7

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun hubungan antara

sila-sila Pancasila itu adalah sebagai berikut: (Notonegoro 1975:

44)

1. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-
silall, I, IVdan V

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai
oleh sila I dan meliputi serta menjiwai sila-sila I1I, [V dan V

3. Sila Persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila I dan II
dan meliputi serta menjiwai sila [V dan V

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, diliputi dan dijiwai oleh
sila-sila L, II, dan III serta meliputi dan menjiwai sila V

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan
diliputi oleh sila I, II, IH, IV



Silal Silal

Sila 11 Silali
Sila 111 Sila Il
Sila IV Sila IV
SiaV SilaV

Keterangan: Beda gambarnya tetapi keduanya memiliki substansi sama

3.5 HAKEKAT SiLA-SILA PANCASILA

3.5.1 Sila KeTuhanan Yang Maha Esa

Dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa ini aninya bahwa
bangsa Indonesia mengakui dan menghormati agama. Pancasila
sebagai dasar negara merumuskan hubungan yang sebaik-baiknya
antara Tuhan dan manusia, antara agama dan negara. Dengan sila
ini jelas tidak ada tempat untuk atheisme yaitu faham dan sikap
menolak adanya Tuhan. Juga tidak ada tempat bagi politheisme

yaitu faham bahwa banyak Tuban atau dewa. Juga tidak ada tempat |

bagi Pantheisme yaitu faham bahwa semua itu adalah Tuhan dan
Monisme yaitu paham bahwa yang ada sungguh-sungguh itu hanya

tunggal yaitu Tuhan. Negara kita juga bukan. negara profan atau j
sekuler yaitu negara yang sama sekali tidak menghiraukan m;ala'l—' ]

keagamaan dan ketuhanan.

Nilai ini mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang

diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat Yang Maha _
Tunggal tiada duanya. Yang Sempuma sebagai penyebab pertama |
(kausa prima}. Ekspresi dari Nilai KeTuhanan Yang Maha Esa

menuntut manusia Indonesiauntukbersikap hidup, berpandangan

hidup “taat” dan “taklim” kepada Tuhan dengan dibimbing oleh §

ajaran-ajaran-Nya. Taat mengandung makna setia, menurut apa

yang diperintahkan dan hormat/cinta kepada Tuhan. Sedangkan
taklim mengandung makna memuliakan Tuhan, memandang ;

Tuhan terluhur.

Nilai KeTuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan |
kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tak ada j

paksaan dan antar penganut agama yang berbeda harus saling
hormat menghormati atau toleransi. ' '

Tuhan adalah realitas pertama, “Causa prima”, realitas
tertinggt, pencipta alam semesta,tidak bergantung pada apapun
dan siapapun (ingat sifat-sifat Tuhan dalam Asmaul Husna). Yang
Maha Esa artinya yang satu (tunggal), baik sifatNya, DzatNya,
perbuatanNya, KehendakNya, adaNya.

Tuhan it ada dalam realitas/ kenyataan.Bukti-bukti adanya

"Tuhan itu secara filsafati dapat dibuktikan:

I. Secara Ontologis. Ontologi adalah cabang filsafat yang
membahas tentang “ada” Tuhan "ada” dan sempurna. Sesuatu
di dunia ini tidak berada karena dirinya sendiri, tetapi ada
karena ada yang menciptakan. Semua yang ada didunia ini
tidak ada yang sempurna dan tidak akan ada yang menyamai
kesempurnaan Tuhan.

. 2. Secara Kosmologis. Kosmologi adalah cabang filsafat yang

membahas tentang dunia/ alam semesta, di antaranya
membahas tentang ruang, waktu, gerak, perubahan, keabadian,
kesempurnaan, tujuan, keteraturan dan kausalitas. Contoh
dalam kausalitas(hubungan sebab akibat)yaitu hubungan.
anak, bapak, kakek, dst. Sampai kepada yang tidak disebabkan
yang lain disebut sebab pertama (causa prima). Sebab pertama
adalah Tuhan yang tidak disebabkan oleh yang lain.

| 3. Secara Teleologis: adanya keteraturan yang bertujuan dan

konsep keterpolaan (designer).Alam semesta menunjukkan
bentuk keteraturan ini dan segala sesuatu di alam semesta
diatur menurut tujuan tertentu. Bagian-bagian di alam
semesta ini mempunyai hubungan yang erat satu sama lain
dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat
dzat yang menentukan tujuan tersebut, yaitu Tuhan.

|4, Secara Realitas: setiap suku bangsa mengakui adanya suatu

realitas tertinggi dengan sebutan bermacam-macam : Tuhan,
Allah, Hyang Widi, Pangeran dsb.

5. Secara Moral: ada kehidupan masa depan yang abadi dan

Tuhan sebagai kebaikan tertinggi.Imanuel Kant mengatakan
dengan istilah “imperatif kategoris®,berbuat baik demi
kebaikan itu sendiri.Kalau sudah berbuat baik tetapi nasipnya



malah sengsara di dunia, masih ada harapan untuk meminta
keadilan pada Tuhan Secara moral kita yakin, Tuhan akan
memberikan kebahagiaan diakherat sesuai dengan apa yang
dilakukan didunia sesuai dengan hukum Tuhan.

Beberapa pandangan tentang hubungan negara dan agama
vang terdapat pada masing-masing paham sebagai berikut:

1. Paham Atheisme: Negara berideologi komunisme, menolak
agama karena agama racun masyarakat. Perkembangan agama
akan meruntuhkan paham komunisme. Misal bekas negara
Uni Sovyet, Cina, Kuba dsb.Pah.

2. Paham Atheisme:. Negara berideologi komunisme, menolak
agama karena agama racun masyarakat. Perkembangan agama
akan meruntuhkan paham komunisme. Misal bekas negara
Uni Sovyet, Cina, Xuba dsb.

3. Paham SekularismefLiberalisme: Memisahkan negara dengan
agama. Negara merupakan urusan dunia, agama merupakan
urusan akherat. Negara membebaskan warganya untuk
beragama. Agama bukan urusan negara tapi individu dan
umatnya masing-masing.

4. Paham Theokrasi;: Negara berdasarkan agama tertentu.
Kekuasaan negara merupakan perwujudan kekuasaan Tuhan.

Misal : Arab Saudi, Iran, Kuwait, Pakistan, Banglades, Malaysia,
dsb.

5. Paham Negara Pancasila. Contoh Indonesia. Indonesia bukan
negara theokrasi, negara sekuler / liberal dan atheis. Indonesia
adalah negara berdasarkan Xetuhanan Yang Maha Fsa.
Negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk dan
menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya. (Psl
29 ayat 2 UUD 45).

Hubungan Tuhan, Manusia dan Negara dapat dilihat pada
hubungan sebagai berikut :

1. Tuhan dengan Manusia: mempunyai hubungan sebab-akibat
secara langsung yaitu bahwa manusia merupakan ciptaan &
hamba Tuhan.

2. Manusia dengan Negara: mempunyai hubungan sebab-akibat

secara langsung yaitu bahwa adanya negara karena dibentuk
oleh manusia. o ' '

3. Tuhan dengan Negara: mempunyai hubungan sebab akibat
tidak langsung lewat manusia. Artinya negara dengan segala
aspek pelaksanaanya harus sesuai dengan hakekat Tuhan
sebagai causa prima. Peraturan negara tdk boleh bertentangan
dengan hukum-hukum Tuhan.

Dari segi bentuk rumusannya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa
mencerminkan suatu konsep ketuhanan monoteisme, kepercayaan
kepada adanya hanya satu Tuhan Bagi umat Islam, disebut tauhid
yang merupakan ajaran para Nabi yang berasal dari wahyu
Allah. Al-Quran (21:25) mengajarkan bahwa semua rasul Allah
menerima wahyu bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Al-Quran
(18:110) mengajarkan bahwa Tuhan umat manusia adalah Tuhan
yang Maha Esa. Kalimat syahadat yang diucapkan setiap muslim
sebagai pertanda keislamannya adalah persaksian bahwa tiada
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad
adalah rasul Allah. Keesaan mutlak Tuhan disebut di dalam Al-
Quran s. Al-lkhlash (112): “Katakanlah {Muhammad): “Dialah
Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah yang bergantung kepada-Nya
segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan,
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”,

Jika diperhatikan lahirnya perumusan Pancasila pada tanggal
18 Agustus 1945 dalam pertemuan khusus mendahului rapat
pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara Ki Bagus
Hadikusumo dan Mr. T. Mohammad Hasan yang dihadiri juga
oleh Dis. Mohammad Hatta, sebagai ganti dari rumusan yang
tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, maka penunjukan
rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa kepada arti tauhid dapat
dipahami. Ki Bagus Hadikusumo pernah memberi jawaban atas
pertanyaan tentang arti umusan itu, bahwa yang dimaksudkan
adalah tauhid (Prawoto, 1977 h. 33-35).

Dari segi nilai yang terkandung di dalam sila Kemhanan
Yang Maha Esa, dapat disebutkan bahwa Islam ini merupakan
dasar kerochanian, dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam
melaksanakan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dalam
kehidupan bernegara berasas Ketuhanan Yang Maha Esa antara
lain berarti di dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara



wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk
Tuhan Yang Maha Esa, tidak dibenarkan menyimpang dari
ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh-Nya. Peraturan-
peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa
wajib memperhatikan dan menghormati aturan-aturan ‘Tuhan
Yang Maha Esa. Menurut Mohammad Hatta {1977, h.28), sila
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin
cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala
yang bagi masyarakat dan pemerintahan negara pada hakekatnya
tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai
kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian
dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan sila Ketuhanan
Yang Maha Esa politik negara mendapat dasar moral yang kuat, sila
ini menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan,
kebaikan, kejujuran dan persaudaraan.

Tentang jalan lurus yang harus ditempuh manusia dalam
hidupnya Al-Qur'an (6:153) mengajarkanbahwa jalan lurus adalah
yang ditunjukkan oleh Allah dalam Islam, umat manusia supaya
mengikutinyg. Keharusan orang-orang beriman untuk taat kepada
Allah, rasul-Nya, dan penguasa (ulil amri) yang tidak menyimpang
dari jalan lurus diperintahkan dalam Al-qur'an {4:59). Keharusan
umat beriman untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan
dengan ketentuan Allah dan rasul-Nya diperintahkan dalam Al-
Qur'an {4:45). Keharusan dan adil diajarkan antara lain didalam
Al-Qur'an (4: 58). Menegakkan nilai persamaan, kekeluargaan dan
kerjasama kemanusiaan diajarkan didalam Al-Quran (49 : 13).

Sebagai asas hidup bermasvarakat, sila Ketuhanan Yang Maha
Esa menuntut agar bangsa Indonesia dalam melaksanakan hidup
bermasyarakat memperhatikan dan menghormati petunjuk-
petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Memupuk kerjasama kemanusiaan
menuju kepada kerukunan, menghormati kebebasan beragama
dan beribadat menurut keyakinan agama masing-masing, tidak
memaksakan agama kepada orang lain.

Al-Qur'an (5: 2) mengajarkan agar umat beriman bertolong
menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan. Al-Qur'an (60: 8-9)
mengajarkan agar orang-orang beriman berbuat baik dan berbuat
adil kepada siapapun, selagi tidak memusuhi kaum muslimin
karena agama yang dianut dan tidak pula mengusir umat Eslam

dari kampung halamannya. Tetapi umat Islam dilarang berkawan
dengan orang-orang yang dengan nyata memusuhi umat Islam
karena agama yang dianut, berusaha mengusir dari kampung
halamannya dan memberi bantuan kepada orang-orang yang
berusaha mengusir umat Islam dari kampung halamannya, Al-
QQur'an (2; 256) melarang umat Islam memaksakan agama Islam
kepada orang lain. Al-Qur'an (18 : 29} memberi kebebasan kepada
manusia untuk menerima kebenaran Islam atau menolaknya. Al-
(Jur'an (10: 99} mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dipaksa
untuk beriman. Al-Qui'an s. Al-Kaafiruun (10%9) .mengajarkan
bahwa mencampur adukkan cara beribadah menurut berbagai
macam agama tidak dibenarkan, masing-masing penganut agama
dipersilahkan melakukan ibadat menurut caranya masing-masing
(lakum diinukum wa liya diin}.

Khusus mengenai tata hukum di Indonesia, bagi umat
Islam atas dasar sila Ketuhanan Yang Maha Esa diperlakukan
hukum agama Islam yang menjadi keyakinannya dan merupakan
tuntutan aqidahnya, sejalan dengan ajaran Al-qur'an (4: 59) vang
memerintahkan umat beriman taat kepada Allah, Rasul dan Ulul
Amri, Sejalan pula dengan kedudukan Piagam Jakarta menjiwai
dan merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 45 sebagaimana
dinyatakan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tempatnyalah
jika dikatakan bahwa hukum Islam bagi umat Islam dalam Negara
Republik Indonesia memperolehy kekuatannya sendiri untuk
diberlakukan terhadap umat Islam atas dasar Sila Ketuhanan Yang
Maha Esa, UUD 1945 pasal 29 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Secara implisit, berlakunya hukum Islam bagi umat Islam telah
menjadi bagian hukum positif, antara lain dalam UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang dalam pasal 2 ayat {1} diperoleh
ketentuan : "Perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

35.2 Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai ini mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku
yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas
dasar tuntutan mutlak hat nurani dengan memperlakukan suatu

[ hal sebagaimana mestinya. Perlu diperhatikan dan merupakan
E dasarhubungan sesama umatadalah pengakuan hak asasi manusia,



Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan 3

artabatnya sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Fsa yang sama
derajatnya yang sama hak dan kewajiban asasinya, Untuk itu perlu
dikembangkan sikap saling mencintai sesaina manusia, tenggang
rasa atau tepo seliro.

Kemanusiaan yang berasal dari kata ke + manusia + an, artinya

kesesuaian dengan hakekat manusia . Apa hakekat Manusia itu ?
Banyak pandangan tentang hal ini.

1.

2,

3.

Pandangan Materialisme (serba benda)

Epikurus {341-271 SM): Semua yang ada berasal dari materi
termasuk manusia. Manusia semata-mata jasmani, menolak
adanya Jiwa dan menolak keabadian. Karl Marx {1818-1883
M): Manusia pada prinsipnya dan pada akhirnya adalah
benda. Manusia adalah hasil resultante / akibat dari proses
unsur-unsur kimiawi.

Pandangan Spiritualisme

Dualisme Plato (429-347 SM) : Manusia terdiri dari dua
dunia, yaitu dunia “materi” dan dunia “ide”. Materi bersifat
temporer, tidak sempurna, serba majemuk, dan berubah. Ide
bersifat abadi, tetap, tunggal, dan sempurna. Jiwa manusia ada

_dalam dunia ide (pra eksisiensi) dan sudah ada sebelum hidup

di bumi. Aristoteles {384-322 SM) : Manusia merupakan satu
subtansi yaitu hylemorfisme; hyle (bahan} dan morfe (bentuk).
Badan merupakan hyle (bahan) dan Jiwa merupakan morfe
(bentuk). Badan berfungsi sebagai potensi sedangkan jiwa
berfurigsi sebagai aktus (pembentuk). Pada kematian manusia
jiwa dan badan hancurtetapi roch akan tetap hidup dan
abadi. . Imam Ghozali : Hakekat manusia adalah roh. Jasmani
merupakan kendaraan (alat) bagi roh untuk mengantarkan
tujuan hidupnya sehingga ia cakap dan mampu melaksanakan
amanat Allah.

Pandangan Eksistensialisme

Eksistensialisme mempunyai beberapa pengertian :

a. sebagai cara berada manusia yang khas (unik), yang
dibedakan dari semua hal yang lain.

4,

b.  cara beradanya  manusia ditengah-tengah alam
sekelilingnya.

¢. manusia sebagai sentrum atau pusat perhatian dan
pembahasan.

d. manusia dihargai sebagai pribadi yang penuh dan mampu
menyelesaikan persoalan-persoalan hidup secara mandiri
dan penuh.

Jean Paul Sartre {1905-1981) termasuk eksistensialisme yang
atheis. Ia menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang
sama sekali bebas, segala sesuatunya tergantung pada dirinya
sendiri, bukan se¢bagai makhluk yang harus mengadakan
perhitungan dengan Tuhan atau sesuatu yang transenden.
Pemikirannya ini dipengaruhi oleh Descarter “cogito ergosum”
aku berpikir maka aku ada. Hal ini mengisyaratkan bahwa
adanya sesuatu itu karena kontruksi manusia sendiri. Adanya
Tuhan karena dipikirkan manusia. Kalau manusia tidak
mengkontruksi Tuhan, maka Tuhan tidak ada. Gabriel Marcel,
Soren Keirkegaard, dan Karl Jaspers termasuk eksistensialisme
yang theis. Mereka berpandangan bahwa manusia sebagai
makhluk yang bergantung pada sesuatu yang lain, yaitu Tuhan
atau sesuatu yang bersifat transenden dan mendasarkan diri
pada salah satu bentuk kepercayaan religi.

Pandangan Fenomenologi

Sejauh realitas itu menggejala, manusia dapat memahami dan
mengertinya, bila realitas itu masih tertutup/tersembunyi,
manusia bertanya terus ingin mengerti. Max Scieler (1874-
1928): Manusia itu binatang yang menurut konstitusinya
(kodrat) sakit. Penyakitnya itu adalah karena adanya pikiran
yang selalu menanyakan segala fenomena yang dihadapinya.

Beberapa pandangan lain tentang Hakekat Manusia:

Menurut Notonagoro, hakekat manusia adalah Monopluralis,
Monodualis atau Majemuk Tunggal. Hakekat manusia terdiri
dari sepuluh unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu,




1. Susunan Kodrat, terdiri atas:

1. Raga, terdiri atas unsur: benda mati, tumbuhan (vegetatif)
dan binatang (animal).

b. liwa, terdiri atas unsur: akal, rasa dan kehendak
2. Sifat Kodrat, terdiri atas:
a. Makhluk individu
b. Makhluk Sosial
3. Kedudukan Kodrat, terdiri atas:
a. Makhluk berdiri sendiri
b. Makhluk Tuhan

Menurut Ernest Kasirer, hakekat manusia adalah ‘“animal
symbolicum” artinya manusia hidup dan berkomunikasi dengan
simbol-simbol. Menurut Huizinga, hakekat manusia adalah “homo
luden” artinya manusia pada hakekatnya mempunyai naluri untuk
bermain. Manusia yang baik dan berprestasi, adalah manusia
yang dapat memerankan perannya dengan baik di panggung
kehidupan. Menurut John Dewey (tokoh aliran pragmatisme)
bahwa manusia adalah “homo educandum® Pendidikan adalah
proses untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik.

Perbandingan tentang hakekat manusia menurut pandangan
Sosialisme, Liberalisme dan Pancasila dapat digambarkan sebagai
berikut :

§ Hak milikpribadi | § Hakmilikpribadi | § Hak milik

dibatasi berfungsi sosial _pribadi mutlak

Sosialisme Komunis Pancasila Liberalisme
§ Manusia makhluk B M?mus_la ma@luk 5 Manusia o
. pribadi sekaligus makhluk pribadi
sosial semata-mata .
makhluk sosial semala-mata
s  Manusia makhluk § {Manum.a mak!1]uk Manusia .
. . jasmani sekaligus makhluk rohani
jasmani belaka . . .
Rohani dan jasimani
§ Hak-hak :
asasi manusia §  Hak-hak asasi Hak-hak
diabaikan, terpadu dengan asasi manusia
kewajiban asasi kewajiban asasi diutamakan
diutamakan
§ Kebebasan § Kebebasan yang ?(eb.el?asan
individu dikekang bertanggungiawabr individu
ditonjolkan

Adil dan Beradab artinya menunjukkan sifat/kualitas manusia.
Adil artinya bersifat mau memberikan kepada orang lain apa
yang menjadi haknya. Hak merupakan  prinsip yang membuat
manusia dapat melakukan sesuatu.

Adil berasal dari bahasa Arab ‘adl sepadan dengan kata gisath,
wasath, mizan, nishaf, yang artinya sikap tengah yang seimbang dan
jujur, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, patutlayak,
wajar. Unsur-unsur keadilan meliputi :

1. keseimbangan (mauzun, balance)

2. persamaan (musawah, egalite, non discrimination)
3. pemberian hak (bak individu maupun hak sosial}
4. obyektif {jujur)

Lawan adil adalah zalim, lalim, sewenang-wenang, tidak jujur.
Akibat ketidakadilan, penderitaan, kemiskinan, kesengaraan,
ketidakpastian. Yang harus menegakkan keadilan adalah diri
sendii dan pemimpin masyarakat . Esensi memimpin adalah
menegakkan keadilan. Beradab artinya dengan akal budi, perasaan
dan kehendaknya manusia menciptakan filsafatat, ilmu, seni dan
teknologi, sehingga berkebudayaan tinggi.

Sila Kemanusiaan yvang adil dan beradab pada prinsipnya
ingin menempatkan manusian sesuai dengan harkatnya sebagai
makbluk Tuhan dan sikap saling harga menghargai antara sesama
manusia, juga sikap penghormatan bangsa Indonesia kepada
bangsa-bangsa lain (Krissantono, ed 1976, b. 39).

Menempatkan manusia sesuai dengan harkatnya sesuai
kedudukannya sebagai makhluk Tuhan berarii bahwa hak-hak
asasinya harus memperoleh layanan dan perlindungan dengan
semestinya. Hak hidup (keselamatan jiwa), hak atas keselamatan
badan, hak atas kebebasan diri, hak milik dan hak atas kehormatan
adalah hak-hak asasi manusia yang harus memperoleh
perlindungan {Moh. Hatta, 1977, h. 30). Nilai-nilai kemanusiaan
seperti persamaan, keadilan, tenggang rasa, mencintai sesama,
kesetia kawanan, kekeluargaan kemanusiaan dijunjung tinggi.




Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang

diberi kehormatan, dilebihkan kedudukannya diatas kebanyakan

makhluk-makhlukNya yang lain (Q. 17: 70). Umat manusia
diciptakan Allah berasal dari satu keturunan, kemudian dijadikan
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat menyelenggarakan
kehidupan bersama; manusia paling mulia di hadirat Allah adalah
yang paling taqwa kepadaNya (Q. 49: 13). Al-Qur'an (17: 90)
mengajarkan agar manusia berbuat adil, berbuatihsan (kebajikan)
dan memenuhi hak sanak kerabat; perbuatan keji kemungkaran
dan penindasan harus dijauhi. Al-Qur'an (49: 11) mengajarkan
agar manusia saling harga menghargai jangan merendahkan dan
jangan mengolok-olok. Hadits Nabi riwayat Bukhari - Muslim
mengajarkan bahwa orang belum beriman sehingga ia cintai
saudaranya seperti ia cintai dirinya sendiri (As-Suyuthi, 1954, 11, h.
204(. Hadits Nabi riwayat al-Qudha’l mengajarkan bahwa sebaik-
baik orang adalah yang paling memberikan manfaat kepada
sesama manusia (As Suyuthi, 1954, 11, h. 9).

Dikaitkan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila
Kemanusiaan yang adil dan beradab menanamkan keyakinan
bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mengemban
amanatNya (Q. 33: 72) untuk memakmurkan kehidupan di bumi
(Q. 11: 61). Sebagai pengemban amanat, manusia diberi gelar
kehormatan sebagai khalifah di bumi (Q. 2: 30). Khalifah berarti
pengganti atau wakil Allah yang dalam tindakan-tindakannya
tidak dibenarkan melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang telah
mengangkatnya sebagai wakil. Menetapkan aturan-aturan yang
bertentangan dengan aturan-aturan Allah merupakan pelanggaran
terhadap fungsi dan kedudukannya sebagai khalifah. Tetapi
dalam waktu sama, manusia sebagai khalifah harus berupaya
mengembangkan kehidupan yang termasuk wewenang sebagat
tercermin dalam hadits Nabi riwayat Muslim yang mengajarkan:
"Kamu lebih mengetahui vrusan keduniaanmu” (Muslim, tt, II,
h. 340).

Berhadapan dengan petunjuk-petunjuk Allah, manusia
sebagai khalifah diberi wewenang memikirkan pelaksanaan
dan pengembangan yang menyangkut pranata sosial. Dalam
pranata sosial pada umumnya diberikan Allah petunjuk-petunjuk
yang bersifat garis besar. Hanya beberapa yang diberikan secara

terperingi, seperti pranata-pranata keluarga, kewarisan, beberapa
hal mengenai kepidanaan. Petunjuk-petunjuk Allah * dalam
bidang aqgidah, ibadat mahdhah dan nilai-nilai akhlak adalah
mutlak. Manusia sebagai khalifah wajib tunduk, patuh dan taat
secara mutlak pula. Tradisi-tradisi warisan nenek moyang, apakah
seyogyanya dilestarikan atau dihentikan diukur dengan petunjuk-
petunjuk Allah yang bersifat mutlak itu, lebih-lebih dalam aspek
agidah. Hanya yang tidak bertentangan dengan ajaran tauhid saja
yang boleh dilestarikan.

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan
Allah yang berfungsi sebagai khalifah dan kelak akan kembali
kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan fungsinya kepada
Allah. Demikian jugalah kiranya hubungan antara sila Ketuhanan
Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya
difahamkan, agar diperoleh kesejalannya dengan petunjuk-
petunjuk agama Islam.

3.5.3 Sila Persatuan Indonesia

Nilai ini mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam
kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara
Indonesia. Nilai Persatuan Indonesia yang demikian ini merupakan
suatu proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme. Dengan
modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia baik
yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku
bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong
royong dan kebersamaan.

Dalam nilai ini terkandung adanya perbedaan-perbedaan
yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa,
baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama
maupun suku. Perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk
berselisih tetapi justru menjadi daya tarik ke arah kerja sama, ke
arah resultante/sintesa yang lebih harmonis. Pancasila menjadi
perekat dalam keanekaragaman, hal ini sesuai dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Iha.

3.5.3.1 Hakekat Bangsa

Apakah sesungguhnya hakekat dari bangsa itu ? Banyak
pendapat mengenai bangsa antara lain:



1. [Lrnest Renan.

fa mengatakan bahwa syarat adanya bangsa adalah ledesir d'stre |

ensemble artinya keinginan untuk bersatu. Jadi bangsa adalah
segerombolan manusia yang ingin bersatu , yang mau hidup
bersama-sama,sebagai suatu kesatuan, yang merasa ditinya
bersatu. '

2. Otto Bauer

Eine nation ist eine aus schicsagemein schaft erwachsene
charactergemeinschaft artinya bangsa adalah satu persatuan
perangai yang timbul karena kesatuan nasib

3. Ir Soekamo.
Dalam pandangan geopoliknya seperti yang diungkapkan
dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI
menyatakan bahwa kebangsaan adalah bersatunya manusia
dan tempat.

3.5.3.2 Faktor-Faktor Pembentuk Bangsa

Hidup kita adalah hidup bersama, oleh karena itu manusia
membentuk keluarga sebagai masyarakat yang terkecil. Keluarga-
keluarga terhimpun menjadi suatu keluarga besar, menjadi suku
bangsa. Suku-suku bangsa mewujudkan satu bangsa. Faktor-
faktor utama yang menentukan pembentukan kelompok ‘bangsa’
adalah:

1. Faktor genetis (keturunan) dari suku bangsa, keluarga, dan
rumpun

2. Geografis, yaitu iklim, keadaan tanah, kekayaan alam setempat,
fauna dan flora.

3. Historis, yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa penting,
bencana alam, pergolakan, nasib bersama.

4. Psikologis, yaitu sikap, cara khas bertindak dan bereaksi
sehingga menjadi kebiasaan, watak yang khas.

Faktor-faktor tersebut dengan faktor lainnya menyebabkan
sekelompok manusia menjadi satu bangsa (nation).

Hidup selalu menghadapai dan menerima tantangan. Dalam

hidup bersama yang berlangsung lama, dalam keadaan-keadaan
dan kejadian-kejadian yang dialami bersama itu, timbullah modus,

suatu cara menghadapi menerima dan menjawab tantangan yang
sama. Maka dengan demikian timbullah kebudayaan yang sama,
kesadaran yang sama, cara hidup yang sama, bahasa yang sama,
adat-istiadat yang sama, dan imbullah kesenian yang sama. Maka
timbullah “kepribadian nasional” yaitu keseluruhan sifat-sifat,
yang secara historis berkembang secara harmonis dan mewarnai
suatu bangsa secara stabil. Dari situlah muncul “kebudayaan
nasional” yaitu kebudayaan yang tumbuh dengan mencerminkan
kepribadian atau identitas nasional suatu bangsa.

Timbul pertanyaan: sudah adakah kepribadian nasional
Indonesia ? Kita belum dapat menyatakan bahwa masalah
kepribadian nasional Indonesia itu sudah selesai dan terang. Jelas
bahwa kepribadian nasional Indonesia itu sudah ada, bangsa
Indonesia sudah merdeka dan berdaulat. Kita sudah mempunyai
bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Kita sudah mempunyai
pandangan hidup Pancasila yang diangkat dan ditetapkan menjadi
dasar negara. Dengan kata lain secara lahir, secara ekstrinsik
kepribadian nasional Indonesia sudah ada. Tetapi harus kita
akui secara jujur bahwa kepribadian nasional secara instrinsik
belum ada, masih dalam proses. Kesadaran nasional kita belum
merata, Jutaan orang Indonesia di pedalaman belum mempunyai
kesadaran menegara. Cukup banyak warga negara Indonesia yang
belum memahami isi dan makna Pancasila. Menurut Prof. Harsya
Bahtiar, integrasi nasional {persatuan nasional) harus diartikan
sebagai proses penyesuaian pandangan dan tindakan segenap
warga negara sehingga mereka bersama-sama merupakan satu
kesatuan. '

Persatuan Indonesia menjadi syarat hidup bagi Indonesia
{Moh. Hatta, 1977, h. 32). Pada hakekawnya sila Persatuan
Indonesia mengandung prinsip Nasionalisme, cinta Bangsa dan
Tanah Air. Menggalang terus persatuan dan kesatuan Bangsa
(Krissantono, ed, 1976, h. 48). Persatuan Indonesia mengandung
di dalamnya. cita-cita persahabatan dan persaudaraan segala
bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan,
kejujuran, kesucian dan keindahan yang senantiasa dipupuk oleh
alamnya (Moh. Hatta, 1977, h. 33).

Sila Persatuan Indonesia mengandung unsur-unsur persatuan
dan kesatuan, ke Indonesia-an dan juga cita-cita persahabatan



dan persaudaraan segala bangsa. Unsur persatuan dan kesatuan
merupakan ajaran yang amat esensial dalam agama Islam. Sebelum
terjadi perpecahan, umat manusia merupakan satu umat (Q. 2:
213). Manusia diciptakan Allah berasal dari satu keturunan (Q.
4: 1, 49: 13). Umat beriman hendaklah bersatu padu berpegang
kepada agama Allah, jangan berpecah belah (Q. 3: 103). Umat
beriman agar taat kepada Allah dan RasulNya, jangan bertengkar
agar usaha tidak gagal dan kekuatanpun tidak hilang (Q. 8: 46).

Unsur ke-Indonesia-an termasuk bidang mu‘amalat yang
kepada umat manusia diberi kesempatan untuk prasangkan
menentukan lingkungan kesatuan sosialnya dalam wusaha
mencapai cita-cita bersama Al-Quran (49: 13) yang menegaskan
bahwa umat manusia yang diciptakan Allah berasal dari satu
keturunan itu, dijadikan Allah juga berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku, dengan maksud agar dapat mewujudkan kerjasama dalam
menyelenggarakan kehidupan bersama. Dengan demikian hidup
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu merupakan pembawaan
kodrat manusia, sepanjang dapat terwujud kerjasama bangsa-
bangsa, kebangsaan atas dasar perasaan bahwa bangsa tertentu
lebih tinggi martabatnya dari bangsa lain sama sekali tidak
dibenarkan, bahkan bertentangan dengan pembawaan kodrat
manusia. Jadi dalam kehidupan perseorangan dan keluarga
kecil tempat tinggal merupakan kebutuhan hidup yang bersifat
mutlak dan pemiliknya diberi kebebasan untuk menghuni dan
mempertahankannya dari gangguan orang lain, maka bagi satuan
sosial yang lebih luas, suatu bangsa berhak menentukan tempat
tinggalnya vang merupakan wilayah negara dan berhak bahkan
berkewajiban mempertahankannya dari gangguan bangsa lain.

Unsur cita-cita persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa

merupakan keharusan kodrati, sesuai kedudukan manusia sebagai

makhluk Tuhan yang diciptakan dari satu keturunan dan dijadikan
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat menyelenggarakan
kerjasama dalam menjalani hidup di dunia ini (Q. 49: 13).

3.5.4 SilaKerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai sila ini mengandung makna suatu pemerintahan
rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam

permufakatan atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat
wria mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan
demi mencapai kebaikan hidup bersama.

Di dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat
ini yang menjadi prioritas utama adalah “kualitas” itu sendiriT
yaitu isi, bobot dari usulan yang diajukan. Meskipun usulan dari
golongan mayoritas tetapi jika isi dan bobot dari usulan tersebut
lidak berkualitas maka tidak bisa diterima, sebaliknya meskipun
dari golongan minoritas jika isi dan bobotnya berkualitas maka
bisa diterima. Cara-cara seperti ini yang dikehendaki oleh sistem
“Demokrasi Pancasila” yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena titik
beratnya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama,
naka Demokrasi Pancasila pahamnya adalah kekeluargaan dan
kebersamaan.

Sebagai paham  kekeluargaan, demokrasi Pancasil?
mengandungmuatandelapanprinsipdasarmekanismedemokrasn
di antaranya ialah : (1) berpaham negara hukum (2} berpaham
konstitusionalisme (3) supremasi di tangan rakyat berdasar
tIndang-Undang (4) pemerintahan yang bertanggung jawab (5)
Pemerintahan berdasarkan perwakilan (6) sistem pemerintahan
yang bersifat presidensial (7} tidak mengenal mayoritas dan
minoritas demi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan nilai demokrasi Pancasila, semua
manusia [ndonesia sebagai warga negara dan waiga masyarakat
mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Oleh
«arena itu dalam menggunakan haknya setiap individu harus
mempethatikan dan mengutamakan kepentingan bersama:
Dengan etiket baik dan penuh tanggung jawab harus menghormati
dan mentaati setiap hasil keputusan yang telah disepakati bersama
dalam lembaga perwakilan rakyat. Keputusan yang diambil .ha.msf
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
kebebasan dan keadilan dengan tujuan untuk membangun dan
mengembangkan hidup yang mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan bersama.

Nilai demokrasi dalam sila keempat ini harus diwujudkan
juga di bidang ekonomi yaitu untuk mewujudkan ldln}_!l
persamaan kedudukan dan peranan dalam bidang ekonom
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kesatuan  membicarakan dan menentukan tujuan bersama

artinya mereka menyadari bahwa masyarakat itu secara de fakeo
lidak sempurna, sehingga sebagai pribadi dan masyarakat saling
membutuhkan, sehingga saling menyadari bersama-sama dapat
mengatur kehidupan masyarakat dengan baik, sehingga mereka
mempersatukan diri. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan
rakyat yg dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila.
Ciri wtamanya berasaskan kekeluargaan.

Perbandingan demokrasi Sosialis, Liberal dan pancasila dapat
digambarkan sebagai berikut:

Demokrasi Sosialis . . Demckrasi
Komunis Demokrasi Pancasila Liberal
§  Atheistis §  Monotheistis § Sekuler f profan
§ Menonjolkan $ Memadukan M . oilka
kesosialan kepribadian dg $ enf)n}o‘ th
. . kepnbadian mns
manusia kesosialan mns
§$ Mengabaikan § Hakasasi terpadudg | § Menonjolkan hak
hak asasi kewajiban asasi A8aSi
§ Mengurangi § Kebebasan yang § Menputamakan
kebébasan bertanggungjawab kebebasan
§ menolak §  Menjunjung tinggi $ Mengabaikan
kebagsaan kebangsaan kebangsaan
§ Tidakada oposisi | § Tidak ada oposisi § Adaoposisi &
dan kel?ebasan perbedaan diatur ada perbedaan
herpendapat oleh konstitusi pendapat
§ Dominasi partai | § Tidak ada dominasi s Domlr‘mm
mayoritas
. § Putusan d
§ Putusan di & § Puwsan melalui
. musyawarah dan
tangan parta)y PUngulan suara

pungutan suara

§ Mengutamakan

kepentingan §  Mengutamakan § Mengutamakan

kepentingan rakyat mayorifas menang

negara

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan pada hakekatnya adalah

demokrasi. Tetapi demokrasi yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan; dalam hubungannya dengan sila Ketuhanan Yang
Maha Esa, kerakyatan berarii demokrasi yang memperhatikan
dan menghormati nilai Ketuhanan atau nilai agama. Kerakyatan
yang Dberarti bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan
bernegara harus dilakukan dengan cara musyawarah yang secara
moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha
ksa. Musyawarah dilakukan dalam lembaga perwakilan rakyat
yang benar-benar mencerminkan keinginan-keinginan rakyat,
tidak hanya mencerminkan dominasi kelompok kuat terhadap
kelompok lemah.

Asasmusyawarah dalam menyelenggarakan kehidupanbersama
diajarkan di dalam Al-Quran (3: 159 dan 42: 38). Musyawarah
harus didasarkan kepada ajaran-ajaran Tuhan, sesuai perintah Al-
Qur'an (4: 59) tersebut, harus dikembalikan kepada ajaran Allab
dan RasulNya, mana yang lebih mendekati ajaran-ajaran Allah
dan RasulNyalah yang diambil sebagai putusan. Musyawarah
yang dapat mengambil putusan dengan mufakat disebut ijma’ dan
merupakan putusan yang tertinggi nilainya. Putusan musyawarah
yang dicapai dengan ijma’ disini bukan dalam pengertian ilmu
Ushul Fiigh, tetapi dalam pengertian logat. Jika i)ma’ tidak dapat
dicapai, sistem pemungutan suara dapat juga ditempuh. Namun
dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, petunjuk-
petunjuk Tuhan harus benar-benar diperhatikan dan dihormati,
sehingga putusan-putusan musyawarah tidak menyimpang dari
petunjuk-petunjuk Tuhan. Memperhatikan dan menghormati
petunjuk-petunjuk Tuhan dalam melaksanakan musyawarah
dapat menjadi isi pimpinan hikmat kebijaksanaan.

Sistem perwakilan dalam melaksanakan musyawarah termasuk
bidang mu‘amalat yang menjadi wewenang manusia untuk
menentukannya. Dalam Islam dikenal adanya ‘ahi al-halli wa 1-
‘aqdi” yang berarti kelompok yang mampu memecahkan masalah
dan menyimpul penyelesaiannya, yang dapat mencerminkan
persyaratan para anggota musyawarah. Anggota musyawarah
harus benar-benar memiliki kecakapan dan kemampuan untuk

memecahkan masalah-masalah hidup kenegaraan, tetapi juga

berjiwa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.




3.5.5 S§ila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna yang terkandung dalam sila kelima ini adalah suatu

tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriah dan
hatiniah yangsetiap warga negaramendapatkan segala sesuatu yang
telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Sila
ini wujud pelaksanaannya adalah warga harus mengembangkan
sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian
keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak
orang lain,

Di samping itu wajib pula melaksanakan keadilan komulatif
(keadilan antara WNI dan WNA) : keadilan legal / taat dan loyal
terhadap negara; dan keadilan distributif (membagi kewajiban
negara kepada WNI). Semua keadilan ini perlu diwujudkan dalam
sikap solider, bekerjasama dengan sesamanya, membuka diri

bagi kepentingan bersama, merupakan sifat-sifat perilaku dalam

keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi.

1. distributif
2, legal
3. komunikatif

Keadilan Sosial bukan saja menjadi dasar negara RI., tetapi
sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan (Moh. Hatta,
1977, 4. 34). Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki
adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan
merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat
(Krissantono, ed, 1976, h. 70). Keadilan sosial mempunyai
pengertian yang amat luas, yang bertumpu pada pokok pikiran
setiap warga negara menikmati hidup terhormat, tercukupi

kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan memperoleh kesempatan
untuk mengeksploitasi bakatnya bagl kepentingan pribadi dan
masyarakat. Jika keadilan diartikan memberikan kepada seseorang
apa yang menjadi haknya, maka keadilan sosial dapat berarti
memberikan kepada anggota masyarakat apa yang menjadi haknya
atas dasar kelayakan dan keseimbangan. Hak anggota masyarakat
dalam hidup bermasyarakat mencakup banyak hal pangan,
sandang, papan, pendidikan, kesehatan, politik, pekerjaan, hidup
berkeluarga, rekreasi dan sebagainya.

Al-Quran (16:90) mengajarkan agar orang berbuat adil,
berbuat ithsan dan memberikan hak sanak kerabat, jangan berbuat
vang keji, yang mungkar dan permusuhan. Al-Quran (59:7)
mengajarkan agar kekayaan jangan hanya berada di tangan kaum
kaya saja, tetapi diratakan kepada anggota masyarakat. Islam
membebani kaum kaya kewajiban membayar zakat dan infaq
dalam banyak ayat Al-Qur'an. Mengabaikan anak-anak yatim dan
orang-orang miskin dinilai sebagai mendustakan agama (Q.107:1-
3). Islam mewajibkan orang muslim menuntut ilmu (As. Suyuthi,
II, 1954, h, 54).

Ekonomi kekeluargaan yang dilaksanakan secara koperatif
merupakanperwujudandariasastolongmenolongdalamkebajikan
dan tagwa sebagaimana diajarkan di dalam Al-Qur'an (5:2). Islam
mengajarkan agar orang bekerja mencari kecukupan kebutuhan
hidup jangan berfrofesi minta-minta. Hadist Nabi mengajarkan
bahwa mencari rizki yang halal merupakan kewajiban atas setiap
muslim (As-Suyuthi, II, 1954, h.54). Membelanjakan harta jangan
melampaui batas dan jangan berkecenderungan tabzir (Q.25:68,
17:26-27). Makan riba dilarang, karena merupakan perbuatan
aniaya terhadap kaum lemah {Q.2:278-279). Sahabat Anshor
dipuji oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran karena
mampu dan sanggup mengalahkan kepentingan diri sendiri
dalam bidang materiil, mereka utamakan sahabat Muhajirin yang
lebih memerlukan santuan materiil untuk mencukupi kebutuhan
hidup sehari-hari (Q.59:9). Atas dasar mashlahah mursalah, Islam
memberikan kewenangan kepada penguasa untuk memungut
juran, pajak dan sebagainya dari orang-orang kaya dalam
hubungannya dengan realisasi keadilan sosial. Masih amat banyak
yang dapat disebutkan baik ayat-ayat All-Qur'an maupun hadist-



hadist Nabi yang memberikan ajaran tentang keadilan sosial.

3.6 CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUSI ATAU TES
1. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri berfikir kefilsafatan!

2. jelaskan apa yang dimaksud bahwa nilai-nilai Pancasila |

merupakan satu-kesatuan sistem filsafat!

3. Buktikan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang percaya

kepada Tuhan Yang Maha Esa!

4. Jelaskan apa yang dimaksud bahwa negara Indonesia bukan
negara agama, tapi juga bukan negara sekuler?

5. Sebutkan dan jelaskan perbedaan pandangan tentang hakikat
manusia menurut pandangan sosialisme, liberalisme dan
Pancasila!

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila itu?

Berikan bukti dan argumen apakah nilai-nilai Pancasila itu
bersesuaian atau bertentangan dengan ajaran Islam((|

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Pada bab ini akan dikaji Pancasila dari segi ideologi yakni
ideologi nasional Indonesia. Oleh karena itu setelah mengikuti
perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan
menjetaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian dan arti penting ideologi bagi bangsa dan negara
2. Macam-macam ideologi yang ada di dunia

. 3. Posisi dan peranan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan

negara Indonesia di tengah ideologi-ideologi dunia.

4.1 PENGERTIAN DAN ARYI PENTING 1D£E0LOGI BANGSA DAN

NEGARA

Ideologi merupakan sebuah konsep yang selalu menarik
untuk dikaji karena akan menyentuh persoalan-persoalan yang
fundamental danaktual. Fundamentalkarena hampirsemuabangsa
dan selurub hidup dan kehidupannya tidak dapat melepaskan
diri dari pengaruh ideologi. Aktual karena pembicaraan, diskusi
dan kajian terhadap ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan
jaman. Oleh karena itu, setiap individu seyogyanya mengerti dan
memahami arti, fungsi, dan karakteristik ideologi. Pemahaman
dan pengertian ini tidak hanya terbatas pada ideologi yang diyakini
kebenarannya, tetapi juga yang diyakini orang lain.




Meskipun demikian ideologi boleh dikatakan sebagai konsep
yang paling kontroversial dalam perkembangan pemikiran politik
di negara dan kalangan masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat
bahkan dari kalangan akademis lebih suka jika menghindari
pembicaran politik dan perdebatan ideologi.

Seiringdengangerakanreformasidanglobalisai, kesadaran akan
pentingnya dan strategisnya ideologi harus ditumbuhkembangkan
di kalangan generasi muda pada umurmnya, para mahasiswa pada
khususnya. Secara filosofis maupun konseptual, ideologi memiliki
peran dan fungsi yang strategis dalam membangun kehidupan
berbangsa dan bernegara. Harus disadari bahwa tanpa ideologi
yang mantap dan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri, suatu
bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya.
Pentingnya ideclogi dapat dilihat dari kehidupan politik praktis,
di mana setiap partai politik yang ada memiliki platform yang
jelas. Platform inilah yang merupakan refleksi atau implemetasi
dari ideologi.

Secara etimologis, ideologi berasal dani kata idea dan logos.
idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata idea
berasal dari bahasa Yunani idees yang berarti bentuk atau idein yang
berarti melihat, sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian
ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide (the
science of ideas) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.
Ide dapat di artikan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus
dicapai. Dengan demikian cita-cita ini pada hakikatnya merupakan
dasar, pandangan atau faham yang diyakini kebenarannya.

Secara terminologis, ideologi adalah keseluruhan prinsip
atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi
berbagai aspek, seperti sosial-politik, ekonomi, budaya, dan
hankam. Di sini ideologi berkaitan dengan kehidupan masyarakat
dan kehidupan kenegaraan.

Meskipun demikian istilah ideologi sering memperoleh

konotasi negatif. Kalangan akademis maupun awam sering.

menyamakan istilah ideologi dengan berbagai cara, gaya atau
buah pikir paham totaliter yang tidak begitu disukai masyarakat.
Bahkan tidak sedikit yang mengkarakterisir ideologi sebagai suatu
bentuk propaganda yang salah kaprah, berlebihan, mengada-ada,

dan tidak realistis. Pendek kata tidak sedikit yang memberi arti
negatif terhadap istilah ideologi.

Kenyataan di atas sebenarnya telah lama tercatat dalam
sejarah. Meskipun demikian tidak sedikit di antara orang yang
sering membicarakan masalah ideologi baik dalam forum resmi
maupun tidak. Di samping itu perdebatan tentang ideologi
dipandang perlu manakala ideologi suatu bangsa atau negara
terancam eksistensinya oleh ideologi lain. Misalnya kajian atau
diskusi tentang ideclogi Pancasila secara intens pernah dilakukan
manakala muncul kembali kekhawatiran sementara pihak tentang
ideologi komunis.

Perancis Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796 sewaktu
Revolusi Perancis tengah menggelora (Christenson, et.al., 1971:
3) Tracy_menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu

manusia atau yang g sudah dikenal sebagai science of ideas. Gagasan
ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam
masyarakat Perancis. Namun, Napcleon mencemoohnya sebagai
khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Pemikiran de Tracy
ini sebenarmya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut one
great system (Pranaka, 1987). Dari sini dapat dicermati bahwa
sebenarnya istilah ideclogi masih memiliki nilai yang positif.

Akan tetapi menjelang awal abad 19, istilah ideologi mulai
mendapat konotasi negatif sebagai akibat ulah Napoleon. Sebagai
seorang penguasa yang takut kehilangan kekuasaannya, Napoleon
secara sinis menuduh para cendekiawan di institut de France
sebagai kaum ideologis. Apa yang dipikirkan, diananalisis dan
dikerjakan para cendekiawan dianggap sebagai suatu yang kabur,
tidak jelas, mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Napoleon juga melarang dengan tegas pengajaran moral dan iimu
politik di institut tersebut.

Karl Marx dan sosiolog kenamaan Karl Mannheim merupakan
dua tokoh yang memiliki pandangan negatif terhadap idedlogi.
Menurut Marx ideologi tidak lebih dari serangkaian pemikiran
kelas penguasa (baca kapitalis) yang dimaksudkan sebagai sarana
untuk- merasionalkan atau memberi justifikasi terhadap tertib
hukum yang berlaku, terutama dalam mempertahankan halw




hak istimewanya. Pemikiran yang sama dilontarkan Mannheim
yang menganggap ideologi sebagai pemikiran yang condon-g
mengedepankan kepentingan kelas-kelas yang dominan dalam
masyarakat. i

Penyikapan yang negatif terhadap ideologi tersebut membawa
pengaruh terhadap upaya pendefinisian ideologi pada saat ini.
Pengaruh ini sangat dirasakan oleh kalangan yang berkepentingan
dengan masalah-masalah politik. Paling tidak sulitnyamemperoleh
pengertian ideologi yang memuaskan akan menghambat
tercapainya tujuan yang legal. Melalui ideologi seseorang dapat
mempengaruhi orang lain dan semakin kuat dukungan yang
diperoleh semakin besar kemungkinan memperoleh kekuasaan.

Sulithya mendapatkan kesepakatan tentang pengertian
ideologi juga dipengaruhi oleh kecenderungan orang dalam
mendekati konsep ideologi. Umwmaya_orang melihat ideslogi
secara dikotomis artinya orang sering mempertentangkan
ideologi yang dianutnya dengan ideologi orang lain. Pertanyaan-
pertanyaan dikotomis itu antara lain: (1) Kita telah memiliki
satu filsafat politik sedangkan mereka mempunyai ideologi (2)
Kita memiliki nilai-nilai yang berharga sedangkan mereka hanya
memiliki dogma (3) Kita mempunyai pemimpin dan pejuang
sedangkan mereka memiliki tiran yang kejam dan (4) Kita setia
terhadap prinsip sedangkan mereka lebih bersikap fanatik (Down,
1957: 4).

Berdasarkan pemikiran dikotomis tersebut, maka ideologi
hanya dipandang sebagai suatu sistem yang secara empiris tidak
dapat dibenarkan bahkan secara moral dapat dikatakan tidak
tepat, Sistem semacam ini sengaja dirumuskan untuk memperdaya
dan menguasai orang lain. Pandangan buruk terhadap ideologi
dapat dilihat pada masyarakat Amerika Serikat yang lebih
suka menyebut demokrasi dan menghindari kata isme sebagai
ideologinya. Mereka juga lebih suka menggunakan istilah free
enterprises dan menghindari istilah kapitalisme guna menyebut
sistem perekonomiannya.

Ideologi politik merupakan suatu keyakinan dan kepercayaan
yang mampu memberikan penjelasan dan sekaligus justifikasi
terhadap tertib poliiik yang ada atau yang didambakan suatu
masyarakat, termasuk strategi untuk mewujudkannya. Anthony

Down (1957: 96) mengartikan ideologi politik sebagai a verbal
image of the good society and neans of constructing such a society.
Sedangkan Carl ]. Friedrich cenderung membatasi pengertian
ideologi politik sebagai a reasonably cohevent body of ideas
concerning practical means of how to change, reform {or maintain)
a political order (1963: 90). Berdasarkan kedua pandangan ini,
maka ideologi politik mencakup serangkaian asumsi dasar, baik
normatif maupun empiris mengenai sifat dan tujuan manusia
atau masyarakat dan dapat dipakai sebagai landasan untuk
menjelaskan dan mempertimbangkan kondisi manusia serta bisa
dipergunakan sebagi pendorong dalam upaya mengembangkan
atau mempertahankan tertib politik yang dicita-citakan.

Para pencipta dan pendukung ideologi politik dalam
aktivitasnya senantiasa berupaya menanamkan kepercayaan dan
menyeragamkan perilaku orang lain sesuai dengan garis ideologi
yang dikembangkan. Pendek kata mereka senantiasa berupaya
menumbuhkan ketaatan orang terhadap ideclogi politik beserta
seluruh konsekuensinya. Oleh karena itu biasanya ideologi politik
memiliki daya tarik emosional yang sangat kuat, baik para pengikut
maupun penentangnya. Kekuatan sebuah ideologi politik berasal
dari the feeling it arouses or action it incites from the human energies
it unleashes (Lasswell dan Kaplan 1950: 104). Jika demikian tidak
salah apabila ideologi poliuk secara langsung berusaha untuk
mempengaruhi perilaku politik seseorang dan atau sekelompok
masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
sistem ide bukan hanya abstraksi intelektual semata-mata
melainkan dapat menjadi kekuatan sosial (sebagai ideologi)
manakala ide tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata.
Bagaimana membedakan ideologi politik dari cendro, dokirin,
dogma, program, platform atau istilah-istilah lain yang biasa
digunakan untuk menggambarkan pemikiran-pemikiran politik
yang nyata-nyata berkembang dalam arena politik.

Pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan sebagai
konklusi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat
kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu ideclogi
merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan




tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk
mengubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik
yang bersangkutan.

2, ldeologidisamping mengemukakan program jugamenyertakan
strategi guna merealisasikannya

3. Ideologi dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang
dapat mempersatukan manusia, kelompok, masyarakat yang
selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara
efektif dalam kehidupan sosial politik.

4. Bahwa yang bisa merubah suatu pemikiran menjadi ideologi
politik adalah fungsi pemikiran itu dalam berbagai lembaga
politik dan kemasyarakatan.

Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya.
Beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain:

{ I.Jdeologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi
“ krisis

Situasi krisis, di mana cara pandang, cara bertindak yang
sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat
telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi.
Keadaan semacam ini biasanya akan mendorong munculnya suatu
ideologi. Jika manusia, kelompok maupun masyarakat mulai
merasakan bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan hidupnya
tidak dapat direalisasikan maka kesalahan pertama seringkali
akan ditimpakan kepada ideologinya. Biasanya ideologi yang
ada dianggap tiak mampu lagi berbuat, baik dalam menjelaskan
eksistensinya, dalam memberikan ijustifikasinya atau dalam
melaksanakan aturan main yang dirancangnya sebelumnya.
Pendeknya mereka tidak dapat menerima batasan-batasan
mengenai apa vang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan
dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kondisi yang kalut, ketidakpuasan terhadap apa yang
pernah terjadi dan ketakutan dalam menghadapi masa depan
menjadi pendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang
mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Mengacu pada
hal ini, berarti ideologi memiliki peranan atau arti yang sangat
menentukan eksistensi suatu negara (kekuasaan). Misalnyaideologi
komunis di Eropa timur sudah banyak ditinggalkan karena sudah

tidak mampu memberikan jaminan akan terwujudnya kehidupan
yang lebih baik. Tanpa ideologi suatu negara akan kehilangan visi
dan program, tetapi juga memuat strategi dan mewujudkannya,
Dengan kata lain ideologi merupakan pedoman dalam mengatur
hubungan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

' Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis

Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan vang
akan ditawarkan ke tengah-tengah arena politik. Oleh karena
itu ideologi disusun secara sisternatis agar dapat diterima oleh
warga masyarakat secara rasional. Sebagai ide vang hendak
mengatur tertib hubungan masyarakat maka ideologi biasanya
menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak
diwujudkan. Di samping itu ideologi sering menampakkan sifat
self-contained dan self-sufficient. Ini mengandung pengertian bahwa
ideologi merupakan suatu pemikiran yang terintegrasi antara
beberapa premis dasar yang memuat aturan-aturan perubahan
dan pembaharuan.

Meskipun ideclogi dikatakan sebagai suatu pola pemikiran
yang sistematis namun tidak jarang dikatakan bahwa ideologi
merupakan konsep yang abstrak. Oleh karena itu ideologi
kurang mampu menggambarkan tentang realitas dan lebih
menggambarkan tentang model dasar persepsi tentang realita
yang ideal. Dengan demikian tidak mengherankan apabila
ideclogi cenderung menjadi reduksionis dalam arti cenderung
mengetengahkan penjelasan dan rekomendasi yang sederhana,
umum dan lebih mudah dipahami. '

Sebagai pola pemikiran yang sistematis, ideologi diharapkan
dapat memberikan tuntutan atau pedoman perilaku bagi warga
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah arti
pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara.

3-] Ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun

beragam

Dilihat dari dimensi horisontal ideologi mempunyai ruang
lingkup vang sangat luas mulai dari penjelasan-penjelasan yang
parsial sifatnya sampai kepada gagasan atau pandangan yang
komprehensif (misalnya weltanschauung). Sebenarnya sifat serba



mencakup dari suatu ideclogi sangat tergantung pada ruang
lingkup kekuasaan yang dapat dicakupnya. Ideologi yang totaliter
dapat dikatakan lebih komprehensif dibandingkan dengan
ideologi demokratis karena senantiasa mendambakan kekuasaan
mutlak untuk mengatur semua aspek kehidupan.

Dengan demikian, ideologi dapat memberikan gambaran
tentang masyarakat bangsa yang akan direalisasikan dengan
berbagai pola perilakunya. Ideologi dapat menjadi indikator
dalam menentukan keberhasilan suatu negara dalam membangun
masyarakatnya. Dengan dekmikian ideclogi dapat digunakan
sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa.

4. /Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan

Dilihat dari dimensi vertikal ideclogi mencakup beberapa
strata pemikiran dan panutan mulai dari konsep yang kompleks
dan sophisticated sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol
sederhana yang mengekpresikan gagasan-gagasan tertentu sesua
dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya.
Berangkat dari tataran pemikiran semacam ini dapat dikatakan
bahwa ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya
akan membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari
para pengikutnya.

Ketertarikan seseorang pada suatu ideologi dapat didasarkan
pada rangsangan intelektual emosional atau yang paling sering
adalah kepentingan pribadi. Di samping itu, unsur pengikat
dapat di dasarkan pada daya tarik pemimpin yang kharismatik.
Dengan demikian tidak mengherankan apabila para pengikut
suatu ideologi cenderung menunjukkan militansi dan fanatisme
terhadap doktrin idealisme menjadi pendukung yang aktif serta
sangat loyal, dan pasif menerima ideologi apa adanya.

Dengan demikian ideologi merupakan alat pengikat yang
baik karena didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa
"Jika persatuan sudah terwujud maka alat pengikat sudah tidak
dipertukan lagi” perlu direnungkan kembali secara kritis dan
arif. Kenyataan menunjukkan bahwa kebersamaaan masyarakat
(seperti Indonesia) sebenarnya dibangun di atas keanckaragaman
(budaya, etnis, bahasa, agama dan sebagainya) sehingga
perpecahan merupakan benih yang subur dan siap meledak setiap

saat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan secara terus
menerus agar ideclogi yang telah diterima semakin mengakar
dan pada gilirannya mampu membimbing masyarakat menuju
pemikiran yang relatif sama, meskipun tidak ada ideologi vang
sempurna namun ia tetap penting bagi suatu negara.

Upaya memahami ideologi bagi suatu negara juga dapat
dilakukan melalui pemahaman temtang fungsi ideologi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Tumbuhnya keyakinan
dan kepercayaan terhadap ideologi tertentu barangkali bukan
satu-satunya cara melalui nama manusia (individual) bisa
diformulasikan dan mengisi dan mengisi kehidupannya. Ideologi
yang dapat memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan
antara manusia dan masyarakatnya. Setiap kehidupan masyarakat
pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dan tercakup
di dalamnya. tntuk itu ideologi dapat membantu anggota
masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor
kehidupan masyarakat. Di samping fungsinya yang sangat umum
ideologi juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya seperti:

z;l Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia

Ideologi merupakan formulasi ide atau gagasan melalui
manusia dapat menerima, memahami dan sekaligus
menginterpretasikan hakikat kehidupan. Realitas kehidupan
yang sangat koempleks dapat dibuat lebih jelas memenuhi
harapan dan lebih berarti oleh sebuah ideologi. Orientasi
kognitif dari suatu ideologi dapat membantu menghindari
diri dari sikap ambiguitas sekaligus memberikan kepastian
dan rasa aman dalam kehidupan. Jika manusia merasakan
ada kekuatan atau kekuasaan yang sulit diprediksi maka
ideologilah satu-satunya tempat berlindung. Dengan demikian
arti pentingnya ideologi bagi suatu negara atau bangsa terletak
pada fungsinya karena mampu meramalkan atau memberikan
kepastian masa depan.

b\.> Ideologi berfungsi sebagai panduan

Sebagai panduan ideologi merancang seperangkat patokan
tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di
samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Seiring dengan
fungsinya ideologi juga menyajikan saluran-saluran vang
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dapat dipakai untuk mewujudkan ambisi harapan pribadi,
kelompok dan anggota masyarakat. Ideologi juga memberi
batasan kekuasaan, tujuan dan organisasi yang berkaitan
dengan masalah politik.

Dengan demikian ideologi untuk suatu negara bukan sekedar
standar pertimbangan dalam memilih berbagai alternatif
melainkan menyertakan sense of self justification, cara-cara
mengevaluasi tingkah laku para anggotanya dan memberikan
. kerangka landasan bagi legitimasi politik (kekuasaan).

Ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat
melihat dunianya, sebagai cermin di mana sesecrang dapat
melihat dirinya, dan sebagai jendela di mana orang lain bisa
melihat diri kita.

Ideclogi merupakan salah satu sarana bagi seseorang
atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri
dan mengharapkan orang lain untuk bisa melihat dan
menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas
ideologinya. Dengan demikian, ideologi merupakan potret
pribadi, kelompok atau masyarakat yang sangat impresionis.
ideclogi dapat memberikan gambaran tentang manusia
diharapkan. Inilah salah satu arti pentingnya ideologi bagi
suatu bangsa dan negara.

.- Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik
“sekaligus fungsi integratif

Dalamlevel personal, ideclogi dapat membantusetiapindividu
dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya ataupun
dalam hubungannya dengan orang lain. Di sisi lain ideologi
dapat mengikat kebersamaan dengan cara mengintegrasikan
berbagai aspek -kehidupan individu. Dalam kehidupan
masyarakat ideologi juga dapat berfungsi membatasi konflik.

Lebih jauh, guna menjamin kontinuitas dan usaha-usaha
bersama, suatu masyarakat tidak saja memerlukan adanya
integrasi dalam mengatasi konflik tetapi juga integrasi politik
dari para anggotanya. Melalui ideologilah setiap anggota
masyarakat mampu mengetahui ide, cita-cita, tujuan atau
harapannya.

Dengan demikian ideologi sangat penting artinya bagi
statu negara karena dapat memberikan parameter dalam
mengendalikan  konflik dan membangun masyarakat
sesuai keinginannya. Paparan mengenai karakteristik dan
fungsi ideologi diharapkan dapat menambah wawasan
dalam memahami makna suawu ideologi dalam kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa suatu ideologi
bangsa dan negara tidak dapat menentukan arah dan tujuan,
sekaligus tidak mampu memprediksi kemungkinan terbaik
yang harus diketengahkan.

4.2 MACAM-MACAM IDEOLOG! DI DUNIA

Untuk memahami ideologi Pancasila akan terasa lebih
lengkap bila diketahui juga ideologi-ideologi lainnya yang ada
di dunia, hal ini bukan untuk mengganti Pancasila tetapi justru
untuk memantapkan pandangan kita terhadap Pancasila. Beberapa
ideologi besar yang ada di dunia sebagai bahan perbandingan itu
adalah sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

4.2y Konservatisme, Radikalisme dan Liberalisme

Konservatisme sering diartikan sebagai paham yang berusaha
mempertahankan statts que dan menghindarkan perubahan-
perubahan prinsip dalam tatanan (orde} masyarakat yang telah
ada. Konservatisme tidak keberatan dengan perubahan-perubahan
kecil yang dilakukan secara damai dan evolusioner. Narnun kaum
konservatif menyukai tetap berlangsungnya kebiasaan dalam
masyarakat yang dianggap sudah mapan. Misalnya gerakan
konservatif di Eropa yang tetap mempertahankan lembaga
kerajaan atau gereja,

Di negara yang menganut konservatisme, agama dianggap
sebagai kekuatan yang uwiama, di samping wradisi dan kebiasaan
masyarakat. Dalam beberapa hal konservatisme sangat anti pada
sekularisasi, mental kritis dan sikap skeptis, karena dianggap
mengurangi semangat juang dalam mempertahankan lembaga
dan kebiasaan yang sudah mapan. Oleh karena itu keikutsertaan
seseorang dalam mempertahankan paham inj lebih disebabkan
oleh sikap hormatnya terhadap wadisi dan norma yang telah
mapan. Konservatisme juga menentang radikalisme dan



skeptisisme, karena dianggap membahayakan norma, kebiasaan
dan kepercayaan yang sudah rmapan dalam masyarakat, termasuk
kegiatan subversif yang dianggap sebagai hal yang membahayakan
karena dapat melahirkan revolusi dan kekacauan. Radikalisme
cenderung menghancurkan tata kehidupan masyarakat yang
mengarah ke anarkhis dan melahirkan kediktatoran. Untuk
membenarkan konsepsinya, penganut konservatif menunjuk
keberhasilan revolusi besar yang terjadi pada abad 20, sebagimana
dilakukan kaum fasisme, naziisme dan komunisme. Keberhasilan
ketiga gerakan itu tak luput karena lemahnya kekuasaan de jure
dan ketidaksanggupan menahan serangan yang datang.

Pada abad 18 dan 19 partai-partai konservatif yang besar
muncul di Fropa dan Partai konservatif Inggris merupakan bentuk
baru dari partai Torry, di mana sebenarnya partai itu merupakan
partai gereja. Menjelang abad 20 peranan partai konservatif
menujukkan gejala yang menurun, karena berkembang pesatnya
partai radikal seperti sosialis dan komunis. Partai konservatif masih
bertahan di kalangan petani, agama dan borjuis. Menurut partai
ini segala perserujuan berasal dari raja dan mendapat persetujuan
dari paus di Roma. Paham ini dikembangkan atas dasar kitab suci.
Ciri yang dikembangkan dalam konservatisme ini adalah :

(1) tidak menghendaki perubahan sesuai dengan ajaran agama
bahwa segala yang terjadi didunia sudah ditentukan oleh Yang
Maha Kuasa.

(2) bersifat dogmatis, apa yang diajarkan agama dan raja adalah
hukum, agama tidak boleh didiskusikan kebenarannya dan
raja berbuat sesuai dengan ajaran agama.

(3) kurang mengakui hak-hak dan kebebasan warga negara.

Pada abad 20 gerakan radikal dicetuskan oleh sosialisme,
komunisme, fasisme dan naziisme, di antara keempatnya
sosialisme dipandang lebih moderat, karena menggunakan strategi
bertingkat tanpa kekerasan. Gerakan radikalisme identik dengan
revolusi. Namun revolusi di bidang politik tidak harus diartikan
sama dengan pembaharuan yang bertujuan merubah tertib yang
telah ada. Gerakan revolusi politik biasanya legal dan disetujui
oleh pemerintah yang berkuasa. Contoh yang terjadi di Indonesia
dengan gerakan reformasi merupakan salah satu bentuk revolusi
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politik. Hal ini harus dibedakan dengan kudeta, pemberontakan,
perlawanan dan semacamnya. Meski dalam banyak hal kadang
menggunakan kekerasan atau metode revolusioner.

Ada dua teori pokok gerakan revolusioner di Amerika Serikat,
yaitu (1) teon yang dikembangkan oleh The founding of America,
yang didasarkan pada hak-hak rakyat untuk membebaskan dari
pemerintahan yang nepotisme, yaitu ingin mengakhiri prakiek-
praktek tirani dan memberikan kebebasan kepada rakyat secara
penuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) teori yang
dikembangkan kaum Komunis di Amerika, Teori ini kebalikan
dari teori yang pertama, yaitu bertujuan ingin mengakhiri
kebebasan rakyat sekaligus mengundang tirani. Inilah esensi yang
dilupakan yang hanya ingin mencari justifikasi untuk membela
kaum komunis.

Persoalan yang sering terlupakan adalah masalah hak dan
wewenang dalam mengendalikan tingkah laku dan perbuatan
warga negaranya. Apa yvang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan oleh warga negaranya tergantung oleh pemerintah
padahal hal ini bertentangan dengan nilai asasi warga negara,

Liberalisme sebagai salah satu filsafat politik dan ideologi
besar di dunia memiliki hubungan yang erat dengan persoalan
tersebut. Edmund Burke mengemukakan bahwa liberalisme
berhubungan dengan masalah yang seharusnya dilakukan negara
melalui kebijaksanaan umum dan yang seharusnya diberikan
kebebasan kepada rakyatnya. Dalam liberalisme ini, negara dan
politik hanya menempati salah satu bagian dan bukan persoalan
pokok.

422 Merkantilisme dan Leninisme

Teori komunisme sebagai suatu sistern sosial muncul ke
permukaan menjelang abad ke 18. Di saat bentuk kapitalisme
mulai diperlihatkan dirinya, Sir Thomas More menulis sebuah
essay yang berjudul Utopia (1516). Dalam essay tersebut, More
mengungkapkan prinsip hak milik umum sebagai landasan
yang harus digunakan dalam sistem produksi dan distribusinya,
Di samping itu, More juga mengungkapkan bahwa penguasa
tertinggi dalam dinasti menolak mentah-mentah segala hak milik
yang bersifat persorangan atau pribadi. Sebagai gantinya mereka



mengintrodusir satu sistern dimana negara diakui mempunyai hak

untuk mengawasi segala bentuk dan hasil produksi. _
Sebagai satu visi mengenai negara komunis yang sempurna,

sebutan utopia sekaligus menunjukkan nama yang tepat bagi

seluruh pandangan dan ajaran yang tertulis didalamnya. Essai
tersebut kemudian diikuti Tommaso Campanela dengan “Civitas
Solis” (City Of the Sun} yang ditulis tahun 1623. Francis Bacon
dengan New Atlantis (1627) dan James Harington dengan The
Oceana (1656).

Pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip komunisme tetap
hadir dalam tulisan-tulisan kaumn utopis yang muncul pada
masa-masa setelah itu, dan bahkan bisa ditemukan pula abad 18
melalui negarawan Perancis Abbe Morelly dan pengikut setianya
Abbe Mably. _

Masalah kritik sosial dan pembaharuan yang telah dilansir
oleh tulisan negarawan-negarawan Perancis, Plato, More dan
Campanela, semuanya menunjuk hak milik perseorangan sebagai
titik pangkal kesengsaraan manusia. Kondisi semacam ini hanya
dapat didobrak melalui apa yang disebut Community of Possessions.
Thomas More-lah yang menciptakan slogan tersebut yang
nampaknya tetap bisa dianggap sebagai salah satu karakteristik
masyarakat komunis pada masa-masa selanjutnya.

Revolusi Perancis boleh dikatakan merupakan salah satu
usaha yang paling berarti dalam upaya mentranformasikan
masyarakat abad ke 18. Sedikit banyak usaha tersebut dipengaruhi
pula oleh pemuka-pemuka utopian. Ia mengarahkan kekuatan
yang muncul dibalik tumbuhnya kelas-kelas thenengah yang
berusaha memperoleh persamaan hukum serta sekaligus berusaha
membatasi hak-hak yang istimewa yang didasarkan atas kelahiran
dan status sosial. Slogan Liberty, Egality dan Faternity kemudian
dieksploitir oleh para sosialis dan komunis, yang muncul justru
tidak dari komunisme utopis akan tetapi lahir dari filsafat jaman
terang,

Revolusi Perancis ternyata mampu menjadi sumber inspirasi
bagi pemikiran kelompok-kelompok yang mengajukan kritik-
kritik sosial yang bermunculan pada masa setelah itu. Kelompok
ini umumnya dikenal sebagai kelompok sosialis utopis.

Periode perkembangannya aktivitas dan pengaruh mereka ada
di sekitar masa berakhirnya revolusi Perancis sampai dengan
diperkenalkannya Comunis Manifesto (1848) oleh Karl Marx dan
Fridrich Engels. '

Periode ini ditandai pula oleh munculnya nama-nama penting
dari kelompok sosialis utopis, seperti C. H. Saint Simon beserta
muridnya Saint Amand Bazard dan Barthelemy Enfantin, Robert
Owen, EM. Charles Fourier, Etienne Cabet, Wihelm Weitling, dan
Louis Blanc, Kendatipun demikian perlu digaris bawahi bahwa
tokoh-tokoh tersebut diatas tidaklah semata-mata mengikut
ajaran-ajaran komunis, akan tetapi lebih mendasarkan diri. pada
sejarah sosialisme. Pada dekade kedua dan ketiga dari abad ke
19 istilah sosialisme dan komunisme dengan lingkup pengertian
seperti sekarang ini digunakan secara ketat dan beratur. Sebagai
misal, Marx dan Angeles menyebut dirinya sendiri Demokratic
Communists dan bukan Socialis. Hal yang demikian ini didasari
suatu pemikiran bahwa yang disebut terakhir itu sangat diwarnai
oleh pemikiran utopia.

Kendatipun pemikiran-pemikiran Marx dan Angeles hanya
dipandang sebelah mata oleh kaum utopis, akan tetapi sebenarnya
banyak juga kaum utopis yang menggunakan wawasan berpikir
Marx dan Angeles dalam tulisan-tulisannya. Di dalam kritik-kritik
kaum sosialis utopis terhadap keterlibatan-keterlibatan sosial,
dalam interpretasinya tentang sejarah dan juga bahan persepsi
mereka tentang perubahan tatatan industri, banyak dilengkapi
dengan bahan-bahan yang kasar yang oleh Marx dan Angeles
disusun dalam suatu kerangka teoritis yang mengenai sosialisme -
revolusioner modern yang berbeda dengan apa yang ada dalam
masyarakat komunis Uni Sovyet saat sekarang ini.

Marxisme, dalam sate dan lain hal bisa dipandang sebagai
jembatan antara Revolusi Perancis dan Revolusi Proletar Rusia
tahun 1917. Untuk memahami Mamxisme sebagai satu tujuan
ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan
gerakan komunisme di Uni Sovyet maupun di bagian dunia
lainnya, barang kali perlu diketahui terlebih dahulu kerangka
historis dari Marxisme itu sendiri.

Berbicara tentang Marxisme, memang tidak bisa terlepas
dari nama-nama tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan



Friedrich Engels (1820-1895). Dari kedua tokoh itulah akar-
akar komunisme dalam pengertian yang sekarang ini mulai
dikembangkan. Marx dan Engels tidak saja diwarisi oleh pikiran-
pikiran cemerlang dalam menyikapi situasi sekelilingnya, tetapi
dibalik itu, keduanya memang saling dimatangkan oleh situasi
yang ada disekitarnya, Situasi transisi dari kondisi masyarakat yang
agraris ke arah pertumbuhan industrialis. Kenyataan menunjukkan
bahwa Eropa Barat tengah menjadi pusat ekonomi dunia, dan
Inggris Raya berhasil mendiptakan model perkembangan ekonomi
dan demokrasi politik tidak bisa lepas dari pengamatan Marx dan
Engels. Bahkan situasi-situasi tersebut menjadi faktor pendorong
munculnya pemikiran-pemikiran Marx dan Engels di kemudian
hari. Dalam hubungan ini Lenin mengemukakan: Marxism...
continued and completed the three chief ideological curvents of the 19th
classical German philosophy, classical English political, and French
sosialis combined with French revolutionary doctrines.

Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme
adalah (1) filsafat dialectical and historical materialism, (2)
penyikapan terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu kepada
teori nilai tenaga kerja David Ricardo dan Adam Smith, serta (3)
menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan
atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang akan
mampu membawa masyarakat yang ada ke arah masyarakat
komunis tanpa kelas.

Teori yang dikembangkan oleh Marx memang didasarkan
pada metode dialektika dari Hegel. Menurut metode tersebut,
perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan
perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga
tahap, yaitu: teses (affimation), kemudian antiteses (negation),
dan pada akhirnya sinteses (unification). Dalam hubungan ini,
Mamx cenderung mendasarkan pemikirannya kepada argumentasi
Hegel yang menandaskan, bahwa kontradiksi dan konflik dari
berbagai hal yang paling berlawanan satu sama lain sebenarnya
bisa membawa pergeseran kehidupan sosial politik dari tingkat
sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, suatu tingkat
kemajuan akan bisa mencapai dengan jalan menghancurkan hal-
hal yang lama dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.

Dengan menyelaraskan antara filsafat idealistis Legel dan g ;.

cara pandang materialistis kendatipun harus menolak kesimpulan
Hegel bahwa kerajaan Prusia merapakan titik akhir dari sejarah,
Marx dan Engels mengintrodusir kembali satu dinamisme dalam
dialektika, dan mencanangkan revolusi perjuangan kelas sebagai
primer-mover dari sejarah. Dialektika diterapkan secara menyolok
dalam interpretasi materialisnya terhadap sejarah yang menolak
semua bentuk interpretasi supranatural dan religius terhadap
alam semesta dan sekaligus memberikan pesenden yang absolut
terhadap berbagai persoalan yang ada dalam pemikiran.

Dalam pandangan Marxdan Engels, hanya persoalan-perscalan
dan hubungan-hubungan materi yang riil beserta perubahan-
perubahan yang terjadi dalam hubungan-hubungan tersebut yang
mampu menyebabkan berbagai perubahan dalam pemikiran
dan ide-ide. Tegasnya, kemampuan ekonomi masyarakat yang
merupakan modal dasar dari kekuatan produksi dan pembagian
kerja, akan bisa menentukan suprastruktur yang terdiri dari
berbagai pemikiran ataupun pranata-pranata politik, kebudayaan,
agama, filsafat, ideologi, sosial dan lain sebagainya dengan sejarah.
Marx dan Engels memandang bahwa masyarakat telah diangkat
dari komunisme primitif melalui praktek perbudakan ke arah
masyarakat feodal dan kapitalis.

Dalam masa modern ini, menurut Marx, produktivitas industri
dalam skala besar merupakan suatu proses yang memerlukan
peningkatan konsentrasi tenaga kerja. Akan tetapi, para pekerja
ini rata-rata belum memperoleh penghargaan yang sesuai dengan
tenaga yang disumbangkannya kepada proses produksi karena
faktor laba menempati kedudukan yang lebih tinggi dan tidak
wajar. Disparitas Marx menyebutkan dengan istilah kontradiksi
atau konflik antara peningkatan jumlah tenaga yang terlibat
dalam proses produksi dengan merosotnya pemilik-pemilik
modal tidak dapat mengarahkan timbulnya kekacauan. Pada saat
situasi semacam ini, kelas proletari akan tampil dan berusaha
mensosialisasi modal untuk selanjutnya menciptakan keselarasan
antara alat-alat produksi, kemampuan ekonomi dan struktur
sosial-politik, Marx meramalkan bahwa revolusi ini akan berbasil
apabila mayoritas rakyat mendukung kelas proletariat. Dukungan
tersebut bisa saja diperoleh karena mayoritas rakyat sebelumnya



memperoleh berbagai kesulitan hidup sebagai suatu surplus value,
yaitu adanya perbedaan antara lain tenaga kerja dengan upah yang
diterima oleh para pekerja. _

Dalam analisis terakhir, revolusi ini akan membawa
kemenangan kelas pekerja atas kaum kapitalis danuntuk sementara
negara akan dikuasai oleh suatu dictatorship of the proletariat.
Apabila masyarakat sosialis sudah ditransformasikan kedalam
masyarakat komunis tanpa kelas, maka dictatorship of the proletariat
tadi dan sekaligus negara akan hilang dengan sendirinya.

Karl Marx, barangkali tidak sekedar berteori. Akan tetapi dia
akuif pula membentuk berbagai kelompok kelas pekerja untuk
mengobarkan revolusi yang memerlukan persiapan organisasi
yang matang. Selain menulis Manifesto Komunis (bersama
Engels), Marx aktif berpartisipasi daiam pembentukan dan
kegiatan Internasional Working Men's Association di London (1864-
1874). Ketertibannya dalam organisasi tersebut sebenarnya tidak
bisa dilepaskan dari kegagalan revolusi Eropa tahun 1848 atau
bahkan kegagalan Komune Paris tahun 1871. Kedua gerakan yang
terakhir ini jelas menunjukkan bahwa dalam suatu negara industri
yang berkembang kuat, sulit untuk menghasilkan suatu revolusi
yang benar-benar mengancam,

Kendatipun sulit untuk membantah kehebatan Marx dalam
memimpin suatu organisasi, yang terbukti dengan semakin
luasnya jumlah pengikut-pengikutnya, akan tetapi ia pun tidak
lepas dari tantangan-tantangan tokoh-tokoh lain, seperti misalnya
Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) dan Mikhail Bakunin (1814-
1876), masing-masing dikenal sebagai anarkhis dari Perancis dan
Rusia, dan juga seorang sosialis Jerman Ferdinan Lassalle (1825-
1864).

4.2.3) Komunisme

Menurut teori aslinya, yaitu teori Marx, sosialisme dan
komunisme tidak akan mungkin bisa muncul di negara-negara
yangtingkat perkembangan ekonominyabelumbegitu maju. Selain
itu, Marx juga mengatakan bahwa sistem feodal harus digantikan
oleh sistem kapitalis tersebut bisa mempersiapkan kerangka
landasan untuk datangnya sosialisme dengan melalui dua cara: (1)
kapitallsme memberikan kemungkinan meningkatnya produksi

melalui industrialisasi, dan (2) kapitalisme dapat melahirkan
kelas baru, yaitu kelas proletar atau buruh,

Sistem kapitalis itu sendiri, bisa saja dipimpin oleh kelas
borjuis dengan satu catatan bahwa kelas proletar akan semakin
besar jumlahnya. Akhir dari kondisi ini akan melahirkan kekuatan
kelas proletar guna menjatuhkan atau menggantikan kelas borjuis,
Dengan demikian, kelas proletar bisa mewarisi ekonomi yang maju
dari praktek kapitalis. Dengan asumsi bahwa kelas proletar tersebut
akan menggunakan produksi yang tinggi untuk kepentingan
mayoritas (kelas proletar) dan bukan demi kepentingan minoritas
(kelas borjuis). '

Berangkat dari teori Mamx tersebut kita bisa memperoleh
satu kesan bahwa negara praindustri harus diindustrialisasikan
melalui kapitalis sebelum lahir atau tumbuhnya sosialis. Kondisi
semacam inilah yang memungkinkan kaum proletar menjadi kuat
dan dapat merebut kekuasaan dan menciptakan sosialisme.

Gambaran pada awal abad ke-20 menunjukkan, bahwa negara-
negara sosialis adalah negara-negara kapitalis yang paling maju,
khususnya Jerman«dan Inggrise Di pihak lain, Rusia masih feodal
dengan ekonomi pertaniannya. Di Rusia proses industrialisasi
baru mulai dan kaurmn borjuis masih lemah dibandingkan dengan
kaum ningrat yang ada. Meskipun demikian, partai komunis
berhasil merebut kekuasaan di Rusia, Sementara di Inggris dan
Jerman, hal yang demikian tidak terjadi. Satu pertanyaan yang
segera mengganggu adalah bagaimana kenyataan berhasilnya
partai komunis di suatu negara yang belum maju dapat disesuaikan
dengan teori Marx?

Menurut Marx, datangnya sosialis bisa diibaratkan dengan
jatuhnya buah yang matang dari pohon. Kalau buah sudah
matang barulah bisa jatuh. Sementara itu Lenin berkeyakinan
bahwa buah itu harus dan dapat dircbut. Apabila dikaitkan
dengan perkembangan di Rusia belum cukup matang. Untuk itu
suatu organisasi harus dibentuk daya upaya merebut kekuasaan,
Organisasi yang dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan ialah
Partai Bolshevic dan Komunis.

Partai komunis terdiri dari segolongan kecil orang yang
revolusioner dan sangat disiplin. Sehubungan dengan ini, Lenin



mengatakan bahwa kualitas jauh lebih penting ketimbang
kuantitas. Bahkan, untuk ini partai kemunis disebutnya sebagai
“vanguard” atau pelopor kelas proletar. Menurut Lenin pula, orang
bisa sering tidak menginsyafi kepentingan sendiri. Mereka mirip
tubuh tanpa kepala. Untuk ini Partai Komunis merupakan kepala
dari tubuh kelas proletar. Dalam pandangannya, anggota-anggota
Partai Komunis cukup memahami hukum kesejarahan. Dengan
kata lain, mereka cukup memahami bagaimana kelas proletar
merupakan kelas yang semestinya akan berkuasa. Jadi, walaupun
banyak anggota partai yang berasal dari cendekiawan daripada
proletar itu sendisi, namun golongan cendekiawan tersebut dapat
mewakili kepentingan proletar.

Lenin juga melihat bahwa kelas proletar merupakan kelas kecil
di Rusia. Oleh karena itu, proletar harus bersatu dengan petani.
Persekutuan ini haruslah dipimpin oleh kelas proletar (dalam hal
ini Partai Komunis). Tugas pertama mereka adalah menjatuhkan
rezim feodal, kendatipun rezim feodal itu sendiri tidak akan
diganti oleh rezim borjuis. Menurut Lenin, justru persekutuan
yang dipimpin oleh kelas proletar itulah yang harus menunaikan
tugas kelas borjuis, yaitu industrialisasi. Sesudah itu mereka baru
dapat menunaikan tugasnya sendiri, yaitumembangun sosialisme.
Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Lenin bermaksud
menyatukan dua tahapan yaitu kapitalis dan sosialis.

Dari ulasan yang terakhir, nampak bahwa Lenin membuat
beberapa revisi yang penting dalam teori Marxisme. Pertama, ia
menerima prinsip bahwa arah sejarah bisa dipercepat, Kedua, alat
yang dapat mempercepat sejarah adalah Partai Komunis yang
mewakili kaum proletar, kendatipun diantara anggota terdapat
orang-orang yang bukan proletar. Ketiga, Lenin menginsyafi
bahwa dalam suatu negara agraris, kelas proletar harus bersekutu
dengan kelas petani. Akhirnya Lenin berkesimpulan bahwa Partai
Komunis dapat menjalankan industrialisasi kendatipun menurut
Marx industrialisasi merupakan tugas kaum borjuis dengan sistern
kapitalismenya.

Revisi-revisi Lenin dikembangkan pula oleh Mao Tze Tung.
Diatas telah dikatakan bahwa Lenin menciptakan gagasan Vanguard
of the Proletariat atau pelopor proletar yang mewakili kelas proletar,
kendatipun ada diantara pemimpin-pemimpinnya yang bukan

dari kelas proletar. Disamping itu, peranan para politisi tidek %
dapat diabaikan.

.Pada mulanya Partai Komunis Cina mengikuti contoh
Rusia tersebut. Dengan kata lain, semua partai ini mendasarkan
kekuatannya pada kelas proletar dan kelompok cendekiawan di
kota-kota besar. Namun kenyataan yang ada, pada tahaun 1927,
Ching Kai-Shek menghancurkan Partai Komunis di kota-kota
besar. Untuk itu Mao mengembangkan satu pemikiran, bahwa
revolusi Cina harus mendasarkan diri pada kelas petani. Atas dasar
pertimbangan tersebut Mac membentuk suatu tentara petani.
Satu pertanyaan yang timbul sekarang adalah, bagaimana revolusi

yang diperjuangkan oleh tentara petani itu dapat dinamakan
komunis?

Memang Lenin membedakan antara pelopor proletar dan kelas
proletar itu sendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga kedua saling
bersangkutan dengan erat. Ada orang-orang proletar yang menjadi
anggota Partai Komunis dan Partai komunis berpusat di kota-kota
besar sehingga pemimpin-pemimpin dapat berhubungan secara
kontinyu dengan kelas proletar.

Sebelumnya, Mao hanya membawa gagasan Lenin sampai
logical conclusion saja. Kalau pelopor proletar memahami
kepentingan proletar dengan lebih jelas dari orang proletar sendiri,
apakah pelopor tersebut tersangkut paut secara fisik dengan kelas
proletar atau tidak, bukanlah persoalan yang penting. Pokoknya
pelopor ity, tidak lain adalah Partai Komunis yang dianggap
mewakili kelas proletar, akan tetapi ia mewakili proletar. Dengan
demikian boleh dikatakan bahwa revinsi Cina dipimpin juga
oleh kelas proletar.

Revolusi Mao adalah bertujuan menjangkau “demokrasi
rakyat” Jika demokrasi rakyat sudah dapat dicapai, maka
tidak perlu memasuki tahap kapitalisme. Jadi, perkembangan
masyarakat harus melalui tahap feodalisme menuju demokrasi
rakyat, kemudian memasuki sosialisme dan akhirnya terwujudlah
komunisme.

Demokrasi rakyat diperjuangkan oleh suatu aliansi yang
terdiri dari kelas-kelas proletar, petani, botjuis kecil dan borjuis
nasional (kaum kapitalis yang menentang atau tidak bekerja sama




dengan imperialis). Aliansi tersebut dipimpin oleh kaum proletar.
Untuk itu Mao mengatakan bahwa revolusi ala Cina cocok dengan
kondisi negara-negara baru.

Sejak tahun 1961, Uni Sovyet menganjurkan suatu jalan yang
sedikit berbeda untuk negara-negara baru. Menurut Uni Sovyet,
negara-negara harus mencapai apa yang disebut “demokrasi
nasional”. Aliansi yang memperjuangkan demokrasi rakyat. Tetapi
Aliansi demokrat nasional tidak dipimpin oleh kelas proletar, yaitu
Partai Komunis. Partai Komunis dianjurkan untuk bekerjasama
dengan pemimpin nasional lain dan berusaha menguasai

~ golongan lain.

Dengan demikian, jelas bahwa teori Komunis tentang
berkembangnya gerakan komunis di negara-negara baru agak
berbeda dengan teori aslinya yang dikemukakan Marx. Teori
Komunis sudah disesuaikan dengan realitas di negara-negara
baru, yaitu bahwa sebagian besar rakyat bukan proletar tetapi
petani. Tetapi kaum petani itu sendiri tidak dapat memimpin
suatu revolusi. Pemimpin-pemimpinnya yang tergabung dalam
Partai Komunis, sebetulnya berasal dari kelas cendekiawan dan
bukan proletar. Jadi di negara-negara baru gerakan komunis yang
berhasil terdiri dari cendekiawan dan petani. Peranan proletar
boleh dikatakan tidak begitu menonjol.

Kelihatan teori tersebut terlalu dibuat-buat. Cleh karena
it, kita harus melihat faktior-faktor lain yang mempengaruhi
berkembangan gerakan komunis. Salah satu pendapat yang
sering diutarakan tentang berkembangnya gerakan komunis
di negara-negara baru adalah bahwa %omunisme merupakan
akibat kemiskinan. Kalau rakyat hidup dalam kemiskinan dan

kesengsaraan, maka hal ini merupakan keadaan yang subur bagi
komunisme. Secara logis atau apriori pendapat ini masuk akal.
Semestinya vang paling miskin menjadi yang paling kurang pas
sehingga tidak mungkin mengikuti gerakan komunis yang ingin
merombak masyarakat secara keseluruhan.

Akan tetapi, dalam prakteknya tidak selalu sedemikian,
misalnya di India tidak semua di daerah yang paling terbelakang
mendukung komunis. Justru di daerah-daerah yang paling
terbelakang, petani-petani berpikiran paling rasional. Kalau kita

melihat negara-negara yang paling radisional seperti Saudi
Arabia, meskipun rakyat miskin sekali tetapi tidak ada gerakan
komunis. Seringkali sikap nrime (menerima dengan pasrah ) sangat
kuat diantara orang yang miskin sekali. Jadi bukanlah kemiskinan
sendiri yang menimbulkan gerakan komunis.

Ada sebuah teori tentang timbulnya gerakan komunis
yang berdasarkan pada proses detradisional. Komunisme tidak
dipandang sebagai reaksi terhadap kemiskinan melainkan sebagai
reaksi terhadap perubahan yang terlalu pesat dan kurang teratur.
Dalam masyarakat tradisional semua orang merasa sebagai bagian
dari masyarakat. Mereka mempunyai suatu kedudukan yang
tidak dapat dirubah sehingga merasa aman. Secara ekonomis
orang menderita, tetapi penderitaannya diterima sebagai nasib.
Tetapi sesudah masyarakat dipengaruhi modernisasi, masyarakat
tradisional seringkali dikacaukan melalui meluasnya komunikasi,
penjajahan, pendidikan modern, industri modern dan lain-lain.
Setelah dipengaruhi oleh modernisasi, mereka dapat melihat
cara-cara  kehidupan lain yang merupakan alternatif yang
kelihatan bagus. Orang-orang menjadi kurang puas dan frustasi.
Ketidakpuasan dan frustasi ini dapat dilihat dari dua sisi; Pertama,
orang-orang frustasi secara materiil. Mereka ingin menjadi kaya
seperti orang lain. Kedua, mereka frustasi dengan nilai-nilai baru.
Pada zaman yang kacau, orang memerlukan suatu ideologi yang
dapat menerangkan tentang dunia modern yang kelihatan kacau.
Sering kepercayaan agama tidak cukup meyakinkan sehingga orang
tidak saja memberi jalan untuk menjadi kaya tetapi juga menjadi
suatu pegangan yang dapat merendah ketakutan akan kekacavan

di dunia modern.
=

424 - Fasisme

Istilah Fasisme dikembangkan dari istilah “fasces” yang
merupakan simbol kekuasaan pada jaman Romawi Kuno. Di ltalia
dikenal pula istilah "fascio” dengan arti dan konotasi yang sama.
Fasisme sebagai gerakan politik muncul di Italia setelah Perang
Dunia | dan sempat menguasai negara itu dari tahun 1922 sampai
dengan tahun 1943. Tetapi sebelum itu, telah dikenal istilah
"fasci” yang seringkali diartikan sebagai kelompok politik yang
memperjuangkan tujuan-tujuan tertentu. Fasisme sebagai gerakan




politik lebih eksklusif sifatnyz setelah dikaitkan dengan gerakan-
gerakan yang diorganisir oleh Benito Mussolini pada tahun 1919,

Dalam banyak hal, fasisme yang dikembangkan Mussolini
dan Nazisme oleh Hitler sangat dipengaruhi oleh pemikiran Fichte
dan Hegel. Dalam hubungan ini bisa dikatakan bahwa Fasisme
tidak lain merupakan perkembangan radikal dari teori negara
Hegel. Dalam satu kesempatan, Hegel pernah mengemukakan
bahwa pengorbanan yang diberikan individu kepada negaranya
merupakan ikatan substantial antara negara dengan seluruh
anggotanya. Dengan demikian, pengorbanan tersebut bisa
dipandang sebagai manifestasi dari tugas individu kepada bangsa
dan negaranya. _

Disamping berusaha untwuk mewujudkan cita-cita Hegel,
Fasisme juga cenderung menganut moralisme ideal yang selalu
didengungkan Hegel dan diperjuangkan pula oleh Kant, Green,
Calyle ataupun Mazzini. Sesuat dengan 2jaran tersebut, orang
seyogyanya menuntut kebajikan daripada memenuhi kesenangan
pribadi. la harus lebih mementingkan tugas dan kewajiban
daripada menuntut hak sernata-mata, dan pengorbanan diri atas
nama masyarakat tidak harus dilaksanakan atas dasar kepentingan
diri sendiri {(selfinterest).

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran itulah, Fasisme
dan Nazisme memandang liberalisme sebagai salah saw
ajaran dan gerakan yang lebih berorientasi kepada pemuasan
kebutuhan material dengan mengabaikan soal-soal moral dan
spiritual. Sebaliknya Fasisme menganggap ideologt mereka lebih
mendasarkan din pada nilai-nilai spiritual dan loyalitas daripada
sekedar pemenuhan kebutuhan perseorangan.

Fasisme sebagaimana dikemukakan oleh Mussolini
sendiri, merupakan satu ideologi yang menerima ajaran-ajaran
oportunisme Machiavelli, Absolutisme politik Hegel, ajaran
kekuasaan Soreal, dan model-model pragmatisme William James.
Selain itu dikemukakan pula bahwa Fasisme bukanlah ideologi
yvang bersifat dogmatis dan kaku, akan tetapi dipandang sebagai
ideologi yang luwes dimana yang ada dalam masyarakat dan
negara. Hakikat Fasisme adalah kepercayaan dan instink, dan
bukannya akal atau ajaran.

Fasisme menolak dengan tegas gerakan Pasifisme, akan tetapl
lebih menyukai bentuk-bentuk kekerasan. Mereka juga menolak
demokrasi dan liberalisme dengan segala macam pranata
pendukungnya. Sebaliknya, Fasisme lebih cenderung mendekati
nasionalisme dan imperialisme, serta lebih tertarik kepada tradisi-
tradisi jaman Romawi.

Negara, dalam pandangan Fasis dianggap terlepas dan ada
diatas setiap perintah motal. Negara terdiri atas semua individu
dan mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan individu.
Kebebasan individu dibatasi untuk memberikan perhatian
sepenuhnya kepada negara. Negara adalah diatas segala-galanya.
Negara mempunyai peranan sangat penting dalam membentuk
individu-individu yang tercakup didalamnya. Untuk itu, negara
harus melakukan pengawasan mutlak kepada setiap aspek
kehidupan individu, yang meliputi pendidikan, kehidupan
ekonomi, dan memaksakan tercapainya keselarasan antara kerja
dan modal. Dar segi inilah nampak bahwa Fasisme menolak
Sosialisme-Marxist maupun Kapitalisme. Dibawah Fasisme
hak milik perseorangan dipertahankan sepanjang pemakaian
diletakkan dibawah kekuasaan negara. Pertentangan kelas tidak
dibenarkan dan berbagai bentuk pemogokan dibasmi.

Perang Dunia I, dalam mana Ilia sendiri baru terlibat pada
tahun 1915, ternyata banyak memerlukan wakw dan biaya yang
jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Kendatipun
demikian, Italia sendiri boleh dikatakan tidak memperoleh
keuntungan sebagaimana yang diharapkan, malahan membawa
berbagai ekses dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Perang
yang berkepanjangan dan menghabiskan biaya besar tersebut,
banyak menimbulkan keresahan dalam berbagai kalangan.

Sejalan dengan itu banyak pemikiran dan gagasan dilontarkan
orang, dan tidak sedikit pula usaha-usaha yang dilakukan untuk
mencoba mengatasi keadaan-keadaan tersebut. Namun demikian,
usaha-usaha tersebut tidaklah semudah yang diperkirakan
orang. Banyak tantangan berat harus dihadapi, terlebih lagi
dengan melihat struktur ekonomi negara yang sudah sedemikian
parah, serta tersendat-sendatnya pelaksanaan sistem demokrasi,
Tantangan-tantangan tersebut lebih diperberat lagi dengan belum




berhasilnya Parlemen melaksanakan tugas-tugasnya dengan
memuaskan.

Konsekuensi logis dari adanya krisis semacam ini, adalah
timbulnya berbagai organisasi ataupun gerakan politik yang
bersifat ilegal. Dan munculnya kekhawatiran baru dikalangan l.<e1as
menengah keatas akan memungkinkan masuknya bkomumsme
yang biasanya lebih berhasil dalam situasi semacam 1tu.‘S‘aat-sailat
seperti itu, banyak perhatian mulai diarahkan kepada dm' Benito
Mussolini, yang pada masa-masa sekitar itu boleh 'dlgnggz{p
sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan sosialis ttalia
sampai dengan tahun 1914 yang membawa negara tersebut masuk
ke kancah Perang Dunial.

Dalam bulan Maret 1919, Mussolini mengorganisir suatu
gerakan yang disebut “Fasci di Camattimento”. Pada Mmasa-masa
awal pendiriannya, organisasi tersebut hanya memperoleh sedikit
kemajuan. Bahkan dalam pemilihan bulan November' 15]19,
misalnya, Mussolini secara tragis mengalami kekalahan. di Milan
yang sebenarnya dianggap sebagai basisnya. Akan tetapt.berml‘.t‘la‘l
dari kegagalan tersebut, masa-masa berikutnya senantiasa diisi
dengan segala keberhasilan. Setelah kehancuran di Milan tersebut,
Fasci berhasil meluaskan pengaruhnya ke seantero Italia. Dengan
dalih pemulihan ketertiban dan otomatis negara mereka mencoba
mengatasi segala masalah penting yang dihadapi negara dengan
cara-cara keras. Oposisi ditindas dan bahkan pemulihan hubu{'ngan
sosialis yang dilakukan tahun 1921 tidak lagi berumur panjang.
Dalam pendangan kaum Fasis, dukungan dari kaum sosialis

tidaklah banyak artinya dan sangat kecil bila dibandingkan d.engan
dukungan kelompok kelas yang berada dan kaum konsevatisme.

Pada tahun 1921 telah berhasil dipilih 35 anggota Parlemen
yang segera dibebani dengan berbagai tugas berat terse.buL A]Ean
tetapi keberhasilan ini tidak diiringi dengan keberhasilan rejim
sendiri dalam mengendalikan ketertiban masyarakat. Ma]?\han
pada bulan Oktober 1922 terjadi krisis kabinet yang akhlm)lra
memberi peluang kepada Mussolini dan Fascis-nya Unluk.leblh
tampil secara meyakinkan. Pada bulan Oktober 1922 1tu[ah
sebenarny'a Mussolini dengan Fascis-nya benar-benar bisa
menguasai jaringan politik di Italia.

Kendatipun rezim sudah dirombak dan kesadaran masyarakat
terhadap perubahan-perubahan secara revolusionersangatlah tipis,
parlemen tetap diberi kesempatan untuk kerja. Dari sini nampak

bahwa cara-cara kudeta ternyata lebih disukai dibandingkan cara-
cara revolusi.

Dengan hanya bersandar pada berbagai pernyataan Mussolini,
sulit bagi kita untuk memperoleh gambaran apa yang sebenarnya
yang dikehendaki oleh Fasisme di masa-masa yang akan datang.
Akan tetapi secara umum dapat ditarik satu pengertian bahwa
dalam jangka pendek Fasisme ingin segera memulihkan keadaan
yangada. Fasisme bukansekedar sistem pemikiran yang terintegrasi,
tetapi secara gradual menjelma sebagai respon terhadap situasi dan
kondisi yang sudah berlangsung. Hal yang demikian ini sangat
wajar apabila kita tilik dari kelahiran Fasisme itu sendiri. Raru
setelah Mussolini berhasil menjadi perdana menteri, dan fasisme
sendirni berhasil memperkuat kekuasaannya, banyak filosuf mulai
dilibatkan, dan Mussolini sendiri menulis sebuah artikel vang
berjudul “Fasisme” dalam Encyclopedia Italiana. Mulai saat itulah
Fasisme menjadi lebih mudah untuk dikenali.

Di atas telah dikemukakan bahwa latar belakang Mussolini
sendiri adalah penganut sosialis. Mussolini sendiri bukanlah
keturunan orang besar, akan tetapi terlahir dari rakyat kebanyakan.
Kalaupun dia meninggalkan sosialisme dan bahkan dianggap
sebagai musuh nomor satu, namun program-program yang
dicanangkan oleh Komunis Sertal Fasci sedikit banyak identik
dengan platform sosialis, seperti misalnya program yang berkaitan
dengan masalah ketertiban masyarakat, upah yang menemani dan
lain sebagainya.

Di balik kecenderungan tersembunyi tersebut di atas dalam
banyak hal Mussolini lebih tertarik kepada Fiume dan Gabriele
d" Annuncio yang nasionalis. Disinilah letak sumbangan Fasisme
terhadap pemikiran politik dan prakteknya di masa kini, yaitu
usaha menyelaraskan antara dua spektrum yang senantiasa saling
bertolak belakang yaitu sosialisme dan nasionalisme.

Konsep Marx tentang perjuangan kelas telah merumuskan
oleh Fasisme dengan alur yang berbeda, Dalam hubungan ini
bisa diterapkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu dalam
lingkup antar negara. Diakui bahwa masing-masing negara,



apakah mereka tergolong dalam kelompok “Haves” seperti
Amecrika Serikat, Inggris atau Perancis, ataukah yang tergolc:ng
kelompok “Haves nots” seperti Italia dan Jerman, masing-masing
mempunyai tuntutan yang sama, yaitu untuk kedudukan yang
sama dalam hubungan antar negara.

Lebih jauh dikemukakan bahwa konflik antar kelas sosial
dalam satu negara sebenarnya hanya membuang-buang tenaga
dan menempuh energi nasional yang justru sangat diperlukan
dalam perjuangan menghadapi negara lain. Dalam pandangan
Fasisme, bangsa adalah realitas politik yang hidup, dalam mana
setiap individu mengembangkan dirinya sendiri, Usaha-usaha
perdamaian antar bangsa yang dilansir dimasa-masa lalu oleh
Liga Bangsa-Bangsa hanya dipandang dengan sebelah rna?a dan
bahkan dianggap sebagai impian kaum utopis yang berlebihan.

Cara pandang semacam i tidak mau memberikan justifikasi
terhadap usaha pengembangan konsep kekuatan, kekerasan dan
bahkan brutalitas. Dan memang konsep-konsep inilah yang
nampak cukup dominan dalam ajaran Fasis. Cara pa.ndang
semnacam itu, juga mempunyai konsekuensi dalam hal penylkaparj
terhadap eksistensi negara, yang ternyata lebih mengafah pada
pengembangan totalitarian anti demokrasi. Negara _chpandang
sebagai perwujudan tertingg! dari bangsa. Untuk itu semua
kepentingan individu harus disubordinasikan demi kekuatan dan
kemuliaan negara. Negara mempunyai hak untuk mengadakan
pengawasan dan mengatur aktivitas anggota-anggotanya.

Cara pandangyangterakhir ini berbuntut puladengan 1iadarfyf:|
keberatan: terhadap upaya pemberangusan semua beniuk oposisi,
dilegalisirnya negara satu partaj dan dihapuskan identifikasi partai
Fasis dengan negara.

Struktur partai bertumpu pada alur herarkis, dimana o.torilas
langsung mengalir dari atas. Secara demikian cara-cara .dlktalur
adalah satu hal yang tidak bisa dihindarkan dan boleh dlkatalfan
sebagai konsekuensi logis dari struktur partai semacam itu.
Mussolini misalnya, sebagai kepala pemerintahan sering disebut
dengan “use” (leader). Tidak sekalipun dia pernah mengaFalFan
“I ‘etat c'est moi” (I am the state), akan tetapi slogan “Mussolini ha

sempretagonie” (Mussolini is always right) yang sering didengungkan

barangkali mempunyai makna yang sama. Slogan lain “credere,

obbedire, combatire” (to believe, to obey. 1o fight} boleh dikatakan
sebagai inti dari filsafat Fasis.

Dalam pengaturan masalah perekonomian, Fasisme
menggunakan konsep ‘corporate state”. Untuk itu kehidupan
perekonomian negara diatur oleh 22 korporasi yang meliput setiap
individu yang mempunyai usaha atau profesi sejenis. Sebagai
contoh, pada masa itu di Italia ada satu korporasi yang disebut
“steel corporation”. Dalam korporasi ini terlibat semua orang
yang mempunyai hubungan dengan produksi industri komoditi
tersebut. Segala masalah yang berhubungan dengan industri
komoditi tersebut diatur dan diselenggarakan oleh pemilik modal,
buruh dan negara. Secara demikian, dalam situasi semacam itu
tidak akan ada lagi kesempatan bagi buruh untuk mengadakan
pemogokan, yang sebagaimana dikemukakan diatas dipandang
sebagai manifestasi pemborosan energi dalam perjuangan kelas.

Namun demikian, satu catatan yang tidak bisa ditinggalkan,
bahwa konsep negara korporasi tersebut tidak pernah
dikembangkan secara konsekuen. Dalam banyak hal negara lebih
memperhatikan pada segi hak milik, kendatipun rambu-rambu

vang dipakai sudah jelas menekankan titik beratnya pada segi
kesejahteraan umum.

Melalui kajian ini, kita diharapkan dapat memahami setiap
ideologi yang pernah berkembang di dunia dengan berbagai
kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, persoalan penting
vang perlu mendapat perhatian adalah konsep-konsep utama
yang menjadi ciri dari ideologi itu. Dengan demikian, kita dapat
membandingkan secara rasiona! dan proporsional.

4.3 POSISI DAN PERAN PANCASILA SEBAGA! IDEOLOGI
TERBUKA

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai
dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku
dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat
khas yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin
dalam setiap segi kehidupannya. Oleh karena itu perlu upaya
agar tidak terjadi kebekuan dan kekakuan, sikap tabu terhadap



perkembangan dan perubahan maka sejak awal bangsa Indonesia
telah menetapkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka.

Menurut Dr. Alfian suatu ideologi yang baik harus mengandung
tiga dimensi di dalam dirinya agar ia dapat memelihara
relevansinya yang tinggi dan kuat terhadap perkembangan aspirasi
masyarakatnya dan tuntutan perkembangan zaman. Kehadirarf
ketiga dimensi yang saling berkaitan tersebut menjadikan ideologi
ita kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Ketiga dimensi IersebuF
adalah: (1) dimensi realita (2) dimensi idealisme (3) dimensi
fleksibilitas atau pengembangan (QOetojo Oesman dan Alfian
1993: 192).

Ditinjau dari dimensi relita, nilai dasar yang terkandung
bersumber dari nilai nyata yang hidup dalam masyarakat, terutama

pada waktu ideologi itu lahir, sehingga pendukungnya betul-betul -

merasakan dan menghayati bahwa nilai dasar itu tertanam dan
berakar dalam masyarakat. Dilihat dari dimensi idealisme, suatu
ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai
bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
dengan demikian sebuah bangsa akan tahu ke arah mana
mereka membangun bangsa dan negaranya. Dimensi fleksibilitas
mempunyai pengertian yang memungkikan adanya perkembangan
pemikiran baru tentang ideologi tersebuttanpa menghilangka}n
hakikat yang terkandung didalamnya. Hal ini hanya mungkin
dilakukan secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka
atau ideologi yang demokratis.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi
dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal yang
memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan
pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan
zaman. Sehingga ideologi tersebut tetap aktual selalu berkembang
dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.
Nisbah antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Unsur Ideologi Terbuka ideclogi Tertwiup
Sistem gerubah, berinteralsi Tetap, tidak menerima
L engan perkembangan
Pemikiran perubahan
Zaman
Merupakan cita-cita yang - Merupakan cita-ciia
hidup dalam masyarakat. kelompok tertentu,
Karakteristik | Hasil konsensus + Sebagai tuntutan
masyarakat. konkret yang keras.
Dibutuhkan oleh - Dipaksakan pada
masyarakat, masyarakat
- Digali dan ditemukan dari | - Hasil pemikiran tokoh
budaya masyarakat sendiri, dan ndak berasal dari
Materi {isi} - Penjabaran idiologi budaya sendiri.
dengan interpretasi yang - Penjabaran ideologi
kritis dan rasional bersifat totaliter.

Penegasan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka bukan
saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang
dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi
juga merupakan suatu kebutuhan konseptual. Pengertian terbuka
artinya terbuka untuk terjadinya interaksi nilai yang terkandung di
dalamnya dengan lingkungan sekitar terutama pada tataran nilai
instrumentalnya dan bukan pada tatanan nilai dasarnya.

Nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang
meliputi pandangan kita tentang kemerdekaan, cita-cita nasional,
Ketuhanan Yang Maha Esa, Dasar Negara, sumber kedaulatan rakyat
dan tujuan nasional. Nilai dasar yang ada dalam masyarakat dan
yang kita anut tidak boleh kita ubah lagi, menurut ahli hukum,
merubah nilai dasar berarti membubarkan negara kesatuan
Republik Indonesia.

Betapapunpentingnya nilai dasar namun sifatnya masih belum
operasional, artinya belum dapat dijabarkan secara langsung
dalam kehidupannya sehari-hari. Perjalanan UUD 1945 sendiri
menunjukkan adanya undang-undang sebagai pelaksana hukum
dasar tertulis. Nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan
UUD 1945 memerlukan penjabaran lebih lanjut sebagai arahan
dalam kehidupan yang nyata. Penjabaran lebih lanjut inilah yang
kita namakan sebagai nilai instrumental, yang tetap mengacu
pada nilai dasar yang akan dijabarkan. Penjabaran dilakukan




secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk yang baru untuk

mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang sama

yang dimungkinkan oleh nilai dasar yang dijabarkan, Tentu saja
penjabaran itu tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang
dijabarkan.

Pengertian terbuka adalah untuk berinteraksi dengan
lingkungan sekitar pada tatanan nilai instrumental. Tentu saja ada
batas-batas dari keterbukaan tersebut, yaitu :

1. Kepentingan stabilitas nasional, unwk menjaga timbulnya
keresahan yang meluas selayaknya dicarikan momentum,
bentuk serta metode yang tepat untuk menyampaikannya

2. Larangan terhadap ideologi Marxisme-Leninisme/Komunisme.
Walaupun secara faktual kita melihat proses kebangkitan
ideologi Marxisme-Leninisme/ Komunisme, namun belum
dapat mengabaikan begitu saja (Soeprapto M. Ed. 1992: 48).

Jadi keterbukaan ideologi Pancasila pada tataran nilai
instrumental dan nilai praxisnya tidak berarti terbuka dari
wawasan faham komunisme. Sebaliknya harus waspada terhadap
kerawanan yang ada yang mungkin menimbulkan munculnya
faham seperti itu. Karena dalam faham komunis dalam
mewujudkan cita-citanya selalu menghalalkan segala macam
cara, Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Partai Komunis
Indonesia {PKI) adalah organisasi politik yang terlarang, bukan
saja dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah dua kali PKI
mengkhiyanati bangsa dan cita-cita nasional, seperti telah terbukti
dalam peristiwa Madiun tahun 1948 dan G30S pada tahun 1965,
melainkan juga karena ajaran ideologis yang dianutnya, yaitu
komunis yang menjadi landasan pemikiran serta pembenaran
kegiatan politiknya.

4.4 CONTOH PERTANYAAN UNTUK DiSKUSI DAN TES

1. Jelaskan arti penting ideologi bagi bangsé Indonesia dan
unsur-unsur apa saja vang terkandung dalam suatu ideologil

2. Bandingkan apa keunggulan [deologi Pancasila dibandingkan
dengan ideologi-ideologi di dunia!

3. Jelaskan apayang dimaksud Pancasila sebagai ideologi terbuka
dan dimensi-dimensi apa saja yang terkandung dalam ideologi
terbuka tersebut!

4. Keterbukaan ideologi Pancasila itu apakah dapat ajaniksa
bahwa Pancasila itu dapat menerima unsur-unsur ideologi
lain?]|

k,\_



PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

Pada bab ini akan dibicarakan tentang Pancasila sebagai
etika politik. Oleh karena itu setelah mengikuti perkuliahan ini
mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan:

1. Pengertian Etika, Etika Politik dan Pancasila sebagai Sistern
Etika

2. Pancasila sebagai Etika Politik dan Nilai-nilai Etika yang
terkandung di dalamnya '

3. Mengimplementasikan Pancasila sebagai Etika Politik

5.1 PENGERTIAN ETIKA, Eflﬂ POLITIK DAN PANCASILA
SEBAGAI SISTEM ETIKA

Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari
kata Yunani Etos yang artinya sepadan dengan arti kata susila.
Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak mangusia itu dapat
dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengamalan nilai-
nilai kesusilaan atau kebaikan,

Dengankata lain, etikasebagai cabangilmufilsafatmengajarkan
bagaimana hidup secara arif atau bijaksana sebagai suatu “seni”
sehingga filsafat etika juga dikenal sebagai filsafat moral, Yang
perlu diperhatikan ialah bahwa dalam permasalahan etika justru
yang penting ialah saat di mana harus diambil keputusan konkrit



untuk menentukan satu di antara dua masalah yang sama baiknya
atau dua masalah yang sama-sama tidak baiknya.

Apabila dilacak tradisi filsafat Barat semenjak zarman Socrates,
Piato, dan Aristoteleshinggazaman Abad Pertengahan, kesemuanya
menunjukkan bahwa hidup secara bijaksana akan mengantarkan
seseorang menjadi bahagia. Kebijaksanaan (wisdom) adalah syarat
yang harus dimiliki untuk menuju kebahagiaan hidup. Karena itu,
etika pada zaman itu bercorak eudomonistik.

Dengan tampilnya ajaran Imanuel Kant di abad ke-18
masalah etika bukan lagi masalah kebijaksanaan, melainkan
sudah merupakan kewajiban. Etika menurut Immanuel Kant
adalah suatu kategori imperatif, dalam arti bahwa etika bukanlah
alat untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan menjadi tujuan
di dalam dirinya sendiri. Artinya etika dipatuhi, dengannya orang
berbuat baik atau susila bukan untuk mencapai suatu tujuan,
melainkan untuk dan demi kebaikan atau kesusilaan itu sendiri.

Dalam pada itu bagi tradisi Timur, etika berkisar pada ajaran
karma dan dharma (filsafat India), atau berkisar pada Tao yaitu
jalan lurus yang menggariskan pemisahan antara yang baik dan
yang buruk ( filsafat Cina), ataupun berkisar pada suatu keselarasan
(harmoni) dalam kehidupan individu, sosial, keselarasan antara
diri manusia dan alam, antara manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa.

Setiap bangsa juga setiap zaman mempunyai persepsi dan
orientasinya sendiri-sendiri dalam menentukan gagasan vital bagi
pemberian dasar dan arah kehidupan etisnya, yang pada gilirannya
kemudian dijabarkan ke dalam kehidupan praksis sehari-hari,
tanpa lepas dari konteks budaya di mana nilai-nilai etika itu lahir
dan berkembang.

Karena itu, masalah etika, juga etika politik yang dalam
kenyataan praksis kita dituntut untuk bertindak dan mengambil
keputusan konkrit demi dan atas nama tercapainya sesuatu tujuan,
maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah kesamaan
dalam penggunaan kerangka acuan, sedemikian rupa sehingga
kerancuan pikir dapat dihindarkan.

Mendiskusikan masalah etik dalam konteks politik, menuntut
kesediaan untuk terlebih dahulu terjun ke tataran fAlsafati dan

——

bukan langsung ke tataran teknis operasional. Memang bagl
sementara pihak membicarakan sesuatu yang bersifat filsafati
dirasakan sebagai terlalu idealistik, tidak pragmatis, non-
ekonomis, dan membuang-buang waktu. Tanpa kesediaan untuk
mendasari nilai-nilai filsafati, kita akan terjerumus ke dalam
masalah-masalah periferik, tanpa menyentuh segi-segi substantif
vang akan dijadikan pangkal tolak-derivas-deduktif dalam kita
bersikap dan bertindak dan sekaligus akan kita jadikan parameter
atau tolok ukur induktif dalam menentukan etis tidaknya sikap
atau tindakan kita.

Dengan memahami nilai-nilai filsafati itulah akan dapat
ditunjukkan permasalahannyasebagai realitas yangutuh, sehingga
dalam menghadapi suatu masalah secara teknis-operasional kita
akan dapat memahami arti atau makna tentang apa yang benar
atau salah (true or flase) secara intelektual, dan apa yang benar atau
salah (right or wrong) secara etis.

Adapun etika politik itu sendiri mengandung dua pengertian;
pertama, sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis
kehidupan manusia (legitimasi kekuasaan politik); kedua, etika
politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik
(dimensi moral dalam berpolitik), seperti: sikap ksatria, elegant,
Jairness, penuh kesantunan, dan memegang amanah (legitimasi
etis) {Franz Magnis Suseno, 1994:13). Tentunya hal ini di luar
pendasaran keabsahan kekuasaan {legitimasi politik), sebagaimana
diketahui bahwa suatu pemerintahan ataupun lembaga perwakilan
tidak akan mungkin berjalan efekiif tanpa adanya legiumasi
politik dari rakyat. Namun, secara rasional pemerintah manapun
di dunia tidak mungkin lagi menyandarkan klaim wewenang dan
kekuasaannya atas dasar kekuatan fisik angkatan perang (militer)
yang represif atau mitos-mitos feodalistik maupun teokratik.

Oleh karena itu, klaim-klaim yang bersifat tidak rasional dan
dipaksakan semakin lama akan semakin ditinggalkan sejalan
dengan kemajuan gerakan-gerakan pemikiran kritis filsafat dan
politik. Dalam hal ini fungsi kritik rasional filsafat telah banyak
terdengar lewat slogan-slogan politik dan gerakan-gerakan sosial
vang membongkar kedok korupsi (penyelewengan) kekuasaan
dengan perangkat hukumnya yang diperalat untuk kepentingan
sepihak. Tanpa legitimasi yang rasional dan obyektif, suatu,



pemerintahan negara tidak akan mungkin berjalan efektif, kecuali
rezim pemerintahan yang memiliki etika politik sajalah yang.akar!
herdiri tegak di atas legitimasi yang quoh yaitu suatu legitimasi
yang tidak hanya bersifat sosiologis -dalam arti n"lendapat
pengakuan masyarakat yang bersifat yuridis, dalam arti berla}ku
sebagai hukum positif dalam format yuridis ketatanegaraan ansich,
melainkan lebih dalam lagi yaitu legitimasi secara etis-filosofts
(Hendra Nurtjahjo, 2006:18).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legitimasi etis
(ﬁlosoﬁs]ada]ahpenyempumaakhirdarikemauandankemampu.an'
berkuasa. Walaupun seseorang atau suatu pemerintahan memiliki
banyak legitimasi sebagai background kekuasaannya, namun
agar tetap eksisnya kekuasaan tersebut terletak pada legitimasi
etisnya. Tanpa legitimasi etis yang tetap kontinu berpihz}k pada
kepentingan kemanusiaan, suatu kekuasaan Remenntahan
tinggal menunggu waktu untuk dijatubkan. Apakah itu !ewat cara
‘pemberontakan sosial’ atau demonstrasi ‘people power, l‘eV(‘JlLISI
atau reformasi (evolusi), maupun penggantian lewat mekanisme
konstitusional; yang jelas akan ada gerakan reformasi untuk
mendudukkan kekuasaan pada proporsi pertanggungjawaban
politik yang konkret dan etis (Ibid., him. 19}.

Sementara Pancasila sebagai sistem nilai, di dalamnya
mengandung nilai-nilai universal {umum) yang dikembangkan
dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengarf
kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagal
suatu sistem nilai, sesuai dengan arti nilai it sendiri yaitu
merupakan cita-cita yang meniadi motivasi bagi segala sikap,
tingkah laku dan perbuatan manusia yang mendukungnya, maka
Pancasila memuat suatu daya tarik bagi manusia untuk diwujudkan
dan mengandung suatu keharusan untuk dilaksanakan (Paulus
Wahana, 1993:75).

Bagi bangsa Indonesia, sistem nilai Pancasila memilik!
keunikan/kekhasan karena nilai-nilai Pancasila mempunyai
status yang tetap dan berangkai yang masing-masing ﬁlla tidak
dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Ia senafas dan sejiwa yang
merupakan totalitas yang saling hidup menghidupi, meh‘puu
dan menjiwai, diliputi dan dijiwai satu sama lain. Keunikan
sistem nilai Pancasila inilah merupakan identitas bagi bangsa

{negara) Indonesia yang membedakan dengan bangsa (negara} -
lain yang disebut dengan kepribadian atau jatidiri (A. W. Widjaja, °
2000:1-2}. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem
nilai Pancasila merupakan kebulatan dari sejumlah unsur-unsur
yang saling berhubungan menurut suatu tata tertib pengaturan

guna mencapai suatu maksud aiau menunaikan suatu peranan
terientu,

5.2 PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN NILAI-NILAI
ETIKA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA

Dengan melacak kembali secara sepintas mengenai sejarah
perjuangan dalam menentukan dasar negara Indonesia, maka
Pancasila dalam perkembangannya bukan hanya sekedar suatu
konsensus politik melainkan sebagai Staatsfundamental Norm.
Secara yuridis formal, Pancasila yang berfungsi sebagai kaidah dasar
negara (Staatsfundamenial Norm) memperoleh legalitas hukumnya
pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Karena tercantum dalam Keputusan-keputusan Negara
tersebut, maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya.
Jadi, berlaku dan mengikat setiap manusia Indonesia, kapan dan
di mana saja ia berada {Bachsan Mustafa, 2003:114).

Pancasila juga berkembang menjadi suatu konsensus filsafati
yang mengandung komitmen-komitmen transendental yang
menjanjikan kesatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia
dalam menyongsong masa depan. Konsekuensi dan implikasinya
ialah bahwa Pancasila dengan kelima silanya sebagai satu kesatuan
dan keutuhan, merupakan dasar dan arah bagi pengembangan
etika sosial kita, termasuk etika politik.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa di dalam ilmu politik
masalah yang banyak dibahas dan dipersoalkan adalah kekuasaan.
Hal ini tidaklah mengherankan karena masalah kekuasaan
mempunyai sifat dan dipandang sebagat sesuatu yang substantif,
bahkan suatu saat apa yang disebut politik {politics) dianggap
tidak lain kecuali kekuasaan belaka. Pandangan semacam itu
meskipun telah dianggap tidak begitu relevan lagi, namun masalah
kekuasaan tetap merupakan fenomena sentral dalam ilmu politik
yang muncul dalam hampir setiap wacana atau kegiatan.
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3. Mengusahakan akibat-akibat baik (bagi kemanusiaan)
sebanyak mungkin dan’ mengusahakan untuk sedapat-
dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dan tindakan atau
keputusan kita (prinsip sikap baik dalam utititarisme). Akibat
baik ini harus memungkinkan potensi hidup da potensi
pengembangan diri tiap individu dalam kemanusiaannya.
Esensinya, agar manusia bergerak menuju derajat atau
martabat yang lebih tinggi lagi;

4. Menghargai persamaan dengan segala derivatifnya dengan
tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan obyekktif
(nature) dari individu-individudalam suatu konteks sosial.
Prinsip kesempatan yang adil (persamaan/equally open) harus
dikombinasikan dengan prinsip perbedaan (prinsip diferen)
untuk mencapai “keuntungan bersama setiap orang” dalam
perspektif demokrasi yang etis;

5. Keputusan dan tindakan pelitik harus melalui suatu diskursus
etika yang memasukkan unsur universailisme etik, kemudian
diproses dengan unsur lokal (lokalitas) yang patut pula
dipentingkan, seperti nilai tetang persatuan bangsa; dan

6. Keputusan dan tindakan politik secara bertingkat harus
mensyaratkan: (1) perioritas untuk untuk memiliki legitimasi
etis (dengan ukuran-ukuran etika dasar dan etika politik
secara mendasar), (2) memiliki legitimasi sosiologis, dalam
arti persetujuan sosial-bisa dalam bentuk suara mayoritas
dari suatz Dewan Etik, bisa pula suara mayoritas dari Dewan
Perwakilan pada umumnya dan (3) memiliki legitimasi
yuridis dalam pengertian dasar iegalitas~konstitusional yang
telah disepakati bersama sebelumnya melalui proses keadilan
prosedural.

Keenam hal di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan dari
suatu perangkat politik yang etis. Dalam teori politik, tindakan
pengambilan keputusan, sikap maupun perilaku politik yang etis
harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai fundamental etika yang
telah dikembangkan secara substansial maupun prosedural.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai sesungguhnya di dalamnya
terkandung nilai-nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap
dan perilaku politik bangsa [ndonesia karena secara substansial,

nilai-nilai yang dikandung di dalamnya digali dari akar budmli
bangsa Indonesia itu sendini. Hal itu dapat dijabarkan sebagal
berikut:.

1. Nilai-pilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar manusiawi
yang berhasi} ditemukan dalam kehidupan bangsa Indonesia;

2. Nilai-nilai dasar tersebut disusun sebagai satu kesatuan yang
sistematis dan ditetapkan sebagai Dasar Negara R;

3. Nilat-nilai dasar tersebut merupakan nilai-nilai moral yang
secara aktual dapat menjadi pedoman bangsa Indonesia;

4. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945 tampak masih begitu umum dan
abstrak, sehingga sulit untuk langsung dijadikan pedoman
dalam kehidupan kita;

5. Nilai-nilai Pancasila masih harus dicari dan ditemukan
dalam rumusan Pancasila, bahkan nilai-nilai tersebut perlu

dijabarkan lebih lanjut untuk dapat diwujudkan (Paulus
Wahana, 1993:77 - 78).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa inti
permasalahan politik adalah kekuasaan. Politik cenderung
diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan,
siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu Negara atau secara
umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang
berkaitan dengan kekuasaan.

Dari arti kata etika dan politik (etika politik) kita dapat
menangkap bahwa etika berada pada ruang lingkup dunia
filsafat yang tentunya penuh dengan pandangan-pandangan
yang bersifat absolut dan kemurnian, sedangkan politik berada
dalam ruang lingkup dunia nyata yang tentunya penuh dengan
dunia pragmatisme. Qleh karena itu tentunya tidak mudah untuk
menangkap makna etika politik itu, sebab kata etika berada dalam
dunia cita, sedangkan kata politik berada dalam dunia nyata.

Permasalahnnya sekarang adalah bagaimana Pancasila
yang mengandung nilai-nilai etik yang berada dalam dunia cita
(das sollen) diimplementasikan dalam dunia nyata (das sein)
dalam memayungi permasalahan kekuasaan. Artinya bagaimana
mengimplementasikan nilai-nilai etik Pancasila itu bagi setiap
warga negara Indonesia terutama dalam kegiatan mendapatkan,



melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan, tentunya dalam
arti yang seluas-luasnya.

Dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum,
maka tidak dapat dilepaskan bahwa dalam setiap kegiatan
perpolitikan, nilai-nilai etik Pancasila itu menyatu dengan norma-
norma hukum yang mengatur masalah kegiatan politik, terutama
kegiatan politik praktis. Dalam operasionalisasi nilai etik Pancasila
akan selalu beriringan dengan pelaksanaan hukum yang berlaku
di Indonesia. Nilai-nilai hukum yang harus diwujudkan yaitu
kepastian, keadilan dan kemanfaatan harus selalu ditopangdengan
nilai-nilai etik Pancasila sehingga operasionalisasi negara hukum
Indonesia dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional Indonesia
sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Semua
aktivitas politik harus mengacu pada koridor negara hukum
Indonesia yang didukung oleh nilai-nilai etik Pancasila yaitu nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan
sosial. Misalnya mengusahakan terwujudnya persatuan bangsa
Indonesia melalui penyusunan aturan aentang hubungan antar
warga negara yang terdini dari beraneka ragam suku, golongan,
agama serta budaya, termasuk mengatur kehidupan beragama
agar kebebasan kehidupan beragama bisa terjamin.

Dengan demikian, meskipum fokus petbincangan politik
adalah masalah kekuasaan, tetapi pada aspek etika politik tidak
hanya berfokus pada masalah legitimast kekuasaan ansich, namun
juga menyangkut perilaku atau tindakan politik dari seluruh
partisipan kehidupan politik {(rakyat}. Suatu perilaku atau tindakan
politik yang etis tentulah mengacu pada nilai-nilai moral tertentu
(untuk konteks Indonesia adalah nilai-nilai etik yang terkandung
di dalam Pancasila), agar dipercaya akan adanya basis moral yang
semestinya menjadi dasar dari suatu tindakan atau perilaku politik
tertentu. Oleh karenaitu, pendapat yang mengatakan bahwa politik
tidak barus memperhatikan moral (nilai etikj adalah pendapat
yang menyesatkan {sebagaimana pendapat Machiavelli).

5.4 CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUS! DAN TES -

L }elall(skan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem
etika!

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Etika Politik Pancasila?

3. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri perilaku politik yang etis
berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila!

4. Dalam praktek perpolitikan di Indonesia dijumpai adanya

politik uang (money politic). Bagaimana menurut pendapat
anda?||




PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas tentang Pancasila dilihat dari
pendekatan ketatanegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu
setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat
memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Negara
Rl

2. Makna Isi Pembukaan UUD45 dan Kedudukannya dalam
Tertib Hukum Indonesia

3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam UUD45 sebelum dan
sesudah amandemen.

6.2 KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB
HUKUM KETATANEGARAAN RI

Menurut Notonagore (1959: 26) yang dimaksud dengan
tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum
yang memenuhi empat syarat yaitu adanya kesatuan subjek yang
mengadakan peraturan-peraturan hukum, adanya asas kerohanian
yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, adanya
kesatuan waktu yang di dalamnya peraturan-peraturan hukum
itu berlaku, dan adanya kesatuan daerah di mana peraturan -
peraturan hukum itu berlaku. Di dalam tertib hukum itu terdapat
pembagian susunan hirarkhis dari peraturan-peraturan hukum.



Peraturan-peraturan hukum dalam pengertian tertib hukum itu
merupakan kesatuan keseluruhan serta mempunyai susunan
bertingkat atau berjenjang.

Menurut Kelsen (1944:110-111) bahwa peraturan-peraturan
hukum yang banyak jumlahnya itu merupakan suatu sistem
karena peraturan-perturan hukum yang satu (yang lebih tinggi)
merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan hukum lain
(yang lebih rendah). Demikian tingkatan-tingkatan atau jenjang-
jenjang itu akhirnya sampai pada dasar yang terakhir yaitu basic
norm atau norma dasar. Menurut Kelsen bahwa suatu peraturan
hukum merupakan derivasi dari suatu fakta, oleh karena itu suatu
peraturan hukum tertentu harus dapat dikembalikan kepada
peraturanb yang lebih tinggi di atasnnya.

Marmosudjono  (1989:13-14) mengemukakan bahwa
tertib hukum merupakan prinsip yang pertama-tama harus ada
dalam sebuah negara hukum. Terdapat dua aspek utama dalam
mewujudkan adanya tertib hukum, yaitu:

1. Adanya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, haruslah memiliki ketentuan hukum yang jekas
dan menmgandung kepastian hukum. Pelbagai aspek pokok
kehidupan dalam sebuah negara hukum dengan sendirinya
harus terliput oleh ketentuan hukum.

2. Keseluruhan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bemegara benar-benar dilaksanakan atas dasar
ketentuan-ketentuan hukum. Dengan demikian akan dapat
dihibdari munculnya tindakan yang tidak bersumber pada
ketentuan hukum yang pasti dan jelas, baik dilakukan oleh
perorangan, kelompok maupun negara/pemerintah.

Menurut Suyadi {1999: 183) ditinjau dari aspek filosofis
makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum RI adalah nilai-
nilai luhur yang terlekat pada keberadaan bangsa Indonesia
yang diyakini kebenaranya. Secara filsafati Pancasila merupakan
seperangkat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang
menjadi dasar moral bagi tertib hukum Indonesia. Secara yuiridis
kenegaraan Pancasila adalah dasar negara RI dan pada akhirnya
secara sosiologis diterima sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh
karena itu Pancasila tidak boleh diabaikan dalam kaitanya dengan

masalah pembentukan hukum serta penafsiran hukum. [ni berartl
Pancasila senantiasa memberikan inspirasi bagi pembentukan
hukum dan penegakan hukum. Pembentukan hukum nasicnal
merupakan konsekuensi untuk mewujudkan tatanan kemerdekaan.
Oleh karena itu merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk
mengkronstruksikan hukum nasionalnya itu atas dasar nilai-nilai
dasar yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut
ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum yang
selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional.

Selanjutnya dikatakan Suyadi bahwa Pancasila memiliki tiga
dimensi yaitu dimensi moral/etis, ideologis/politis dan yuridis.
Ketiga dimensi ini disebut trias imperatif Pancasila. Jalinan yang
serasi antara ketiga dimensi tersebut akan memberikan sumbangan
positif bagi terwujudnya Hukum Nasional Indonesia yang
dinamis, sebagai sarana untuk mengatur kehiduopan masyarakat,
berbngsa dan bernegara yang sedang mengalami reformasi
menuju terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan
oleh pembukaan UUD 1945 dan Pancasila itu sendiri. Dimensi
moral/etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia merupakan
sisten norma yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan
sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Dimensi ideologis
berarti bahwa hukum nasional Indonesia didasari oleh cita-cita
serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945, sedangkan dimensi yuridis artinya Pancasila sebagai
pokok kaidah fundamental negara RI adalah merupakan norma
dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia.

6.2 PEMBUKAAN UUD 45 DAN KEDUDUKANNYA DALAM TERTIB
HuKuM INDONESIA

6.2.1 Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa
Indonesia

Apabila Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber
hukum tertinggi dari hukumn yang berlaku di Indonesia, maka
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari
motivasi-dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia,
yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang
ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam




hubungan pergaulan bangsa-bangsa di Dunia. Pembukaan yang
telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam (4) alinea iw,
setiap alenia dan kata-katanya mengandung arti dan makna yang
sangat dalam, mempunyaj nilai-nilai yang universal dan Iestan:
Liniversal, karena mengandung unilai-nilai yang dijunjung tinggi
oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari, karena_n
ia mampu menampung dinamika masyarakat, akan tetapi menjadi
landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia
tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

6.2.2 Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945.

Aline Pertama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan i ialah hqk
segala bangsa dan oleh sebab i, maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan” menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian
bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan lawgn
penjajahan. Dengan pernyataan itu bukan saja Bangsa Indonesia
bertekad untuk merdeka, akan tetapi akan tetap berdiri di
barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan
penjajahan di atas dunia.

Alinea tersebut mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu
bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan
agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak
kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Di situlah letak
motal luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alenia ini
juga mengandungsuatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa
Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari perjuangan. Dalil
tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban kepada bangsaf
pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap
bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa.
Pendirian yang sedemikian itu yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar tersebut akan tetap menjadi -landasan
pokok dalam mengendalikan politik Luar Negeri Indonesia. Alasan
bangsa Indonesia menentang penjajahan, karena bertentangan
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti bahwa
setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesvai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar
ditentang oleh Bangsa Indonesia.

Alenia kedua yang berbunyi: "Dan perjuangan kemerdehaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaula,
adil dan makmur” menunjukkan kebangsaan dan penghargaan
bangsa indonesia atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini.
Ini juga berarti adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak
dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang diambil
sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang, Dalam
alinea itu jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para
“pengantar” kemerdekaan, itulah negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa
Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya. Alenia ini
menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian, yaitu;

a. Bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai
kepada tingkat yang menentukan;

b. Bahwa momentum vyang telah dicapai tersebut harus
dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.

c. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir
tetapi masih harus diisidengan mewujudkan Negara Indonesia
vang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alenia ketiga yang berbunyi: “Atas berkat rakhmat Allah Yang
Maha Kuasa dan dengan didorong oleh heinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaanyangbebas, makarakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya”, bukan saja menegaskan lagi apa
yang menjadi motivasi riil dan materiil Bangsa Indonesia untuk
menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/
kepercayaannya menjadi motivasi spiritualnya, bahwa maksud
dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh
Allah Yang Maha Kuasa. Dengan ini digambarkan bahwa Bangsa
[ndonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan,
keseimbangan kehidupan materiil dan spirituil, keseimbangan
kehidupan di Dunia dan di Akherat.



Alinea tersebut memuat motivasi spiritual yang luhur serta
suatu pengukuhan dari Proklamasi Kemerdekaan. Alinea ini
menwunjukkan pula ketaqwaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan
Yang Maha Esa. Berkat ridhonyalah bangsa indonesia berhasil
dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya.

Alinca keempat berbunyi: “Kemudian daripada it untuk
membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah {ndonesia dan
untuk memajukan kesejahleraan umumi, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melahsanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
hemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusuniah
kemerdehaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dan berdasar hepada.
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalant permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-
prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah
menyatakan dirinya merdeka itu.

Tujuan perjuangan Negara Indonesia dirumnuskan dengan:
"Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia” dan untuk "Memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan "ihut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan hemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilzn sosial”. Sedangkan prinsip dasar yang harus dipegang
teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan: menyusun
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suaiu Undang-
Undang Dasar negata Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dan berdasarkan kepada Pancasila. Dengan rumusan yang panjang
dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar
sekaligus menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi
tujuannya, yailu melindungi segenap Bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan betkedaulatan

rakyat.

3. Negara indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaity
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6.2.3 Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung
pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam
BatangTubuh Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal-pasalnya
Ada 4 (empat) pokok pikiran yang sifat dan maknanya sanga£
dalam, yaitu:

a. Pokok pikiran pertama: “Negara” -begitu bunyinya-
“melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan
fce:adilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan
ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan, Negara
yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya
Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi
fegala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian
Pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi segenap
bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara
yang tidak boleh dilupakan”. Rumusan ini menunjukkan
pokok pikiran Persatuan, dengan pengertian yang lazim
negara, penyelenggara negara dan setiap warga negara waiil:;
mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan
golongan ataupun perorangan.

b. Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan headilan sosial

bagii seluruh rakyat”. Ini merupakan pokok pikiran Keadilan
Sosial, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

c. Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat,

berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan,
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kesimpulan bahwa sifat hubungan antara masin,_g-ma.sing bagian

Pembukaan dengan Batang Tubuh adalah sebagai berikut:

1} Alinea Pertama, kedua, dan ketiga Pembu!man uupD 194§
merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyal
hubungan organis dengan Batang Tubuh ULID 1945.

2} Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan
causal dan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang

- mencakup beberapa segi:
{1) UDD ity ditentukan akan ada.
(2) Yang diatur dalam UUD adalah temang.pembukaaq
pemerintah  negara yang  memenuhi berbagai

persyaratan.

(3) Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan
rakyat.

(4) Ditetapkannya dasar kerokhanian (Filsafat Negara
Pancasila).

2. Ditinjau dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam
Pembukaan UUD 1945,

Mengenai pokok-pokok pikiran yang tetkandung di dalam

Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut.

a. “Negara” begitu bunyinya "melindungi segenap bangsa
{ndonesia dan seluruh tumpah darat Indonesia dengan
berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Dalam Pembukaan
ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara
yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya:
yadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi
segala paham perseorangan, negara menurut pengertian
*Pembukaan’ itu menghendaki persatuan, meliputi
segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar
negara yang tidak boleh dilupakan.

b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.

c. Negarayangberkedaulatanrakyat berdasaratas kerakyatan
dan permusyawaratan/perwakilan.

d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Bsg
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari
LIUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan
cita~cita hukumn (Rechtside) yang menguasai Hukum dasar
Negara, baik hukum yang tertulis (UUD} maupun yang tidak
tertulis. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam
pasal-pasalnya. Begitulah, hubungan antara Pembukaan
dengan Batang Tubuh UUD tampak jelas sekali, hubungannya
causal-organis.

3. Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pemnbukaan UUD 1945,

Seperti dikemukakan di atas, bahwa Pembukaan mempunyai
kedudukan sebagai Pokok Kaidah Fundamental daripada
negara Republik Indonesia. Dengan demikian Pembukaan
memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Batang Tubuh
UUD 1945. Atau dengan kata lain:

a. Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi dan
terpisah dari Batang Tubuh UUD 1945.

b. Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Fundamental,

mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh UUD harus
diciptakan/dituangkan dalam pasal-pasanya.

6.2.5 Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD
1945,

Pancasila dalam tertib hukum dan Pokok Kaidah negara
vang fundamental, sebagai azas kerokhanian dan dasar filsafat
negara mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting
dalam kehidupan negara dan bernegara. Pancasilan sebagai azas
kerokhanian dan dasar filsafat negara merupakan unsur penentu
daripada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan Pokok
Kaidah Negara yang FUndamental itu, maka Pancasila itu adalah
inti daripada Pembukaan UUD 1945. Dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menunjukkan bahwa
Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam
UUD. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, berarti
bahwa negara Indonesia harus didirikan dan dibangun di atas dasar




etrsebut, Ofeh karena itu seperti halnya dengan Pembukaan, maka
Pancasila pun tidak dapat diubah, apalagi diganii oleh siapapun
termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat {MPR) hasil pemilihan
amum, karena merubah/ mengganti berarti membubarkan negara
I'roklamasi 17 Agustus 1945, Jadi jelas sekali bahwa hubungan
antara Pancasila dengan Pembukaan sangat erat dan merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Sementara itu alinea pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan
UUD 1945 melukiskan tentang peristiwa dan keadaan yang
menjadi pendorong perjuangan bangsa dalam memperoleh
kemerdekaannya. Jika kita telaah secara mendalam, maka yang
mejadi pendorong perjuangan adalah adanya cita-cita yang terjiwai
oleh keyakinan luhur akan kebenaran Pancasila.

Dengan dicantumkannya Pancasila di dalam Pembukaan
UUD 1945, maka Pancasila berkedudukan sebagai norma
hukum objektif. Sesuai dengan kedudukan Pembukaan sebagai
Pokok Kaidah Fundamental daripada negara Republik Indonesia,
mempunyai kedudukan yang sangat kuat, tetap dan tidak dapat
diubah olehsiapapun, maka perumusan Pancasilayangterkandung
didalam Pembukaan bersifat kuat, tetap dan tidak dapat diubah
oleh siapapun, dengan kata lain perumusan Pancasila yang sah
adalah seperti yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai substansi esensial daripada Pembukaan
UUD 1945 adalah sumber tertib hukum Republik Indonesia.
Oleh karena itu yang penting bagi bangsa Indonesia bahwa dalam
mewujudkan cita-citanya harus sesuai dengan Pancasila, artinya
cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
yang terkandung didalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa
Indonesia tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 oleh karena
jtu Pancasila dan Pembukaan yang mempunyai hubungan erat
harus dilaksanakan secara serasi, seimbang dan selaras.

Kecuali itu, apabila dikaji nilai-nilai yang terkandung di dalam
sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung didalam pokok-
pokok pikiran Pembukaan, maka akan diperoleh pengertian yang
sama. Lebih jelas hubungan tersebut tergambar sebagai berikut
ini.

Sila-sila Pancasila Pokok-pokok Pikiran dal
UUD 1945 ran dalam Pembukasn

[}

v

k4

Dari skema tersebut di atas, tampak sekali akan hubungan
antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945,

6.2.6 Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan
Proklamasi 17 Agustus 1945,

Apabila dihubungkan antara inti isi pengertian Pembukaan
uuD 1945ldengan Proklamasi 17 Agustus 1945 maka keduanya
n}er?lﬁunyal hubungan azasi (Prinsip) yang tidak dapat dipisah-
pisahkan satu sama lain. Proklamasi 17 Agustus 194

3 m
dua hal pokok, yaitu: e et
1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.

2. Tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan
sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu.
Pembukaan UUD 1945, terutama alinea ketiga memuat

pernyataan Ifemerdekaan dan alinea keempat memuat tindakan

yang harusldllaksanakan setelah adanya negara. Dengan demikian
dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara Pembukaan

UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai berikut:

1. Keduanya merupakan suaw rangkai i

cd gkaian vyang tidak d
dipisah-pisahkan. e e

2. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18

Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

merupakan realisasi dari alinea/bagian kedua Proklamasi 17
Agustus 1945,
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Oleh karena itu, MPR hasil Pemilu 1999 menggelar Sidang
Limm {SU) 1, 14-21 Oktober 1999 telah melak_ukan perubahan
terhadap beberapa pasal UUD 1945 dengan hasil perubahan dan
penambahan pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 5 (1), Pasal 7,
pasal 9, Pasal 13 (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 (2) (3). Pasa!
20 dan Pasal 21 yang pada inti substansinya mengatur mengenal
pembatasan masa jabatan presiden, mengubah' kewenangaq
legislatif yang semula berada di tangan prveﬂden m‘en}adl
kewenangan DPR, serta menambah substansi-substansi yang
membatasi kewenangan presiden. Perubahan terhadap beberapa
pasal tersebut telah ditetapkan oleh MPR pada tanggal 19 Oktober
1999 sehingga menjadi bentuk perubahan pertama.

Perubahan Kedua, dilakukan pada SU-MPR1I, 7 -18 Agustus
2000 yang telah menghasilkan perubahan da penambahan yang
lebih luas lagi, yaitu berkenaan dengan Pasal 18, Pasal 18 A dan
B, Pasal 19, Pasal 20 (5), Pasal 20 A dan B, Bab IX A, Pasal 25 E{
Bab X, Pasal 26 (2) (3), Pasal 27 (3), Bab X A, Pasal 28 A sampal
dengan Bab XII, Pasal 30, Bab XV, dan Pasal 36 A sampai dengan
C. Perubahan Kedua ini menyangkut perubahan dan pe'namt')ahan
mengenai substansi-substansi wilayah negara, Pcmbagjan wilayah
negara, perincian mengenai hak asasi manusia, pertat}anan dan
kemanan serta penegasan dan penjabaran mengenal bendefa:
bahasa, lambang dan lagu kebangsaan. Perubahan kedua ini
ditetapkan oleh MPR pada tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Ketiga, dilakukan pada Sidang Tahunan MPR RI
bulan November 2001, menyangkut perubahan dan penambahan
yanglebihluaslagidan mendasar dibandingkan dengan perubatl-llan
yang telah dilakukan sebelumnya. Perubahan dan penambahan
itu menyangkut substansi seluruh pasal-pasal' yang belum
dilakukan perubahan sebelumnya. Perubahan itu mengubah
substansi pengaturan yang sangat mendasar bahkan men'gubah
sistematika atau sistem ketatanegaraan Indonesia seperti yang
telah kita kenal selama ini, yaitu perubahan dan penalnmbahan

mengenal kewenangan MPR, tata cara pemilihan presiden dan
wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan memunculk'afl
lembaga-lembaga negara baru serta pencantuman secara eksplisit
pengaturan mengenal PEMILU.

Perubahan pertama, kedua dan ketiga UUD 1945 telaty 1
menghasilkan perubahan dan penambahan jumlah pasal dan
ayat yan melebihi jumlah pasal dan ayat UUD aslinya. Tetapi
perubahan itu belum tuntas dan belum menampakkan strukiur
atau sistem ketatanegaraan yang jelas. Perubahan itu belum
menampakkan suatu UUD yang lengkap dan komprehensif
serta dapat dijadikan acuan dasar menuju cita-cita terbentuknya
masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum
(democratische rechisstaat).

Akhirnya, bangsa Indonesia wajib bersyukur bahwa perubahan
keempat yang terjadi di bulan Agustus 2002, telah berhasil
menuntaskan perubahan-perubahan itu secara bulat melengkapi
dan menutupi hal-hal yang belum disepakati oleh kekuatan-
kekuatan sosial politik yang ada di MPR pada Sidang Tahunan
tahun 2001 (Amandemen ketiga). Perubahan Undang Undang
Dsaar 1245 yang terjadi pada Sidang Tahunan tahun 2002 berhasil
memutuskan hal-hal sebagai berikut : Susunan keanggota MPR
dan cara mengisiannya melalui Pemilu (Pasal 2 (1}), melengkapi
proses pengisian jabatan presiden (Pasal 6 a {(4)), keadaan presiden
dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan (Pasal 8
(3)). pernyataan perang, persetujuan perdamaian/perjanjian yang
dilakukan oleh presiden harus dengan persetujuan DPR (Pasal 11

(1)), penghapusan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara menjadi

lembaga yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif (Pasal
16), penegasan secara eksplisit didalam konstitusi adanya Bank
Sentral {Pasal 23 d), menyangkut badan-badan yang berkaitdengan
kekuasaan kehakiman (Pasal 24 (3)), menyangkut pendidikan
dan kebudayaan (Pasal 31, 32), perekonomian nasional (Pasal
33 (4.5)) kesejahtenaan sosial (Pasal 34), tata cara perubahan

Undang Undang Dasar (Pasal 37), menyangkut aturan peralihan
dan aturan tambahan.

Telaah terhadap Constitutional Reform dapat dilakukan
dari beberapa segi, yaitu (1) menyangkut sistem perubahan
dan prosedur/mekanisme perubahannya, (2) bentuk hukum
perubahannya, dan (3} substansi/materi yang diubah. Bahkan
dapat juga dianalisis suasana latar belakang yang terjadi
dan mempengaruhi perubahan-perubahan itu, baik suasana



internasional yang terjadi pada lembaga itu maupun suasana
eksternal yang meligkupi. '

Meneliti apa yang telah dilakukan oleh MPR terhadap
tindang Undang Dasar 1945 melalui amandemen 1, 2, 3 dan
4, dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama : perubahan itu
menggunakan landasan sistem dan prosedur yang ditentukan
Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945 (melalui verfassung anderung
bukan menggunakan pola verfassung wandlung). Memang Pasal
37 tidak mengatur secara terperinci masalah teknis perubahan
yang harus dilakukan. Secara teoritis dikenal adanya dua model
teknik perubahan, yaitu model Amerika Serikat dan model Eropa
Kontinental. Tradisi Amerika Serikat, perubahan dilakukan
terhadap isu/materi tertentu yang caranya dituangkan dalam
naskah yang terpisah dari naskah aslinya. Sedangkan model Eropa
Kontinental, perubahan dilakukan secara langsung terhadap
teks/naskah Undang Undang Dasar-nya. Amandemen 1, 2, 3
dan 4 kiranya dapat dikatakan meniru tradisi yang berlaku di
Amerika Serikat, tetapi kalau dilihat materi/substansi yang diubah
yaita menyangkut tidak hanya isu tertentu namun perubahan
itu menyangkut materi yang sangat luas dan mendasar, dapat
dikatakan sama saja dengan penyusunan {ndang Undang Dasar
baru (pengganti konstitusi).

Kedua, mengenai bentuk hukum perubahan, secara teoritis
dan praktek ketatanegaraan dikenal berbagai model dan polanya,
yaitu: '

(1) Pola yang substansi perubahannya langsung dituangkan
diadopsikan ke dalam teks Undang Undang Dasar Lama
dengan langsung melakukan perubahan / pengganti naskah.

(2} Pola. yang substansi perubahannya dituangkan dalam teks
tersendiri terpisah dari naskah aslinya yang sering dikatakan
sebagai model amandemen. Selain itu di Indonesia pernah
terjadi prakiek ketatanegaraan bentuk hukum perubahannya
berupa: 1) Undang Undang (bentuk hukum ini pernah
dilakukan pada waktu pergantian Undang Undang Dasar
1945 dengan Konstitusi RIS 1949 dan pada waktu pergantian
Konstitusi RIS dengan UUDS 1950; 2) Dekrit Presiden yang
merupakan salah satu bentuk keputtsan presiden {pada waktu
memberlakukan kembali Undang Undang Dasar 1945).

Ketiga, substansifmateri perubahan yang dilakukan dall-
aman.demen 1, 2, 3, dan 4 merupakan bentuk perubahan
konstitusi yang sifatnya sangat mendasar dan menyangkut hampir .I
Sleuruh substansi yang diatur dalam teks aslinya, sehingga dapat
dikatakan bahwa perubahan itu mengubah sistematika dan
kerangka acuan konstitusional yang diatur dalam Undang Undang
Dasar 1945. Banyak substansi yang berupa kerangka pokok (frame
work) yang diubah. Hal ini membawa konsekuensi dan implikasi
han'ls adanya perubahan pada pasal dan ayat yang mengatur
penjabarannya. Misalnya substansi yang mengubah kedudukan,
kewenangan dan fungsi MPR, sistem parlemen, pemilihan presiden
dan pembentukan lembaga-lembaga baru. Perubahan mendasar
tersebut juga membawa konsekuensi baru dalam hubungannya
dengan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945,

Timbul pertanyaan, bagaimanakah kedudukan Penjelasan
Undang Undang Dasar 1945 sekarang 7 Penjelasan Undang
Undang Dasar 1945 kiranya dengan perubahan yang mendasar itu
menjadi sudah tidak relevan lagi. Memang seyogyanya Penjelasan
L‘l ndang Undang Dasar sudah tidak dianut lagi karena hal tersebu(
tidak lazim pada era konsitusi modern dewasa ini.

_ Ada ‘beberapa hal yang sangat menggembirakan vyaiw
disepakatinya dalam amandemen keempat dan hal itu bersifai
sangat fundamental, yaitu:

1. Bahwa selamanya Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
tidak akan dirubah atau diganti, karena yang dapat dirubah
atau diganti hanyalah pasal-pasal Undang Undang Dasar
tersebut (Pasal 37 ayat 1),

2. Bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
gl)erupakan bentuk final susunan negara ini (Pasal 37 ayat
Secara obyektil harus diakui bahwa setelah dihasilkannya

amandemen keempat, Undang Undang Dasar 1945 dengan seala

perubahannya itu sudah cukup untuk mengatur pelaksannaan
kehiflupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang
menjadi masalah sekarang adalah kemampuan dari bangsa ini
untuk menindaklanjutinya, menjabarkannya dalam praktek
ketatanegaraan dengan melaluj penyusunan aturan pelaksanaan




yang dimulai dari produk hukum yang disebut Undang-Undang
sampai bentuk yang terbawah yaitu Peraturan Daerah. Hal
yang sulit adalah menjaga agar supaya terdapat konsistensi dan
harmonisasi baik secara vertikal maupun horisontal semua produk
hukum tersebut.

Kiranya yang perlu untuk dicermati adalah bahwa masyarakat
melalui reformasi ini menghendaki agar supaya sistem yang
dimuat Undang Undang Dasar 1945 tidak memunculkan kembali
rezim yang otoriter, merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme,
menghendaki adanya pemerintahan yang baik dan melayani
kepentingan masyarakat luas.

Adapun struktur kelembagaan Negara RI  dapat
dibandingkan antara sebelum dan sesudah amandemen UUD
1945 dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebelum Amandemen

! I ' :

| PRESIDEN A DPA
DPR BPK ‘ WK PRESIDEN M
SEKRETARIAT
LEMBAGA NON MENTER] /
DEPARTEMEN DEPARTEMEN

Setelah Amandemen

ULD 1945 ]

I T |
DPR —LMPR |- orp | [ BrK PRESIGEN MA Ky | [ mx

WE PRESIDEN
SEKRETARIAT
NEGARA
DEWAN LEMBAGA NON MENT
ERI/
PERTIMBANGAN DEPARTEMEN DEPARTEMEN

6.5 CONTOH-CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUS) DAK TES

1. ?anmsila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi moral/etis,
ideologis/politis dan yuridis. Jelaskan masing-masing dimensi
tersebut,

2. Jelaskan mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat
dirubah?

3 ]e'la?.kan hubungan antara Pancasila dengan Pokok-Pokok
Pikiran Pembukaan UUD 1945!

4. Jelaskan hubungan antara Proklamasi, Pembukaan dengan
Batang Tubuh UUD 19451

5. Jelaskan alasan-alasan perlunya amandemen UUD 1945!

Jelaskan perbedaan lembaga-lembaga negara sebelum dan
sesudah amandemen UUD 1945!(]



PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Pada bab yang terakhir ini akan diuraikan tentang Pancasila
sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Oleh karena itu setelah mengikuti perkuliahan ini
mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan:

1. Pengertian Paradigma

2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Politik,
Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Iptek

3. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi
4. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Kampus

7.2 PENGERTIAN PARADIGMA

Istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang
dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam filsafat ilmu
pengetahuan. Secara terminologis, istilah ini dikembangkan oleh
Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul The Structure of
Scientific Revolution (1970: 49). Paradigma diartikan sebagai
asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum, sehingga paradigma
merupakan suatu sumber nilai, hukum, dan metodologi. Sesuai
dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis
dalam membangun kerangka berfikir dan strategi penerapannya
sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri dan karakter
yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya.



Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat dinamis. Artinya,
teori yang telah dibangun, mapan dan.diakui eksistensinya dalam
ilmu pengetahuan dapat mengalami perubahan sebagai akibat
adanya termuan-temuan baru yang diperoleh melalui dunia
penelitian. Apabila demikian, maka ilmuwan harus kembali
pada asumsi-asumsi dasar atau asumsi-asumsi teoritik untuk
mengkaji paradigma ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
Dengan kata lain, seorang ilmuwan harus mengkaji kembali dasar
ontologis dari ilmu tersebut. Misalnya, suatu teori ilmu-ilmu
sosial yang dibangun atas dasar hasil penelitian ilmiah (metode
kuantitatif) yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan
sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik tidak
dapat dipertahankan karena teori itu secara epistemologis
hanya dibangun atas dasar kajian satu aspek dari objek ilmu
pengetahuan itu. Oleh karena itw, para ilmuwan sosial boleh
mengkaji kembali paradigma ilmu tersebut berdasarkan hakikat
manusia. Dalam kenyataan objektifnya, manusia bersifat ganda,
bahkan multidimensi. Oleh karena iw, tidak keliru apabila para
ilmuwan sosial mengembangkan paradigma baru yang dibangun
atas dasar metode kualitatif.

Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang dan
biasa dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan
ilmu pengetahuan. Misalnya, politik, hukum, ekonomi, budaya
dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari,
paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung
pengertian sebagai: sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar,
sumber asas, tolak uhur, parameter, serta arah dan twjuan dar suatu
perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu,
termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun
dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma
menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses
kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Perencanaan, proses
pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma
tertentu yang diyakini kebenarannya.

7.2 PANCASILA SEBAGA! PARADIGMA PEMBANGUNAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai
masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang

berkeadilan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyats k:
dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesla
sesuai nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Dalam
pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah:
"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dun
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdehaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”,. Tujuan pertama merupakan
manifestasi dari negara hukum formal. Sedangkan tujuan kedua
dan ketiga merupakan manifestasi dari pengertian negara hukum
material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan
khusus atau nasional. Sementara tujuan yang terakhir merupakan
perwujudan dari kesadaran bahwa bangsa yang hidup di tengah-
tengah pergaulan masyarakat internasional.

Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan
nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya,
setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas
nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apakah kita
memiliki dasar dan alasan yang rasional menjadikan Pancasila
sebagai paradigma pembangunan nasional? Inilah persoalan yang

perlu mendapat jawaban sebelum kita menggunakannya secara
operasional.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
dikembangkan atas dasar ontologis manusia, baik sebagai
makbluk individu maupun sosial. Oleh karena itu, baik buruknya
pelaksanaan Pancasila harus dikembalikan kepada kondisi objektif
dari manusia Indonesia. Apabila nilai-nilai dasar yang terkandung
dalam Pancasila sudah dapat diterima oleh manusia Indonesia
(nasional maupun empiris), maka kita harus konsekuen untuk
melaksanakannya. Bahkan, kita harus menjadikan Pancasila
sebagai pedoman dan tolok ukur dalam setiap akiivitas bangsa
Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi paradigma
perilaku manusia Indonesia, termasuk dalam melaksanakan
pembangunan nasionalnya,

Berkaitan dengan kenyataan di atas dan kondisi objektif bahwa
Pancasila merupakan dasar negara dan negara adalah organisasi

{persekutuan hidup) manusia, maka tidak berlebiban apabila
Pancasila menjadi tolok ukur atau parameter dalam setiap perilaku
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mmanusia Indonesia. Oleh karena iw, pembangunan nasprial
harus dikembalikan pada hakikat manusia yang “monopluralis”.

fterdasarkan kodratnya, manusia "monopluralis” memiliki
ciri-ciri sebagai berikut: (1) terdini dari jiwa dan raga, (2).
schagai makhluk individu dan sosial, serta (3) sebafgal pribadi
makhluk Allah. Dengan demikian, pembangunan nasional harus
dilaksanakan atas dasar hakikat "monopluralis”. Pendek ‘kata,
baik buruknya dan berhasil tidaknya pernbangunfm _naannal
harus diukur dari nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi hakikat
manusia “monopluralis”. _

Sebagai konsekuensi pemikiran di atas, maka pembangunan
nasional sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat
manusia harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan
kehendak; raga (jasmani); pribadi, sosial _dan aspek ketuhapan
yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demthan,
Pancasila dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau panildlgma
pembangunan nasional di berbagai bidang seperti Polmk-dan
hukum, ekonomi, hankam, sosial budaya, pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, kehidupan agama.

7.2.1 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Politik
dan Hukum
Pembangunan politik memiliki dimensi yang s.tra..tegis kareng
hampir semua kebijaksanaan politik tidak dapat dlplsz_ihkan dari
keberhasilannya. Tidak jarang kebijakan publik yang dikeluarkan
pemerintah mengecewakan sebagian besar masyarakat. Ada
beberapa persoalan yang menyebabkan kekecewaan masyalrakat,
antara lain: (1) kebijakan hanya dibangun atas dasar kepentingan
politik tertentu, (2} kepentingan hanyal dibangun gtas dals?r
kepentingan politik tertentu, {3) pemerintah dan.ellte politik
kurang berpihak kepada masyarakat, (4) .af‘.lanya tujuan tertentu
untuk melanggengkan kekuasaan elite politik.

Keberhasilan pembangunan politik bukan hanya chli.hat
atau diukur dari terlaksananya pemilihan umum (Permlu)
dan terbentuknya lembaga-lembaga demokratis sep.em JMPRj
Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, melainkan han:ls diukur dari
kemampuan dan kedewasaan rakyat dalam berpolitik. l’ersgalan
terakhirlah yang harus menjadi prioritas pembangunan bidang

subjek negara dan karena it pembangunan politik harus dapat
meningkatkan harkat dan martabat manusia. Namun cita-cita
ini sulit diwujudkan karena tidak ada kemauan dari elite politik

sebagai pemegang kebijakan publik dan kegagalan pembangunan
bidang politik selama ini.

Pembangunan politik semakin tidak jelas arahnya,
manakala pembangunan bidang hukum mengalami kegagalan,
Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi tidak dapat ditegakkan
oleh hukum bahkan aparat penegak hukum sendiripin terlibat
KKN dan mafia peradilan. Hukum yang berlaku hanya sebagai
simbol tanpa memiliki makna yang berarti bagi kepentingan
rakyat banyak. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik
juga belum dapat direalisasikan sebagaimana yang kita cita-citakan
bersama. Oleh karena itu, perlu analisis ulang untuk menentukan
perwujudan yang benar-benar sesuai dan dapat dilaksanakan secara
tegas dan konsekuen. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
politik kiranya tidak pertu dipertentangkan lagi. Bagaimanakah
melaksanakan paradigma tersebut dalam praksisnya? Inilah
persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan
politik dan hukumn di masa-masa mendatang.

Apabila dianalisis, kegagalan tersebut disebabkan oleh
beberapa persoalan seperti:

1. Tidak jelasnya paradigma pembangunan politik dan hukum
Meskipun kita telah memiliki paradigma pembangunan politik
dan hukum, namun dalam praktik masih jauh dari kenyataan.
Adanya elite politik yang terang-terangan melakukan
penyelewengan, hanya mementingkan diri sendiri dan kurang
berpihak pada kepentingan masyarakat, melakukan praktik
politik yang kurang etis dan kurang bermoral merupakan

indikasi belum dilaksanakannya Pancasila sebagai paradigma
pembangunan politik.

2. Penggunaan paradigma pembangunan parsial
Sebenarnya kita merasa bangga kepada -elite politik yang
menggunakan agama, hak asasi, persatuan dan kesatuan,

demokrasi, maupun kesejahteraan sebagaidasar pembangunan
politiknya. Namun, konsep-konsep tersebut sering digunakan
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politik. Hal ini sesuai kenyataan objektif bahwa manusia adallh .



secara parsial, sehingga konsep yang satu ingin c.liwujl.ldkan
secara nyata dan yang lain diabaikan. Bahkan tidak jarang
konsep-konsep tersebut hanya sebagai slogan bombastis
vang tidak pernah direalisasikan. Sementara, penegalfa:n
hukum sebagai sarana meluruskan pembangunan pol¥l.1k
masih sarat diwarnai oleh suap menyuap dan money politic.
Bukan kepentingan nasional yang dikedepankan., n;nelainkan
kepentingan pribadi dan kelompoklah yang diprioritaskan.

3, Kurang berpihak pada hakikat pembangunan politik
Selama ini pembangunan politik masih jauh dari hakikat
atau tujuan utamanya. Hal ini dapat dilihat dari renda}}nya
kemampuan masyarakat dalam berpolitik. Ba.hkan, udgk
sedikit para politisi yang kemampuan berpolitiknya masih
sangat minim, Bagaimana persepsi kita, manakala mendengar
seorang politisi yang mati-matian membela kesalahan tokoh
politiknya dan habis-habisan dalam menyerang kes:ala'han
tokoh politik iainnya. Dalam kasus seperti ini, han:np:r tidak
ada politisi Indonesia yang dapat berpolitik secara etis. Mereka
umumnya tidak menggunakan landasan filosofts dz.m konsep
berpolitik sehingga terkesan kasar dan kurang etis. Mereka
tidak memikirkan bagaimana caranya agar para pendl.jkung
dan simpatisan partainya mampu berpolitik secara cantik dan

santun, .

Prinsip-prinsip pembangunan politik yang _kurfmg sesual
dengan nilai-nilai Pancasila telah membawa im_phkam vang luas
dan mendasar bagi kehidupan manusia Indonesia. Pembangunan
bidang ini boleh dikatakan telah gagal mendidik I.nasyarakat agar
mampu berpolitik secara cantik dan etis karena lebih menekar}karf
upaya membangun dan mempertahankan kekuasaan. lmphkasn
yang paling nyata dapat dilihat dalam pembangunan bidang
hukum serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan bidang hukum yang didasarkan pada nilai-
nilai moral (kemanusiaan) baru sebatas pada tataran filosofis
dan konseptual. Hukum nasional yang telah dtkeml:rang.kan
secara nasional dan realistis tidak pernah dapat direahsgsnkan
karena setiap upaya penegakan hukum selalu dipepgaruht ol.eh
keputusan politik, Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila

pembangunan bidang hukum dikatakan telah mengalami
kegagalan. Sementara, pembangunan bidang pertahanan dan
keamanan juga telah menyimpang dari hakikat sistem pertahanan
yang ingin dikembangkan seperti yang dicita-citakan oleh para
pendiri republik tercinta ini. Pembangunan pertahanan dan
keamanan lebih diarahkan untuk kepentingan politik, terutama
guna mempertahankan kekuasaan.

Berdasarkan contoh-contoh di atas, prioritas utama yang harus
dipikirkan dalam pembangunan politik adalah mengembangkan
“sistem politik negara” atas dasar prinsip vang rasional, empiris,
dan realistis sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
masyarakatnya. Secara filosofis pengembangan sistem politik
negara ini harus didasarkan pada “ontologis manusia” sebagai
subjek negara yang memiliki hak-hak yang harus dihargai sesuai
dengan harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, sistem politik
negara yang dikembangkan harus mampu menciptakan kekuasaan
berdasarkan prinsip “dari, oleh dan untuk” rakyat, serta menjamin
hak-hak rakyat secara proporsional.

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa
Indonesia telah mampu memberikan dasar-dasar moralitas
bagi pengembangan sistem politik negara. Kenyataan ini dapat
ditelusuri melalui beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh
para pendiri negara dan anggota DPR. Misalnya, Mohammad
Hatta {1995) pernah menyatakan bahwa “negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dan atas dasar Kemanusiaan yang adil dan
beradab”. Pernyataan ini memiliki makna yang sangat berharga
bagi peserta sidang BPUPKI pada waktu itu maupun bagi kita
sebagai penerus bangsa. Ungkapan itu merupakan “dasar-dasar
moral” sebagai pijakan dalam membangun "kekuasaan negara”
tidak dibangun atas dasar prinsip “kekuasaan”. Oleh karena itu,
para elite politik dan penyelenggara negara harus memegang
budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur,
Dengan demikian, akan tercipta kekuasaan pemerintahan yang
mampu menjamin hak-hak rakyat sebagai sumber kekuasaan.

Sementara, para anggota DPR hampir selalu menempuh cara
musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan putusan,
Cara ini dimaksudkan agar para anggota DPR tidak mendahulukan
kepentingan umum (nasional}. Namun dalam kenyataannya,



tidak sedikit para anggota DPR yang melanggar putusannya. Hal
ini membuktikan bahwa para anggota DPR .termasuk DPRD
belum memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Oleh karena itu,
lidak mengherankan apabila masih banyak prakiik politik yang
berdasarkan atas “kekuasaan” dan bukan atas dasar “nilai-nilai
moral” yang diakui kebenarannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka sistem politik negara
harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV dalam sisternatika
Pancasila). Namun, dalam pengembangan dan akiualisasi politik
negara dikembangkan atas asas moralitas. Oleh karena itu, secara
berturut-turut sistem politik negara harus dikembangkan atas asas
moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral
kerakyatan, dan moral keadilan.

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran filosofis, konseptual,
maupun realitas vang ada, maka tidak berlebihan apabila ditarik
sebuah simpulan bahwa pembangunan politik dan hukum harus
dilaksanakan atas asas moralitas sesuai sila-sila Pancasila. Dengan
demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik
dan hukum masih memiliki kerangka yang rasional, empiris, dan
realistis sehingga perlu terus dipertahankan dan dikembangkan
sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakatnya. Melalui
komitmen ini, mudah-mudahan proses- reformasi yang masih
berlangsung dapat mencapai tujuan dan mampu mendewasakan
negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, praktik-
praktik politik yang menghalalkan segala cara dengan memfitnah,
memprovokasi, menghasut dan mengadu domba rakyat yang
tidak berdosa harus segera diakhiri.

7.2.2 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang
Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi, jarang ditemukan pakar ekonomi
yang menggunakan dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan
sebagai kerangka landasan pembangunan ekonomi, Hal ini dapat
dipahami karena sebagian besar pakar ekonom lahir, dibesarkan
dan mengenyam pendidikan di negara barat yang berideologi
liberal. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam diri
para pakar ekonomi telah tertanam pandangan liberal. Atas
dasar pandangan tersebut, maka pembangunan ekonomi akan

berhasil apabila dilakukan dalam aras persaingan bebas. Dalam ™
asas semacam ini,- maka suatu negara harus banyak memilik
cadangan emas dan perak agar mampu bersaing dan keluar
sebagai pemenang. Ingat konsep merkantilisme yahg menjadi cikal
bakal dari liberalisme. Pandangan tersebut membawa implikasi
terhadap perkembangan ilmu ekonomi di Eropa pada akhir abad
ke 18 yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis,

Berdasarkan kenyataan objektf tersebut, pada awal abad ke
19 di Eropa lahir pemikiran baru sebagai reaksi terhadap sistem
ekonomi kapitalis. Pemikiran bam ini kemudian dikenal sebagai
sistem ekonomi sosialis (sosialis komunis } yang ingin memperjuangkan
nasib kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis, Sistem

- kedua ini lebih mengutamakan kepentingan orang banyak.

Manakah yang lebih baik diantara keduanya?

Apabila dikaji secara kritis, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak ada satu system pun yang paling sempurna. Oleh karena itu,
menjadi sangat penting dan mendesak untuk mengembangkan
sistemn ekonomi yang mendasarkan pada moralitas humanistik
sehingga lahirlah sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan.

Bertolak dari Kkenyataan tersebut, Mubyarto kemudian
mengembangkansistem ekonomikerakyatan, yaitusistemekonomi
humanistikyanglebih mendasarkan padatercapainyakesejahteraan
rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar
pertumbuhan saja, melainkan untuk tujuan kemanusiaan,
yaitu tercapainya kesejahteraan seluruh bangsa. Pemikiran it
melahirkan sistemn ekonomi Indonesia yang mendasarkan atas
asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan
dengan nilai-nilai moral kemanusiaan (Mubyarto, 1999). Hal ini
sesuai dengan kenyataan bahwa tujuan pembangunan ekonomi
adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar menjadi
lebih sejahtera. Qleh karena itu, pembangunan ekonomi harus
mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan menghindarkan
diri dari pembangunan ekonomi yang hanya mendasarkan pada
persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang dapat
menimbulkan penindasan, penderitaan dan kesengsaraan rakyat
kecil.

Para pendiri negara sebenarnya telah menyadari bahwa sistem
ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil adalah koperasi,



sebagaimana tertusini ddlatn pasal 33 UUD 1945. Namun dal]jm

kenyataannya, Néﬁé{fﬂsﬁi dabdgal badan u_saha yang _merup;.\ ar;

sokoguru pereKotivinili’ riegara hampir-hampir tidak dapa
herkembang. M'éﬁg';ﬁbﬁa‘éféﬁi'ikian? Inilah persoalan yang harus
dicari penyebab dat jﬁl’ahﬁéfuamya. ‘

Sesuai dengan paradig]i'ﬁa Pancasila dan hak-hak asasl rakyat:
pemerintah telah menetapkan bahwa pengelolaan QROI](.)ITI-I
Indonesia diserahkan kepada 3 (tiga) bentuk badan usaha, yaitu:
1. Koperasisebagaisoko guru ekonomilndonesiayangmerupakan

usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Bad.an Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah ‘(BUMD)
adalah badan usaha yang keseluruhan atau sebagian besar
kepemilikannya oleh negara. N

3. Badan Usaha Swasta sebagai badan usaha profit milik
petseorangan atau kelompok swasta yang mengelola sektor
ekonomi.

Apabila ketiga badan usaha ini dapat melaksanakan tugasnya
sesuai dengan kewenangan dan kewajibz_mnya, r?\?apya tidak
berlebihan apabila bangsa Indonesia masih rn(?rmhkl ha‘rapan
bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kema]u‘an dantingkat
stabilitas yang mantap. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa
koperasi tidak dapat berkembang, BUMN dan BUMD ban?'ak y;ng
masih memprihatinkan, dan justru swasta yang dapat dikatakan
berkembang pesat. ?

Apakah yang terjadi dalam koperasi atau I?UMN dan BUMD?

Inilah persoalan yang harus ditelusuri kembali.

7.2.3 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang
HANKAM |

Salah satu tujuan dibenntuknya Negara Indonesia adalah
" melindungi segenap Bangsa Indonesia dan sel}}ruh tumpah darah
Indonesia”. Untuk itu pemerintah berkewajiban membaniun
sistem pertahanan dan keamanan yang mampu me'w:umd an
tujuan atau cita-cita tersebut. Namun, para pendiri I}egara
menyadari bahwa tugas tersebut bukan pek:engan yang npgar;;
Oleh karena itu, tugas ini bukan hanya menjadi tanggung Jjawa

pemerintah atau sekelompok orang saja, melainkan menjadi
tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia,

Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah menyusun dan
memperkenalkan  sistemn pertahanan dan keamanan yang
dikenal dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(sishankamrata). Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila, di mana pemerintah dan rakyat (perseorangan
atau individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam
usaha bela negara. Dj samping itu, Pancasila menganjurkan agar
bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, saling
membantu, menolong, menjaga perasaan orang atau kelompok
lain, mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati
sehingga terbentuk kebersamaan dalam kesatuan dan persatuan.

Meskipun demikian, harus disadari bahwa secara absolut kita
tidak dapat melibatkan seluruh rakyat dalam praktik bela negara.
Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa tugas
tersebut merupakan pekerjaan yang berat. Oleh karena itu, kita
harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi oleh seseorang yang akan dilibatkan dalam usaha bela
negara sehingga berhasil dan berdaya guna. Di samping harus

memenuhi persyaratan fisik, ia harus memenuhi persyaratan
teoritis dan strategis.

Bertolak dari pemikiran di atas, kita semua menyadari akan
pentingnya keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada
awal kemerdekaan, keberadaan TNI sudah sangat dibutuhkan,
terutama ketika orang-orang Belanda sudah menginjakkan
kakinya kembali di wilayah republik tercinta ini. Dengan berbagai
keterbatasan yang ada, pemerintah mulai membentuk TNI dengan
merekrut eks anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan laskar-
laskar perjuangan lainnya.

Pembangunan TNI ternyata cukup berat karena tidak hanya
tergantung pada jumlah orang yang memiliki kemnampuan, tetapi
juga sangat tergantung pada pengadaan sarana dan prasarana
kemiliteran. Pada awalnya, rakyat berusaha mempertahankan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia {NKRI} dengan
bambu runcing dan beberapa pucuksenjata yangberhasil disita dari
tentara Jepang. Namun, kenyataan itu tidak dapat dipertahankan
seiring dengan semakin beratnya tugas mempertahankan negara.




Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk
menjaga eksistensi NKRI adalah membangun TNI (baik secara
kuantitas maupun kualitas}. Adanya TNI yang tangguh diharapkan
dapat mengawal negeri tercinta ini secara efektif dan efisien. Secara
konseptual siskanhamrata sangat baik karena dapat mendidik
tanggung jawab setiap warga negara, namun belum tentu baik
secara operasional.

Pembangunan TNI secara modern bukan semata-mata untuk
kepentingan militer, melainkan untuk kepentingan ekonomis.
Semakin menipisnya sumber daya alam dan sengitnya persaingan
global perlu dikawal dengan sistem pertahanan dankeamanan yang
baik. Lebih-lebih apabila diingat bahwa sebagian besar wilayah
Indonesia berupa lautan, di mana sumber kekayaan alam dapat
ditemukan, Sementara, bangsa-bangsa lain sangat membutuhkan
dan mereka tidak segan-segan melakukan pencurian bahkan
mengklaim suatu pulau menjadi miliknya. Oleh karena itu,
menjaga kedaulatan wilayah [ndonesia terutama menjaga pulau-
pulau terfuar menjadi sangat penting. Selain itu, harus diakui
bahwa pencurian tidak hanya terjadi di laut, tetapi juga di darat
seperti pencurian kayu. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk
mengamankannya adalah membangun sistem pertahanan dan
keamanan secara profesional.

Selama ini pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup
besar untuk membangun bidang pertahanan dan keamanan.
Namun, sebagian besar hasilnya belum dapat dinikmati oleh
negara dan rakyai. Pembangunan militer yang telah dilakukan
cenderung hanya untuk kepentingan kelompok atau partai politik
tertentu dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Dengan
kata lain, pembangunan sistem pertahanan dan keamanan
belum berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Oleh karena
itu, perlu dipikirkan kembali hakikat pembangunan yang harus
mampu memperdayakan masyarakat dan dilaksanakan atas dasar
paradigma Pancasila.

7.2.4 Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Sosial
Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya harus dilaksanakan atas

dasar kepentingan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang

demokratis, aman, tentram, dan damai. Pertimbangan ini menjadi
sangat strategis manakala dihadapkan pada kenyataan bahwa
masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang beragam sesuai
dengan kemajemukan etnis, agama, ras dan sistem nilai yang
tercakup dalam kebudayaannya. Pemikiran tersebut bukan berarti
bahwa bangsa Indonesia harus steril dari pengaruh budaya asing
dalam pembangunan sosial budaya. Artinya, pengaruh budaya
asing harus diterima apabila diperlukan dalam membangun
masyarakat Indonesia yang modern. Namun, perlu diingat
bahwa masyarakat modern bukan berarti masyarakat berbudaya
asing {baca: Barat), melainkan masyarakat yang berpijak pada
akar budayanya. Nilai-nilai kehidupan yang telah lama hidup
dalam masyarakat Indonesia dan dianggap masih relevan
dengan kebutuhan masyarakat modern harus tetap dipelihara
dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan
masyarakatnya. Apabila dianalisis secara cermat dan kritis, maka
nilai-nilai kehidupan yang telah mengakar harus menjadi dasar
dan paradigma pembangunan bidang sosial budaya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tidak berlebihan apabila
Pancasila merupakan satu-satunya paradigma pembangunan
bidang sosial budaya. Hal ini merupakan konsekuensi logis
dari kesepakatan bangsa Indonesia bahwa Pancasila merupakan
kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Baik
buruknya perencanaan, proses dan hasil pembangunan bidang
sosial budaya harus diukur dengan Pancasila. Meskipun demikian,
harus disadari bahwa penggunaan Pancasila sebagai paradigma
pembangunan bidang sosial budaya bukan satu-satunya jaminan
akan tercapainya keberhasilan secara optimal. Banyak faktor
yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, seperti keyakinan
bangsa Indonesia terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila,
konsekuen tidaknya bangsa Indonesia melaksanakan Pancasila,

pengaruh nilai-nilai asing yang terus masuk seiring dengan proses
globalisasi.

Argumen di atas dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah
Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan pada umumnya,
bidang sostal budaya pada khususnya. Sepintas kita dapat
menyaksikan kehidupan masyarakat yang tenang, tertib, aman
dan damai. Namun dibalik dari kesemuanya itu, pemerintah Orde



Baru sebenarnya telah menanam sebuah bom yang sangat kuat
dan siap meledak, serta menghancurkan kehidupan masyarakat
Indonesia. Ketenangan, ketertiban, keamanandankedamaian harus
memperhatikan aspek-aspek spiritual. Artinya, pengembangan
iptek harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan
batin.

Sejalan dengan pemikiran di atas, pengembangan iptek harus
dapat dikembalikan pada harkat dan martabat manusia. Manusia
sebagai makhluk individu, sosial, maupun Tuhan memiliki unsur
jiwa yang terdiri dari akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan
potensi ruhaniah manusia yang berkaitan dengan tingkat
intelektualitasnya. Kemampuan manusia dalam mengembangkan
dan menguasai iptek sangat bergantung pada intelektualitasnya.
Meskipun, kemampuan ini bukan satu-satunya parameter yang
dapat menjadi ukuran. Apa artinya suatu masyarakat yang mampu
mengembangkan dan menguasai iptek tanpa memperhatikan
aspek rasa dan kehendak. Oleh karena i, pengembangan dan
penguasaan iptek harus memperhatikan aspek estetik dan aspek
moral (etika). Dengan demikian, pengembangan iptek dapat
membawa kebahagiaan fahir dan batin.

Dengan kemampuan akalnya, manusia dapat mengembangkan
kratifitasnya guna menguasai iptek sehingga mampu mengolah
kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh
karena itu, tujuan esensial dari pengembangan dan penguasaan
iptek harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta
bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupannya.
Misalnya, pengembangan teknologi nuklir sangat penting artinya
bagi kesejahteraan umat manusia. Namun di sisi lain, teknolog
nuklir sering membawa malapetaka bagi kehidupan manusia
apabila tidak digunakan secara proporsional.

Atas dasar kenvataan di atas, maka pengembangan iptek
harus memperhatikan aspek nilai. Pengembangan iptek pada
hakikatnya tidak bebas nilai, tetapi terikat pada nilai yang berlaku

pada masyarakat yang bersangkutan. Persoalan ini menjadi sangat
mendasar artinya agar pengembangan iptek benar-benar dapat
meningkatkan kualitas hidup bangsa indonesia. Bagaimanakah
pengembangan iptek harus dilakukan di Indonnesia? Apakah

paradigma yang menjadi dasar pengembangan iptek? :

Sebagai bangsa yang telah memiliki pandangan hidup'
_Pancam!a, maka tidak berlebihan apabila pengembangan
iptek didasarkan atas paradigma Pancasila. Dengan demikian, |

pengembangan iptek harus didasarkan pada nilai-nilai morsl
terkandung dalam sila-sila Pancasila:

. Pertama, silaKetuhananYangMahaFsamengkomplementasikan
iptek dalam perimbangan antara rasional dan irasional, antara
akal, rasa, dan kehendak. Qleh karena itu, pengembangan iptek
tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, diciptakan dan
dibuktikan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya
Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diimbangi
dengan upaya pelestariannya. Hal ini sesuai dengan kedudukan
manusia dalam kaitannya dengan alam semesta, yaitu sebagai

g ] b'

Kedua, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan
dasar-dasar moralitas bahwa mengembangkan iptek harys
mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan
beradap. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan
pada hakikat tujuan, yaitu demi kesejahteraan umat manusia. Iptek
bukan hanya untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan

manusia, namun harus difungsikan untuk meningkatkan harkat
dan martabat manusia.

_ Ketiga, sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan
sifat universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam
kaitan dengan sila-sila yang lain. Pengembangan iptek diarahkan
demi kesejahteraan umat manusia, termasuk manusia Indonesia,
Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa
nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa Indonesis
sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

.{'(eempar, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan
landasan bahwa pengembangan iptek harus dilakukan secary
demokratis. Artinya, setiap orang (ilmuwan) harus mendapatkat 4
kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dan *
menguasai iptek. Kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tanps




batas karena pengembangan iptek tetap tc::rikat pada nol:ma-
norma yang berlaku dalam masyarakat. Eika kelln:)uan arus
dipegang teguh sebagai salah satu landasan pengem Iarclliganny:i
Oleh karena i, hak atas karya imelekFual (HAKI) menjadi sang !
penting artinya. Di samping iiu setiap 1!.muan harus ‘menghc\v:‘mil ;
dan menghargai kebebasan orang lalp. Seorang ilmuan atcm
memiliki sikap terbuka agar orang lain mencla[.)at kesend\pa
untuk mengkritik, mengkaji ulang membandingkan eng:;
yang lainnya, bahkan mempertanyakan maksud yang n;m'n:kan
sesungguhnya bukan hasil proses pembangu.nan, melai an
hasil dari proses represif kekuasaan.o!eh pernen.ntah.' Keny; 22
ini dapat dilihat dari berbagai penstiwa seperti Tanjung Priok,
Semanggi, dan Trisakiti. ‘
Kezigalan pembangunan bidang sosiz}l budayzf 'Eagg}:
serupa dengan kegagalan pembangunan bidang polntl) .
karena itu, tidak mengherankan apabila masyarakat se enarny;
sedang menanti saat yang tepat guna mftlancarkan tuntut.adn agpl
pemerintah melakukan pembaharuan di segala aspek kehi uliia :
Semnua sistem kehidupan yang ada, sebenarnya merupakan}rea 11( : t:
yang semu sehingga harus dirombak secara total. Untuk‘ itu, dl :
harus menyampaikan terima kasih kepada para @aha:;ns“: dz
para pioner reformasi yang telah melakukan l-:orel{m tota Lsr ; %
tatanan kehidupan sosial yang dibangun pem.ermlah 01: e eru.
Namun perjuangan ini belum selesai c'lan masih harus d1teru;a?l?i
agar proses reformasi yang sedang ber.]allan'm.ampu mei)mpe'imana
sistern kehidupanagar sesuai dengan nilai-nilai mora) sebagal
yang terkristal dalam Pancasila. ‘

Semua komponen pendukung reformasl SeYOg)lralr:ya
menyadari bahwa perjuangan membela kebena‘ran men‘le'r u.da?{
pengorbanan yang sangat mahal harganyar.'Per;uangan m;l }1 aa
dapat dipisahkan dari kepentingan politik tertentu se {n?gh
kekuatan reformasi yang berhasil menumbalngk‘fm pemenndak
Orde Baru belum berhasil }newujudkan ata-alfanya.. Pende
kata, kekuatan reformasi baru berhasil menggant kuht.nya -darl\(
belum berhasil mengganti substansinya. Oleh karena ll{tu ullai-
mengherankan apabila tatanan kehidupan yang bferd?.sar a]r; r;:kan
nilai kebenaran dan moral belum dapat dlreahsasﬂ::an. :zld a t
gerakan reformasi telah menjadi anti klimaks sebagaimana dapa

disaksikan dengan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam
masyarakat. Pertikaian antar kelompok yang terjadi di berbagai
wilayah Indonesia merupakan bukti kegagalan dalam membangun

sistem sosial budaya yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran,
serta harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan
diamalkan kembali agar dapat menjadi dasar pembangunan bidang
sosial budaya. Dalam tataran filsafati. Pancasila pada hakikatnya
bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila pada dasarnya bersumber pada harkat dan martabat
manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Hal ini dapat disimak
dari rumusan sila kedua, yaitu: “Kemanusiaan yang adil dan
beradab”. Pancasila merupakan sumber normatif bagi pe ningkatan
humanisasi dalam bidang sosial budaya. Pancasila sebagai
paradigma memiliki ciri khas, seperti (1) Universal karena mampu
melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur, dan (2)
Transendental karena mampu meningkatkan derajat kemerdekaan
manusia dan kebebasan spiritual (Koentowijoyo, 1986). Dengan
demikian maka proses humanisasi universal akan dehumanisasi
serta aktualisasi nilai hanya demi kepentingan kelompok sosial
tertentu sehingga menciptakan sistem sosial budaya yang kurang
menjunjung nilai-nilai moral. '

Atas dasar argumen di atas, semua elemen masyarakat dapat
berpartisipasi secara rasional, proporsional, dan realistis dalam
membangun tatanan sosial budaya. Keberhasilan pembangunan
bidang ini merupakan modal yang strategis menuju masyarakat
aman, tentram, adil dan makmur. Adanya perilaku sekelompok
yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan seyogyanya dianalisis secara
rasional karena perilaku tersebut seringkali merupakan rekayasa
demi kepentingan politik dan kekuasaan tertentu. Pertikaian-
pertikaian yang terjadi di beberapa daerah pada dasarnya sangat
merugikan, baik secara politis maupun ekonomis baik individu,
kelompok atau bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena
itu, semua elemen bangsa Indonesia secara keseluruhan, Oleh
karena itu, semua elemen bangsa harus mampu menahan diri
dan mengendalikan emosi agar tidak terjebak pada pertikaian

antar etnis, agama, ras, dan golongan yang sangat merugikan bagi
persatuan dan kesatuan bangsa.




Akhirnya, dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang
demokratis, aman, tentram, damai, adil dan maksnus, kita semua
harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran sesuai dengan
harkat dan martabat manusia. Kita harus menghormati hak-hak
orang lain dan mendahulukan kepentingan umum daripada
kepentingan pribadi atau golongan. Fanatisme sempit hanya akan
menghancurkan kehidupan manusia yang beradab.

7.2.5 Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Iptek

Pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) merupakan salah satu prasyarat menuju
terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa yang maju dan
modern. Pengembangan dan penguasaan iptek menjadi semakin
penting, manakala dikaitkan dengan kehidupan global yang
ditandai dengan persaingan. Namun demikian, pengembangan
iptek bukan semata-mata untuk mengejar kemajuan material,
melainkan pengembangannya. Dengan demikian, pengembangan
iptek benar-benar dapat bermanfaat bagi kepentingan orang
banyak.

Berdasarkan sila 1 yang mengkomplementasikan iptek dari
segi rasional dan irasional, bukan saja pada penemuannya dan
pengembangannya, letapi juga dalam pengolahan sumber daya
alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa termasuk pelestariannya.
(T.Jacob, 1986). Dari sila II memberikan dasar moralitas di
mana harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan dem:
keseiahteraanumatmanusia.SilaHImenuniukkansifatuniversalitas
dan internasionalisme demi kesejahteraan umat manusia juga.
Harus dipikirkan pengembangan iptek menumbuhkan rasa
nasionalisme sebagai bangsa yang mampu berkarya dan memiliki
keluhuran. Pengembangan iptek yang dilakukan secara demokratis
menunjukkan perwujudan dari sila IV, setiap masyarakat memiliki
kesamaan kebebasan dalam menguasai iptek. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan bagi kehidupan

kemanusiaan. Adil bagi diri sendiri, bagi manusia dalam hubungan
dengan Tuhan, bagi manusia dalam hubungan dengan manusia
lain, bagi manusia dalam hubungan dengan masyarakat bangsa

dan negara, serta bagi manusia dalam hubungan dengan alam

- lingkungannya {T. Jacob, 1986).

N Berangk‘at_ dari pemikiran tersebut, maka pengembangan
iptek yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat
membawa perbaikan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat,

7.2,6 Pancasila sebagai Paradigma Pehgembangan Kehidupan |
Beragama

. Agamamerupakan masalah yang paling asasi dan peka sehingga
tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan agamanya kepada
orang lain. Setiap orang bebas memilih dan memeluk agama atau
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua sependapat
bahwa semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang paling luhur bagi
umat manusia, baik dalam hubungan secara vertikal maupﬁn
hor{somal. Oleh karena itu, membicarakan dan mengembangkan
kehlhdupan beragama harus dilakukan secara cermat dan penuh
pertimbangan. Artinya, pengembangan kehidupan beragama
harus dilaksanakan atas dasar nilai-nilai keagamaan, terutama
yang :Tnengatur hubungan antara manusia yang satu dengan
manusia yang lain. Hal ini menjadi semakin penting artinya
karc_:na tujuan pengembangan kehidupan beragama adalah
terciptanya kehidupan sosial yang aman dan tentram, serta saling
menghormati dan menghargai satu sama lain.

Banyaknyakonflik sosialyangdisebabkanoleh perbedaanagama
merupakan salah satu bukti bahwa pengembangan kehidupan
peragama merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena
itu, di samping mengajarkan agama sebagaisebuah keyakinan, juga
perlu mengajarkan agama sebagai dasar pembangunan kehidupan
bermasyarakat. Apabila setiap orang dapat menjalankan agama
dan kepercayaannya secara bebas sesuai dengan keyakinannya
tanpa ada gangguan dari orang lain, maka kehidupan agama yang
diinginkan dapat segera direalisasikan. Sebaliknya apabila masih
ada orang-orang yang mempermasalahkan kehidupan beragama
orang lain, niscaya ketidaktenangan atau ketidaktentraman yang
akan menjadi kenyataan. Dengan demikian, pengembangan
kehidupan beragama harus dilaksanakan atas dasar paradigma




yang jelas dan dapat diterima oleh semua penganut agama dan
aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat bangsa Indonesia sudah dapat menerima Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila harus
menjadi paradigma pengembangan kehidupan beragama. Dengan
paradigma Pancasila, kiranya cukup jelas langkah-langkah dan
strategi apa yang harus dilakukan guna membangun kehidupan
beragama yang paling menguntungkan bagi seluruh masyarakat.
Misalnya, tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain,
harus menghormati orang lain untuk beribadat sesuai dengan
agama dan kepercayaannya, harus menghormati orang lain
uniuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya. Setiap
orang harus menghormati orang lain yang berpuasa, tidak boleh
menghina orang lain yang berbeda agama dan kepercayaannya.

Perilaku seperti inilah yang harus dikembangkan karena

merupakan ciri keluhuran masyarakat bangsa Indonesia.

Tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang serta
daerah-daerah lainnya menunjukkan betapa lemahnya toleransi
kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Bahkan, bisa
dikatakan sebagai sebuah kemunduran harkat dan martabat
bangsa Indonesia yang luhur dan mulia, serta adil dan beradab.
Oleh karena itu, mengembalikan suasana kehidupan beragama
yang penuh kedamaian, saling menghargai, menghormati, dan
mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab merupakan
tugas yang berat bagi bangsa Indonesia.

Apakah kita akan membiarkan kehidupan beragama di
Indonesia mengalami kehancuran? Di manakah harkat dan
martabat bangsa Indonesia akan diletakkan? Apakah strategi
yang akan ditempuh guna mengembalikan kehidupan beragama
yang penuh cinta damai? Tidak boleh membiarkan kehidupan
beragama di Indonesia mengalami kehancuran! Harus mampu
mengembalikan kehidupan beragama yang tenang dan tentram
karena keberhasilan ini akan mengangkat harga diri bangsa
Indonesia. Untuk itu, satu-satuniya strategi yvang dipandang
paling tepat dan realistis adalah menempatkan Pancasila sebagai
paradigma pengembangan kehidupan beragama di Indonesia.

Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang
fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai

fja_“ berd'aTPinga.ﬂ_dalam kehidupan beragama di negeri tercints
ini. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa dan wajib beribadah kepada Tuhan Yang
Mfaha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di sis|
lain, Tuhan menghendaki umat manusia untk hidup saling
menghormati, menghargai, menolong, dan mencintai. Hal ini
dapat dilihat kenyataan bahwa Tuhan menciptakan manusia
yang terdiri dari laki-laki yang perempuan yang tergolong dalam
kelompok bangsa, golongan dan kelompok-kelompok sosial,

politik, budaya maupun etnis, serta untuk hidup secara damai dan
saling berdampingan.

Atas dasar pemikiran di atas, maka kehidupan beragama di
Indonesia harus dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan
bters‘ama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan
nilai ken:n:?nusiaan yang beradap. Kehidupan beragama
semacam ini niscaya akan menjadi modal yang berharga menuju
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Pasal 29
UUD 1945 sebenarnya sudah realistis sebagai landasan dalam
membangun kehidupan beragama. Pasal 29 UUD 1945 mampu
mengakomodasi semua kepentingan umat beragama di Indonesia
termasuk penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha;
Esa. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dalam landasan idiil
dan k'on..stitusional tersebut tidak tergoyahkan dari berbagai badai
yang ingin merubahnya. Oleh karena itu, adanya keinginan untuk
n"‘nerub'ah Pasal 29 UUD 1945 melalui amandemen seyogyanya
dipertimbangkan kembali untung rugi dan implikasinya secara
politis bagi bangsa Indonesia.

7-3 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Apabila dikaji secara cermat dan kritis, gerakan reformasi
yang n-mlai bergulir tahun 1997 pada dasarnya memiliki tujuan
yang sn'mpel yaitu memperbaiki kinerja pemerintahan di bawah
kep?mlmpinan Presiden Soeharto, Pada awalnya dengan panji-
Panji Orde Baru, Soeharto dianggap cukup berhasil dalam
membangun pemerintahan yang stabil. Kehidupan sosial politik
yang baik telah menjadi landasan utama bagi pembangunan
bidang lain. Ekonomi mengalami perubahan yang signifikan
dan puncaknya terjadi pada tahun 1974, ketika terjadi revolusi



hijau dan swasembada pangan. Namun, awal yang baik il}l lama
kelamaan mengalami degradasi karena nilai-nilai kehidupan
yang demokratis mulai ditinggalkan. Lembaga perwakllap ral(yaF
tidak dapat mencerminkan sebagai lembaga demqkras:, tetapi
{ebih berfungsi sebagai lembaga justifikasi. Hal ini semaklf'n
nyata, manakala pemerintah melakukan tindakan .’ represif
terhadap gerakan-gerakan moral yang ingin meluruskan jalannya
pemerintahan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus !945.
Beberapa aktivis yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah
ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.

Di samping itu, dalam rangka menyelamatkan kekuasaannya,
pemerintah Orde Baru tidak segan-segan menggur.lak?r.l keku‘a!;an
militer, sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi militer. Militer
yang seharusnya bertugas sebagai pengawal bangsa dan negara
menuju kehidupan yang tertib, aman, damai dan demokratis telah
berubah menjadi pengawal kekuasaan kelompok tertentu. Dalam
melaksanakan twgas dan fungsinya tersebut, militer tidak segan-
segan melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi.
Militer bukan lagi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai
musuh rakyat.

Keberhasilan pembangunan yang dicapai selama Orc!e Baru
sesungguhnya merupakan keberhasilan yang semu sifatnya.
Mengapa demikian? Karena keberhasilan pemba'm‘gunan_ yang
dicapai pemerintah Orde Baru hanya dapat dinikmati o!eh
sekelompok kecil masyarakat Indonesia. Sementara, sebagian
besar masyarakat Indonesia justru hidup di bawah stanq':lar yang
seharusnya. Angka kemiskinan semakin bertambah dal:l hari .ke.
hari berikutnya. Kehidupan sosial yang sangat menyedlhkar) ini
semakin diperparah dengan melembaganya korupsi, kromsmg
dan kolusi di berbagai tataran birokrasi pemerintahan. Hal ini
sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintahan negara
dikelola secara profesional. Lebih-lebih apabila diingat bahwa
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya raya akan sumber
alam.

Kondisi kehidupan yang memprihatinkan, telah mt.:nggugah
semangat para mahasiswa dan tokoh-tokch reformis untuE
melakukan gerakan yang dikenal sebagai ‘gerakan l:eformam.
Sampai saat ini gerakan tersebut terus menggelinding untuk

mencapai sasaran yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai
moral bangsa Indonesia. Gerakan ini berhasil memaksa Presiden
Soeharto mundur dari jabatan pada bulan Mei 1998, namun
bukan berarti bahwa gerakan reformasi telah berhasil mencapai
tujuannya. Keberhasilan ini baru sebuah awal dalam mencapai
cita-cita yang lebih besar yaitu tercapainya kehidupan yang tertib,
aman, damai dan demokratis. Di samping itu, keberhasilan ini
harus menjadi modal moral dalam meneruskan cita-cita reformasi,
sekaligus sebagai parameter agar kita semua tidak terjebak pada
permainan kotor para elite politik. Adanya kecenderungan dari
para elite politik untuk memanfaatkan “era reformasi” ini sebagai
sarana guna mencapai cita-cita kelompoknya perlu diwaspadai
dan diantisipasi secara cermat.

Gerakan yang dipelopori oleh para mahasiswa ini telah
melahirkan berbagai implikasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Kenyataan ini tidak perlu disesali karena merupakan konsekuensi
logis dari setiap peristiwa atau aktivitas manusia. Tidak ada suatu
peristiwa yang steril dari sebab akibat. Kita menyadari bahwa
pada awalnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaiki
kehidupa sosial politik yang dianggap telah menyimpang dari
nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Namun dalam
perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi selama
era reformasi sudah memasuki substansi yang sangat mendasar
sifathya. Amandemen itu merupakan implikasi dari gerakan

‘reformasi. Namun perlu disadari bahwa dalam amandemen

tersebut ada 4 (empat) persoalan yang perlu dicermati agar tidak
mengalami perubahan, yaitu:

1. Pembukaan UTUD 1945

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kedaulatan ada ditangan rakyat, dan
4. Pasal 29 UUD 1945.

Sementara, perubahan pasal-pasal yang lain masih sangat
dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai
moral dan dapat menghambat proses demokratisasi. Misalnya,
pemilihan presiden secara langsung merupakan ide yang baik,
meskipun harus disertai dengan aturan yang tegas dan jelas agar
tidak mengebiri hak-hak rakyat. Bahkan, hapusnya sebuah pasal




UUD 1945 sangat dimungkinkan apabila pasal itu dianggap tidak
fungsional. Misalnya, Pasal 16 tentang Dewan Pertimbangan Agung ?'.
(DPA) karena lembaga penasehat presiden ini tidak memiliki?

- pengaruh yang signifikan terhadap kebijaksanaan pemermtah, -_

kecuali hanya sebagai lembaga justifikasi.

Dengan demikian, amandemen terhadap UUD 1945' ,
merupakan sebuah implikasi dari gerakan reformasi yang
menginginkan adanya sistern kehidupan sosial politik yang lebih ‘1
baik. Oleh karena itu, amandemen yang dilakukan oleh MPR "%
merupakan upaya penyempurnaan UUD 1945 agar kehidupan 1
ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan
nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila. Sebagai upaya *
penyempurnaan, maka dengan berbagai alasan dan pertimbangan {

perubahan UUD 1945 tidak sampai merubah keempat persoalan
di atas.

Kehidupan sosial politik yang demokratis pada akhir masa
Orde Baru semakin jauh dari kenyataan. Para elit politik dianggap
telah melupakan tanggung jawabnya dalam membangun sistem
sosial politik sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri
negara. Hampir tidak ada elite politik (baca partai politik) yang
mampu membina warga masyarakat agar dapat berpolitik dengan
etis dan baik. Pelaksanaan pendidikan politik telah mengalami
kegagalan. Para elit politik kurang peduli terhadap kepentingan
rakyat dan pendidikan politik, serta lebih mengutamakan
~ kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kekurangan-kekurangan
tersebut semakin diperparah dengan adanya korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN} di kalangan para pejabat negara.

Kondisi kehidupan sosial politik seperti di atas membawa
akibat yang sangat menyakitkan bagi masyarakar, terutama
lapisan masyarakat menengah ke bawah. Warga masyarakat yang
miskin menjadi semakin miskin dan upaya perbaikan kehidupan
masyarakat semakin jauh dari kenyataan. Masyarakat yang adil
berkemnakmuran dan makmur berperikeadilan semakin sulit
direalisasikan. Kenyataan ini tidak sesuai dengan sebutan bagi
Indonesia yang dikenal sebagai negara yang demokratis dan kaya
raya. Mengapa demikian? Apa yang salah dengan Pancasila dan
UUD 1945 sebagai landasan idiil dan landasan konstitusional?

Terlepas dari kenyataan yang ada, gerakan reformasi sebagai

upaya memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia ini harus dibayar
mahal, terutama yang berkaitan dengan dampak politik, ekonomi,
sosial, dan terutama kemanusiaan. Para elitpolitik cenderung hanya
memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan
sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan
kepentingan politik. Berbagai gerakan muncul disertai dengan
akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Banyaknya
korban jiwa dari anak-anak bangsa dan rakyat kecil yang tidak
berdosa merupakan dampak dari benturan kepentingan politik.
Tragedi “amuk masa” di Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Kaltimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, serta daerah-
daerah lainnya merupakan bukti mahalnya sebuah perubahan.
Dari peristiwa-peristiwa tersebut, nampak sekali bahwa bangsa
Indonesia sudah berada di ambang krisis degradasi moral dan
ancaman disintegrasi.

Kondisi sosial politik ini diperburuk oleh kondisi ekonomi
yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Sektor riil
sudah tidak berdaya sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya
perusahaan maupun perbankan yang gulung tikar dan dengan
sendirinya akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK}.
Jumlah pengangguran yang tinggi terus bertambah seiring dengan
PHK sejumlah tenaga kerja potensial. Masyarakat kecil benar-benar
menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari. Kondisi ini diperparah dengan naiknya harga bahan bakar
minyak (BBM) dan lisuik, serta harga bahan kebutuhan pokok
lainnya. Upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat
dengan menyediakan dana sosial belumn dapat dikatakan efektif,
karena masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses
penyalurannya. Ironisnya kalangan elit politik seakan tidak peduli
dan tidak bergeming akan jeritan kemanusiaan rakyat tersebut.

Di balik keterpurukan tersebut, bangsa Indonesia masih
memiliki suatu keyakinan bahwa krisis multi dimensi itu dapat
ditangani sehingga kehidupan masyarakat akan menjadi lebih
baik. Apakah yang menjadi dasar keyakinan tersebut? Ada beberapa
kenyataan yang dapat menjadi landasan bagi bangsa Indonesia
dalam memperbaiki kehidupannya, seperti; (1) adanya nilai-nilai
luhur yang berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia;
(2} adanya kekayaan yang belum dikelola secara optimal; {3)



adanya kemauan politik untuk memberantas korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN). '

Betapapun deras dan kuatnya desakan agar dilakukan

perubahan di berbagai bidang kehidupan sebagai implikasi dati
gerakan reformasi, namun kita semua yakin bahj.o\ra perubahan
tersebut dalam rangka menata kembali sistelm kehidupan bangsa
dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Defngan kata lain,
perubahan tersebut tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk
membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Tuntutan perubahan-
perubahan tersebut tidak dimaksudkan unwk menghancurkan
nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan .dan
keadilan. Bahkan, gerakan reformasi pada hakikatnya bertu,uar}
ingin mengembalikan tatanan kehidupan kenegaraan sesual
dengan sumber nilai sebagai platform kehidupan bersama bangsa
Indonesia yang selama ini diselewengka}n_ dfen:n kekuasaan
sekelompok orang. Dengan demikian, nilai-nilai fiasar yang
strategis kedudukannya karena bukan hanya sebggal pedpman
dalam memperbaiki kehidupan bangsa .Indonesm,’ melainkan
juga sebagai arah dan tujuan dari reformas.L }(eberhasﬂan gerakan
reformasi diharapkan dapat memperbaiki ke:hl:dupar} bangsa
Indonesia yang sedang mengalami krisis multidimenstal secara

total.

Di samping itu, wilayah negara Indonesia {darat, udara, dan
laut) mengandung kekayaan yang sangat besar dan' merupakan
modal dasar yang strategis dalam membangun kehidupan yang
lebih baik. Namun, perlu disadari bahwa keFayaan vang kita
miliki belum dikelola secara profesional sehingga masyarakat
Indonesia tidak dapat merasakan hasilnya. Pen_gelolaan kekayaan
negara ini baru dimanfaatkan untuk kepentnrngan kelompok
tertentu dan belum dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
secara umum. Bahkan tidak jarang pengelolaan kekayafan negara
ini hanya untuk kepentingan bangsa dan negara asing. Qleh
karena itu, kekavaan negara ini perlu dikelola secara profestor}a!
berdasatkan atas asas kebersamaan. Pengelolaan semacam ini
sangat mungkin dilaksanakan, manakalabangsa Indonesia secara
konsekuen mau melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandl.}rfg
dalam Pancasila. Untuk itu, diperlukan adanya kemauan politik
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sehingga dapat terwujud masyarakat yang makmur dalam keadllan ;
dan adil dalam kemakmuran.

Pengelolaan kekayaan negara secara profesional berdasarkan
Pancasila akan semakin nyata hasilnya, manakala didukung oleh
kemauan politik dari pemerintah dalam memberantas KKN dan
menjunjung hukum secara demokratis. KKN dan penegakan
hukum merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan
agar kita dapat menyembuhkan Juka-luka kehidupan yang sangat
menyengsarakan masyarakat. Pemberantasan KKN, setidak-
tidaknya dapat mengurangi kebocoran dana pembangunan
sekaligus mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan dan
kebodohan. Demikian juga dengan penegakan hukum merupakan
modal dasar bagi terciptanya kehidupan vang demokratis, adil,
aman, dan damai. Ini semua dapat memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa Indonesia. '

Secara historis, bangsa Indonensia telah memahami bahwa
para pendiri negara telah menentukan suatu asas, sumber nilai,
dan sumber norma yang fundamental dari negara Indonesia,
yaitu Pancasila. Secara objektif nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan telah melekat dan merupakan
bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sehari-
hari. Oleh karena itu, apabila bangsa Indonesia mendasarkan
diri pada nilai-nilai tersebut, sebenarnya bukan keputusan politis
melainkan suatu keharusan yang bersumber pada kenyataan
hidup bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian, melalui
gerakan reformasi bukan berarti kita akan mengubah nilai-nilai
dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, melainkan menata
kembali kehidupan kenegaraan yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pancasila sebagai kristalisasi
nilai-nifai dasar yang diyakini kebenarannya dan dapat diterima
oleh bangsa Indonesia dapat dipergunakan sebagat tolok ukur atau
paradigma dalam setiap aktivitasnya. Artinya, setiap perubahan
{ucapan dan tindakan) bangsa dapat dibenarkan selama tidak
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan
pemikiran ini, maka pembangunan dan gerakan reformasi harus
menggunakan Pancasila sebagai paradigmanya. Oleh karena ity,
setiap rakyat Indonesia pasti merasa kecewa apabila cita-citanya



untuk melaksanakan pembangunan dan atau reformasi tidak dapat
direalisasikan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

7.4 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN KAMPUS

7.4.1 Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penumbuhan Moral
Etika Pancasila

Perguruan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk: 1}
Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang
dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya
khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; 2)
Mengembangkan dan menyebaruaskan ilmu pengetahuan,
teknologi dan/atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional

Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuansebagaimana
dimaksud berpedoman pada: 1) Tujuan pendidikan nasional:
2) Kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan; 3} Kepentingan
masyarakat, serta; 4} Mempethatikan minat, kemampuan dan
prakarsa pribadi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perguruan tingg
menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Tri D.h.arma
Perguruan Tinggi, yakni kegiatan yang terdici dari: 1) PEIldldllfal.l,
merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik
yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesion‘al yang
dapat menerapkan, mengembangkan danfatau menciptakan
IPTEK dan seni; 2} Penelitian, merupakan kegiatan dalam upaya
menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodolog%f
model atau informasi baru guna memperkaya IPTEK dan sent;
3) Pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan yang
memanfaatkan IPTEK dalam upaya memberikan sumbangan demi
kemajuan masyarakat.

Timbulnya gejolak yang akhir-akhir ini banyak terj?di
dilatarbelakangi karena tidak harmonisnya hubungan sosial,
kebebasan berkumpul sangat dibatasi, kesadaran terhadap
pemeliharaan lingkungan yang sangat kurang, kerjasama antat

agama kurang dipupuk, penyadaran sosial juga kurang dan
sentimen yang selalu ditutupi dengan isu SARA. Jika hal ini terus
berlanjut maka semakin timbul disintegrasi bangsa.

Pada masa dahuly, telah dicontohkan oleh para pendiri negara
melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI yang demokratis dengan
melakukan perdebatan dan permufakatan saat mempersiapkan
kemerdekaan. Keanekaragaman yang ada di bumi Indonesia
bukan merupakan masalah, akan tetapi justru sebagai khasanah
kekayaan bangsa yang dilandasi dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Etika pluralisme yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika ini
merupakan penjelmaan dari demokrasi Pancasila, yakni etika yang
mengajarkan sopan santun dalam bersikap dan mau menerima
perbedaan pendapat. Dengan pengamalan nilai dari Pancasila ini
diharapkan dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan pendidikan
Pancasila ini sangat penting dan merupakan sarana yang sangat
strategis. Untuk itulabh maka revitalisasi nilai dan moral etika
Pancasila terus dikembangkan. Keburukan suatu bangsa bukan
terletak pada nilai ideologi dan dasar negara, tapi lebih kepada
orang yang tidak melaksanakan secara konsekuen nilai-nilai dan
moral yang terkandung dalam ideologi bangsanya.

7.4.2 Peran Mahasiswa di Masyarakat

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat sangat
tergantung padakemampuan ilmuwan untuk mengkomunikasikan
hasil renovasi yang telah dicapai. Masyarakat ilmiah yang lahir
dari perguruan tinggi merupakan pelopor pola pikir pembaharuan
vang memiliki pola berpikir yang sistematis, rasional, dan logis-
analitis.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan masyarakat dapat
dilakukan sejauh kegiatan yang memiliki relevansi langsung
dengan kematangan ilmu pengetahuan yang diminati. Berikut ini
berbagai peran mahasiswa dalam masyarakat :

a. Mahasiswa sebagai pribadi yang sedang belajar berproses
“untuk menjadi* (ilmuwan} sehingga masih membutuhkan
bimbingan dan pembinaan akademik vang intensif dari para
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b, Mahasiswadapatberperan sebagai perantara pembaruvan (agent

of madernisation) terutama membantu masyarakat miskin yaig
masih tertinggal guna meningkatkan pe.ndapat_annyaA Upaya
yangdilakukan adalah menerapkan sebagian dari penge;tahuan
yang dimiliki di bidang pengelolaan usaha {manajemen),
peningkatan keterampilan usaha dan mgpd(?rong k?man)puan
inovasi yang dimiliki kelompok pemilik industri kecil dan
kerajinan. o
Mahasiswa perlu belajar untuk dapat jnen.gkqmumkasukap
hasil-hasil penelitian, laporan hasil kajian ilmiah dan hasil
diskusi ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam ba'hasa
Indonesia yang mudah dipahami dan dltEl‘llTlEl.SEIl'll.la pihak.
Kemampuan ini masih sangat terbatas, set_unvgga‘ dengan
kemampuan ini perguaruan tinggi (a!(ac_ler'm, 1nsutut,‘darf
universitas) dengan masyarakat akan ter}a}ln ]z.ilu_r komumk'am
verbal vang baik sehingga perguruan tinggi tidak terasing
karena dibutuhkan masyarakat. ‘

Tidak semua orang dalam masyarakat dapzft meraih peluang
. masuk kuliah di bangku perguruan tinggi. Peluang ma_s_ulf
perguruan tinggi hanyalah bagi lulusan SMA yang memll}kl
motivasi dan dukungan dana yang cukup, dan untuk itu
membutuhkan bantuan masyarakat yang secara ]an.gsung
digunakan untuk pengadaan prasarana dan sarana belajar.

7.5 CONTOH-CONTOH PERTANYAAN UNTUK DISKUS) 'DAH TeS .

Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai

paradigma pembangunan? ' .

. Apa arti pengtingnya Pancasila set?agal paradigma
pembangunan politik bagi bangsa Indonesia?
Apa arti pentingya Pancasila sebagai paradigma pembangunan
ekonomi bagi bangsa Indonesia? |
Apa arti pentingya Pancasila sebagai parad igma pembangunan
kehidupan beragama bagi bangsa Indonesia? |

. Jelaskan apa arti pentingya Pancasila sebagai paradigma
kehidupan kampus?[]

SILABUS MaTA KuLIAH

Kode Mata Kuliah
Nama Mata Kuliah
Kelompok Kurikulum
Kelompok Mata Kuliah

Beban Kredit

Semester

Prasyarat

Fakultas/ Jurusan

Visi, Misi dan Kompetensi

: 10000511

: PENDIDIKAN PANCASILA
: Kurikulum Nasional :
- Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian

: 2 SKS
: Ganjil dan Genap
. Tanpa syarat
- © Semua Fakulias / Jurusan
: Visi Pendidikan Pancasila di Uf]

adalah menjadi sumber nilai dan
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Misi Pendidikan Pancasila di Ul
adalah membantu mahasiswa
agar  mampu  mewujudkan
Nilai-Nilai Dasar Pancasila serta
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b. Mengenali masalah hidup dan
kesejahteraan serta cara-cara
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c. Mengenali perubahan-
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masyarakat dan iptek
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bangsa
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dan Negara Indnesia, Pancasila
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dalam kehidupan Bermasyarakat,

Berbangsa dan Bernegara.

Tujuan Pembelajaran Umum ;

Pada akhir perkuliahan
mahasiswa  dapat  memiliki
pengetahuan dan memahami
landasan dan tujuan Pendidikan

- Pancasila, Pancasila sebagai Karya

besar bangsa Indonesia yang
setingkat dengan ideologi besar
dunia lainnya, Pancasila sebagai
paradigma dalam  kehidupan
kekaryaan, kemasyarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan

Materi :

sehbingga memperluas cakrawala
pemikirannya, = menumbuhkan
sikap demokratis pada mereka

dalam mengaktualisasikan
nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya.
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